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Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Eﬂdﬂ“ﬁ;ﬂmﬂmmi

Tentang Hak Cipta

Sethap orang yang dengan tanpa hak melskukan pelanggaran hak demomi
schagaimana dimaku] dalam Pasal % ayar (1) horaf § untek penggunaan scara
kosversial dipiadsnas dengan phibams penjars paling lama 1 (am) wbas dan/sn
pidana denda paling banyak Rp. 10600000} (serasias jusa rupiah).

Yetiap orang yang dengan ranpa hak danfaw mopa zin Pencipra aran pemegang
Hak Cipta melakulan pelanggaran hak ckonomi Pencipta schagaimana dimaksud
ialarn Pasal 9 ayan (1] horof ¢ hal o, oo £, dandaiag honed b uniuk penggunaan
secars komenial dipidana dengan pelans penjara paling lama 3 (nigs) ohun
danlarou padana dends paling banyak Bp. 500, 000,00, 00 (lima raas jura nepiah)
Setiap orang ving dengan anpd hak dandatan mnpa s Pencipta atau pemegang
Hak Cipu melskulom peanggaran hak ckonomi encipes sehagaimana dimaksd
ilalarn Pasal 9 ayar (1) haeal o harad b, hinste, dan/agau bural g anik penggunaan
secars komerdal dipidina denjan pidana penjars paling lama 4 (empat) chun
ddanlatau padans dends paling bameak Ry, 1000,000,000,00 (ssm mnibar tiagsiak],

. Setiap orang yang memeniihi unsur sehagamana dimaland pada ayar {3) yang

dilikulan dalim benmuk pembajalean, dipidons penjara paling lama 10 {sepubuh )
taben danfatau pidana denda paling banvak Rp. 4000.000.000,00 {cmpat miline
rapiahi.
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Prakata

" Puji syukur kepada Allah SWT atas rerselesainya buku ini. Buku Pema-
nganan Pegungsi dif Indonesia ini merupakan buku monograf yang men-
jadi salah saru luaran wajib yang harus penulis penuhi dalam menyelesai-
kan penelitan internal UAD yang didanai oleh Lembaga Penelitan dan
Pengabdian kepada Masyarakar (LPPM} Universias Ahmad Dahlan
(UADY) Yogyakarta, dengan harapan dapat menambah khasinah pustaka
yang berhubungan dengan pedindungan hukum terhadap pengungsi
menurit hukum internasional dan penanganan pengungsi di Indonesia.

Usaha yang telah dilakukan pemerintzh Indonesia selama ini dafam
memberikan perlindungan dan penanganan rerhadap pengungs patue
dihargai. Sebagal negara yang bukan menjadi pihak dari konvensi tentang
sratus pengungsi, Indonesia telah menjalankan fungsinya sebagal bagian
dari masyarakat dunia dalam pelaksanaan misi kemanustaan PBB dalam
hal perlindungan pengungsi. Ksedinan Pemerintah Dacrah di berbagai
kota besar di tanih air dalam menerima kedatangan pengungst juga harus
dibarengi dengan pengawasan yang memadai untuk memperkecil perso-
alan-persoalan yang mungkin timbul. Namun, dalam konteks Indonesia,
schagai negara berdaular, apabila ada suaru kondisi yang memhahayakan
stabilitas nasional dengan keberadaan pengungsi yang semakin banyak
berdatangan, maka timbul pertanyaan, apakah ketaatan suatu negara rer-
hadap ketentuan hukum internasional harus mengabaikan kepentingan
nasional?




Buku Praanganan Pengungsi di Indonesta ini merupakan rujuksn dar
berbagai buku maupun jurnal ilmiah yang relah ada. baik tentang kajian
perlindungan pengungsi secara umum maupun perlindungan pengungsi
yang berada di Indonesia secara khusus. Dalam buku ini, pembaca dapar
memperoleh referensi tenang Gambaran Unmm tentang Pengungsi yang
penulis sajikan pada Bab 1, Keberadoan den Perdindungan Pengungsi oi
In-donesia pada Bab 2, Perlindungan Pengungsi dalam Perspekerif Hukim
Ingernassonal pada Bab 3, dan Penasganan Pavpungsi di Indonesda pada
Bab 4. Masing-masing bab verdiri aras subbab yang sistemanis. Khusus
pada Bab 2, penulis sajikan komparas pemeénuhan hak-hak pengungsi
dengan mengambil lokasi Rumah Detenst Imigrasi di Kota Pekanbaru
dan Kowm Makassar, tempat penulis dan tim telah melakukan penelitian
lapangan.

Terima kasih tak terhingga kepada Bapak Mubammad Nur, 5. H., M.
H. atas kerjasama yang sangar baik dalam melaksanakan penelivian ini
hingga selesal. Tentu saja, keharusan keterlibaan mahasiswa menjadi
enumerator pada kegiatan penclitian menjadi hal yang sangar baik dalam
mendorong mahasiswa memahami keglaan ilmiah ini. khususnya me-
nambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa rentang perlindungan
pengungsi di Indonesia. Terima kasih untuk kedua enumeraror, M. Raka
Fikri dan Ayu Purwaningsih.

Tidak lupa ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampai-
kan kepada Kepala Kanior Rudenim Kota Makassar dan segenap jajaran-
nyd, Pimpinan Perwakilan UNHCR Makassar, Pimpinan Kanwilkum-
ham Riau, Kepala Rumah Derensl Imigrasi Kora Pekanbaru besera jajar-
annya, dan juga Pimpinan Perwakilan UNHCR Pekanbaru, aras zin pe-
nelitian dan segala kemudahan yang diberikan dalam melayani penulis
dan tim pada saar melakukan penelitian. Tak lupa penulis hanrkan
banyak rerima kasih kepada Pimpinan LPPM UAL yvang velah memberi-
kan kesempatan melakukan penditian kepada penulis tenang Penangain-
an Pengungsi di Indonesia dalam Pespekeif Hukum Internasional.

Vi




Penulis menvadari sepenuhnya bahwa buku ind masih jauh dan sem-

purni, Oleh karena (o, penulis dengan had rerbuka mengharapkan kritik
dan saran dari berbagai pihak. Akhimya, pemilis hanya berharap kiranya
bukuy ini menjadi buah ikhriar untuk memperoleh ridha Allah 5WT, Se-

moga bermanfaad
Yogyakarta, 7 April 2021

Penulis
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“Dan tolong-menolonglab kamu dalam mengerjakan kebajikan dan
racpwa, dan jangan tolong menoking dalam berbuar dosa dan
permusuhan. Bertagwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangar
berat siksaanNya."

—Q. 5. Al-Maidah: 2

“Berusaha mengutamakan hubungan balk di atas pencapalan
Yang berfangsung hanya empari nilal, perhubungan kemanusiaan,
kemesraan persaudaraan, persambungan ilmu, penyatuan cinta,
Adapun vang, fasilitas dan maintenanie setiap perjalanan ikhtiar,
hanya sertaan otomatis dart gairah kasth savang kehidupan®
— Fithrizcus Shalihuh

“Hidup adalah realitas, meski kita dipersilakan bermimpi. Jika
permainan hidup membustmu terlena, kembalilah pada niat awal
Yang selamat hanya vang berada pada rel yang seharisnya
Satu lagi, jangan intervenst pekerjaan Tuhan (Sang penentu takadir),
Jalani hal yang harus dijalani.”

— Fithriacus Shalihal
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Peran garan Pangungsi d indanesis

Bab 1
Gambaran tentang

Pengungsi

Gilobalisasi telah memberikan berbagai macam perubahan dalam kehi-
dupan dan cara pandang manusia. Salah samnya dapar dilihar dan aspek
sosial, yaitu memudahkan orang darl suatu negara berpindah dari samu
negara ke negara lainmya dengan berbagai alasan dan mwjuean yang berbe-
da, salah satunya dengan tﬂju:llhl'l:ltl'lc.ll"l perdindungan. Pedindungan
wersehut diburuhkan oleh orang-orang yang mencari empar yang aman
ketika daerahnya ada bahaya vang mengancam vang disebut dengan
pengungsi.' Pengungsi bissanya berasal dan emnis minoritas di negaranya
vang tidak selalu memperaleh perlakuan yang baik di wilayah negara
vang didudukinya.”

Ada beberapa alasan yang membuar pengungsi yang memburtuhkan
pethindingan dan bantuan yaliu disebabkan bencana alam dan akibas
ulah manusia * Tujuan mercka salah sarunya yvaitu mencan suaka. Suaka
adalah penganugerahan perlindungan dalam wilayah suatu negara kepada
orang-orang dari pengejaran atau bahaya besar,’ sepern rerancam kesela-

‘Wiagman, Mukum Pangungs inlenesion oot Sinar Godia,. 212 Hm 18
‘M. Fsdhasyah Tanggurg dewab Indoness satacai Megam Tiassii bag Pengungsi Ansk Berdeserumn Hukum
istemanaral doemad Mokun (s Cos aafom Mo 3 5ol 23 (Aol 08, hm 252

“Wiagman, Hukum Pengngs, . m. B
¥ it m.




Pemargaran Penpmpel 4 irtrisa

matannya di daerah asalnya sendini. Dengan terancamnya keselamatan,
ini membuktikan bahwa mercka tdak sejahtera dan merasa tidak damai,

A. Sejarah Perlindungan Hukum Pengungsi

serikatan Bangsa-Bangsa (PBB), schagai organisasi internasional
yang memiliki wjuan unwk mewujudkan perdamaian dan kesejahresaan
miasyarakar di selurub dunia. telah membuar langkah dalam mengatasi
permasalahan pengungsi rersebur. Dengan melaksanakan Universal De-
claration af Human Rights vang dalam Sidang Majels PBB pada ranggal
10 Desember 1949 memperoleh suara bulat, hak untuk memperoleh per-
lindungan arau suaka di negara lain rercantum pada Pasal 14 Ayar (1)
yang berbunyi “Everyone has the right to seck and engay in other couniries
asplum from persecution”. Terjernahan bebas dari ketentuan dalam pasal
di aras adalah suatu keadaan vang mengakibatkan lahirmya suam hak vang
diberikan kepada tiap orang di sua negar unk memperoleh perlin-
dungan atau suaka dari negara lain akibar adanya suam rekanan di negara
asaloya, sehingga hak untuk memperoleh suaka atau perlindungan di ne-
gara lain merupakan suatu benmuk hak asasi, yaiou hak fwberen unmk hi-
dup yang diberikan kepada tiap-nap manusia serta harus diakui secara
universal dan dijamin oleh hukum. Hal ini merupakan suaru bentuk
mitklumar bahwa tiada seorang pun yang mampu merampas hidup sese-
orang dengan cara yang sewenang-wenang. Oleh karena iw, perlindung-
an terhadap pengungsi pada dasamya merapakan tanggung awab setiap
negan, *

Deklarasi Universal HAM rahun 1948 diterjemahlkan ke dalam ben-
ruk instrumen yuridis, yairu Konvensi 1951 mengenai Stas Pengungsi,
Konvensi ini lebih khusus membahas mengenai keadaan dan stas peng-
ungsi apabila dibandingkan dengan Dieklarasi Universal HAM vang en-
eunya lebib fokus pada pengaruran kebijakan mengenai hak asasi. Pena-
nganan permasalah pengungsi internasional didorong oleh rasa kemanu-

! Bigl Rwanlo, “Urgersi Legshs! Huiem Pengurgs: dan Kerdalanga & indonesa’, Juss! Huam innmasonal
Vol I W3 1 [Diiober 2004 him 67
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ligh ! | Gamharan reang Penguegai

sizan untuk memberikan pedindungan terhadap para pengungsi vang
meninggalkan negaranya karena ddak tedindungi oleh negaranya, hah-
kan karena keselimatan jiwanya terancam. Namun demikian, keduduk-
an sifatnya ridak permanen dan dapar berubah. Dalam menjalankan se-
msnya schagai pengungsi di schuah negara. pengungsi wajib memaruhi
semua hukum dan peraturan ariu kerennuan-kerenman untuk mencipra-
kan ketertdban umum. Oleh karenanya, pengaturan verhadap pengungsi
di seluruh dunia saar ini mengacu kepada Konvensi 1951 dan Protokol
| %67, yang kewenangannya berada di bawah organisasi yang dibentik
oleh PBB yang peruntikannya khusus untuk penanganan dan perlin-
dungan pengungsi di seluruh dunia. Organisasi PBB tersebut bernama
Unized Narion High Commisions of Refugee (UNHUCR).

Pengungsi menurur Konvensi tahun 1951 adalah seseorang yang oleh
karena rasa takasr vang wajar akan dianiaya berdasarkan ras. agama, ke-
bhangsaan, keanggotaan pada suaru kdompok sosial tertena, amu pan-
dangan politik. berada di luar negeri kebangsaannya, dan ddak dapas
arau, karena rasa rakur im, ddak berkehendak berada di dalam perlin-
dungan negaranya. Konvensi ini merupakan instrumen mengenai status
dan berbasis pada hak-hak serma didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip
dagar, terutama non-driskiminasi, serta larangan pengenaan hukuman
dan larangan pengusiran (non-refonlement).

Untuk mengatas berbagal kelemahan dan menyempurnakan perlin-
dungan atas pengunpsi schagaimana diakomodir dalam Konvenst 1951,
maka Lihirlsh instrumen pelenghap dalam benmk prowokal pada mhun
19%7. Kemudian protokol ini dikenal dengan nama Protokel 1967, Hal-
hal yang menjadi isi dari Prorokal Konvensi 1967 yaime menghapus dua
hal pokok dalam Komvensi 1951 yang berhubungan dengan pembarasan
geagrafis dan wakru, ©

Selain jtu, Konvensi dan Protokol ini berlaku dengan pengecualian
pemberakuan unmk permohonan atas stans pengungsi bagl oring-
orang vang melakukan kejahatan perang atau kejahaan kemanusiaan, ke-

« Wagrman, Hukum Pengngs.., lim. 105




Pemargaran Penpmpel 4 irtrisa

jahatan non-politik yang serius, atau bersalah ams tindakan yang berten-
rangan dengan mjuan dan prinsip-prinsip PBB. Konvensi ini juga tidak
berlaku bagi pengungsi yang memperoleh perlindungan dari badan PBB
selain UNHCR, seperri pengungsi Palestina yang berada di bawah na-
ungan Lnited Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the
Near East (UNRWA

Keberadaan UNHCR sar ini masih sangar dibutubkan, Hal ini
mengingat jumlah pengungsi terus mengalami peningkatan yang signifs-
kan, Terbukai saar ini jumlah pengungsi vang temebar di seluruh penjuru
dunia mendudukd angka 26 juta jiwa. Keberadaan pengungsi ini dilatar-
belakangi oleh berbagai fakior, sepertd bikior internal negara maupun aki-
bar konflik bersenjata. Negara dengan jumbah pengungsi terbanyak ds-
runjukkan oleh Afganistan sehanyak 2.3 jura jiwa, disusul oleh Rwanda
dan Bosnia-Herzegovina sebanyak 2.3 jura dan 1.7 juta jiwa. * Kebanyak-
an negara terschur berasal dari negara konflik, schingga keadaan ini yang
kemudian menjadikan pentingnya gerakan kemanusiaan dengan membe-
rikan rasa aman atas dirl mereka vang tdak dapar diberikan oleh negara
yang bersanghkuran,

Indonesia memiliki posisi vang strategis, yaitu berada di anam doa
benua dan dua samudera. Negara kepulauan ini menjadi jalur lalu linwas
darl Asia menuju Australia serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.
Diengan berada di posisi letak geografis vang sirategis, Indonesia dijadi-
kan sebagii tempat pergerakan dan transit dar para pengungsi asing vang
berasal dari Asia yang sebagian besar menuju Australia. Sejak rahun 1999,
Indonesia velah dijadikan rempar ransic oleh orang-orang Timur Tengah
menuju Australin. Namun, terdapar kebijakan rerbaru dan Australia
(Proveceion Edewdvere Policy) vang tidak menerima siapa pun uneuk ditem-
patkan di Australia,

' Loura Hasfjeicka, “Fudi Pedtbandngan Ketenbon Parindengan Percan Seaia dan Pangungs: 3 indorenia din
Negara Lantya’, Jums' Lepsiay inconawa, Vol 12 No. 1 (20051 Aim 10 _
#UNHCA d ndonesin”, ipawwewsnhor o Edundor-diindoness, Sakas peda 12 i 200
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ligh ! | Gamharan reang Penguegai

Pada dasarnya, perlindungan terhadap penpungsi merupakan kewa-
jtban dari seclap negara. Negara penerima mau menerima pengungsi yang
telah lama merasakan tidak aman, werancam, dan penindasan di negar
asalnya. Mermasalahan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan
terhadap pengungsi elah menjadi permasalahan internasional dan telah
diformulasilan dalam benruk Konvensi 1951 dan Procokal 1967 tentang
STATLES Pehgungsi.

Indonesia tidak remasuk dalam negara pihak Komvensi dan hingga sa-
at ini Indonesta belum juga meratifikasl Konvensi 1951 dan Protokel
1967 tentang seatus pengungsi. Namun demikian, meskipun belum me-
ratifikasinya, bukan berartl Indonesia dapar melepaskan dan bersikap
acuh tak acuh terhadap permasalahan pengungsi karena rerdapar prinsip-
prinsip hukum internasional yang harus dipanhi oleh Indonesia. Salah
satunya adalah prinsip-prinsip suska yang memiliki keterkaitan dengan
aspek perlindungan rerhadap hak asasi manusia. * Dalam prinsip suaka,
wrcantum adamya kewajiban untuk menghormati prinsip ses-refoule-
ment, Prinsip ini. oleh sebagian ahli hukum, ermasuk dalam karegori fus
Cogens, Prinsip won-refoulement memiliki artd bahwa dilarangnya pe-
ngembalian pencan suaka politik ke negara asalnya. ™ Sebagaimana
dalam Pasal 33 Konvensi tahun 1951 yang berisi bahwa substansi dari
prinisip wen-refoudonens adalah jaminan sudm negarn untuk ddak akan
mengusir amu mengembalikin seorang pengungsi dengan cara apa pun
ke negara asalnya yang mengancam kehidupan din kebebasannya,

Pasal 33 ayar (1) dan ayat (2} merupakan prinsip mon-refeudement yang
oleh beberapa pendapar dianggap sebagal suaru Jus Copens. Konsep fus
Cegens didefinisikan schagai sumber utama (primary sonrce) dan norma-
norma hukum yang mengatur hubungan internasional. ' Walaupun ter-

dapat prinsip Hukum Invernasional “ireaties may neither tmpose obliga-
Hakl O, HOF CPedle .fr'z:.ﬂ' mn’rfrwuuﬁr, thived stater I:‘rrm'ﬁ-.r EEPIEE ihee dRode Hl

Fiiagrman_Fiuhum Penpmgs.. fm. 113

# Arpan Yalnliningih, “Pedndungan Pengungal dalom Pempobif Faswm |nbemmmionsl dan Hulues isiam®, Joe
al finamia Huko, Vol 13 Ko 1 |fanuoen 2013, m 157

" Bakmni Mk ifenso’ Sullk Pecgan e (Lskails PT Raja Grafinde Persta 2000 Hm &7




Pemargaran Penpmpel 4 irtrisa

siee prosng)”, yaitu perjanjian internasional dalam hal ini Konvensi 1951
dan Protokol 1967 rentang stitus pengungsi thdak memberilan kewajib-
an pada Indonesia sehagai negara ketlga, bukan berari tdak ada standar
internasional (intermational stavdard of trearment) dan ukuran perlakuan
nasional (natiomal standard of trearmens) dalam memperlakukan peng-
ungsi yang tinggal di negara keviga. Scandar internasional menckankan
perlakwan terhadap orang asing hanus berpedoman pada ukuran-ukuran
internastonal. Sedangkan standar nasional memperlakukan orang asing
harus diperlakukan sama dengan warga negara sesual dengan hukum ma-
sing-musing negara, schingga penentuan status pengungst tidak masuk
dalam ranah kewenangan pemerintah Indonesia, melainkan menjadi ke-
wenangan UNHCR selaku instansi yang diberikan kewenangan atasnya
berdasarkan Stamuea UNHCR tahun 1950.

Kepedulian Indonesia menjadi negara transit bagi pengungsi tidak le-
pas dari kesadarannya sebagal bagian dari masyarakar dunia yang ndak
boleh menutup mata terhadap fenomena damangnya pengungsi vang ter-
rofak aray wrunds penerimaannya di negam mjuan. Ketenmuan vang
mengamr mengenal perlindungan pengungsi 1elab diterapkan dalam
konvensi mternasional dengan ruang lingkup boe saking ereasy. Dengan
demikian, sebagal anggowm BB, Indoneia telah menghormari ketentuan
rersebut dengan wrsedianya penampungan pengungsi vang ada saar ini
di berbagai provins: di Indonesia, termasuk di Kora Pekanbaru (Provinsd
Riau) dan Kota Makassar {Provinsi Sulawesi Selatan). Namun, tenmunya
akan menjadi perscalan apabila penghormatan terhadap hukum intema-
sional rerkair perdindungan aras pengungsi ini juseni mengganggn kepen-
ringan nasional, seperti munculnya berbagai persoalan sosial di masyara-
kar.
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B. Pengertian Pengungsi dan Ruang Lingkupnya

1. Pengertian Pengungsi Menurut Istilah

Pengungsi berasal dari kata wwgsi yang artinya pindah. ' Pengungsi
didefinisikan sebagai orang yang berpindah rempar ringgal karena sua-
ru fakror erentu, Dikatskan pula sehagai sescorang yang meninggal -
kan negaranya untuk menuju negara lain karena adanya suats perbe-
daan aliran poliik, Berdasarkan pengertian tersebue, dapar dikarakan
bahwa kegiatan mengungsi yang dilakukan oleh sescorang dilandasi
oleh suar keadaan yang mengharuskan dirinya unmuk pindah demi
keberlangsungan hidup. Keadaan bahaya vang dimaksud dapar diaki-
batkan karena perbuatan manusia (mannade disaiter) dan juga benca-
na alam {(nature! disaster), Tempat perlindungan pengungsi ridak ha-
Aya tertuju pada suaru negara terteniu, tetapi juga dapar pada negara
sendin' apabila penychab terjadinya kegiatan mengungsi, vaitu ben-
cana alam, seperti banjir, nah longsor, gempa bumi, dan sebagainya,

2. Pengertian Pengungsi Menurut Ahli
Beberapa ahli memberikan pandangan mengenal pengungsl, ada-
pun di antaranya:
a. Pietro Verri
Pietro Verri menjabarkan pengertian wrkale pengungsi dengan
berlandaskan pada ketenman yvang tertuang dalam pasal 1 UN
Convention on the Statue of Refugees tahun 1951, yain “applie o
matiy peaple tdve fave fled the cosetry af b nationality to avoid perse-
cuution ar the threat of persecution”. Pietro Verrl berpandangan bah-
wa yang dikaregorikan sebagai pengungsi adalah pihak yang senga-
ja meninggalkan negara asalnya karena adanya perasaan mhus un-
ruk terus tinggal yang disebabkan oleh segala beneuk penyiksaan
yang direrima. Dengan demikian, terhadap orang-orang yang ber-

= Diepermen Perdidisan dan Ketwdrpmn Kame Besr Batase indoosm (ks Deparieren Prndidban

than KobisSeryrann, 1955, Hm. 85T
* Achmad Fomsan, Seegante Hukem Pengongs’ infamasional Hukum infersaions’ dan Prmsp-Prnsis Poriin:
dmgan iferasional. LMHCH ldonesa (Bandung: Sanic Offset JHO). him 35
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pindah empat dalam lingkungan negara yang sama bedum dikate-
gorikan sebagal pengungsi menurut ketenman Konvensi di ams.,

b. Malcom Proudfoor

Malcom Proudfoor mengemukakan pemikirannya terhadap pe-
ngertian pengungsi dengan berlandaskan pads keadaan pengungsi
yang terfadi pada Perang Dunia 1. Adapun beliau sampaikan hah-
wa pengungsi adalah orang-orang vang dengan terpaksa berpindah
hidup dari rempazs salnya ke rempat lain karena dipengaruhi oleh
suary perbuztan yang keji, seperti penganiayaan, pengusiran karena
perbedaan kevakinan politik dengan penguasa negara, konflik ber-
senjata baik yang diakibatkan oleh golongan omng dalam negara
VeI Sama Maupun perang antamegar secara besar-besamn vang
kemudian membahayakan kesdamatan dan kehidupan seseorang
yang tinggal disana, dan cksploirasi warga negara untuk turur serta
dalam perang Jerman, dan bentuk lainnya. ™

Emﬁm Pengungsi Menurut Konvensi Internasional
istilah yunidis yang ada, pengertian pengungsy akan dibedakan
dengan regas dari pengertian atau istilah lainnya, Terdapat istilah lain
vang harus dijedaskan terkait pemahaman pengertian pengungsl. Istilih-
istilah terseh bain suaka, pencari suaka, dan istilah pengungsi i
sendird, Pada draft UNHCR, suaka diartikan sehagai pengakuan secara
resmi oleh negars bahwa seseorang adalah pengungsi dan memiliki hak
dan kewajiban termeniu.

Dalam Black’ Law Dictionary, pengungsi dinrvikan schagai “A pervon
taking refuge. eip. in a foreige country from war or periecution or waturns

s formed mowemants, . v | e el of fe peapceion, bokdeoralion or lght of Jewy and poiiical
ippeona e s of e aubhont anons govemmendy, dhe fronseeonoe.of et populabon beck fo ther fomeland o lo new
by crmmln ) pevinees aoquirnd by wes o frealy. the il eemangemend of poewar Soordisdes of soverape stafes
iho mass Mgt of Ve mk and fw o of bambammed from B ar nd undsr the Froal of gredaoe of adveom or
rede of semm s oviv ramevee aas of Eompe: e broed removel of poooislans rom coastel o defenor soas
wde miifary diglahon. and e deporaiion &or roed fadour o bbatr ¥ Geesan war oo “|Lihal Achmad #om.

san, Penganlar Mkt Mesguegsi  him, 36
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desaster”," .:.hhm Longmun Dictionary of Contemporary Eng-
lish, pengertian darl pengungsi adalah “A pervon whe bai been driven from
his conntry for pelitical reason ar garing war" | Langman Dicilonary of Can-
sermporary Englidh, 1981: 928). Selanjurnya dalam Wedbsrer Ninsh New
Collegate Dictionary, pengungsi diartikan schagni “Chie wio flees o a for-
Fig gur-RITY @F PorT to cicape danger or persecution )"

atasan pengertlan pengungsi, secara hukum internasional, dijelaskan
dalam Konvensi Pengunpgsi 1951, Menurur Article IA Pavagraph (2)
1951 Convention, Pengungst adalah:

,
s o e ondang to well founded fear of being persecused for rea-

sons af rase, religion, nationality, membership of & paveicular cocial
groip or palitical opinion, it eutside the couniry of bis nationality and
wumable or owing to mch fear, i unwilling to avail himself of the provec-
piont of thar couniry, or who, nor having nationality and being onoide
the country of his former habisnal residence as reult of ich cvents, i
wisable or owing to such fear, i wwilling o return o i,

Pada pasal tersebut lebih dijelaskan mengenai orang yang berada di lu-
ar negara asalnya atau domisili asinya. Hal weesebut merupakan dasar fe-
nomena yang sering terjadi di masyarakar inrernasional, yairu ketakuran
vang sah akan gangguan pada keselamaan din dan keluarganya sehagal
akihar kesukuan, agama, kewargancgaraan, dan keanggoraan dalam ke-
lompok sosial terentu atau pendapar politk yang dianumya, serta yang
bersangkutan tidak mampu atau tidak ingin memperoleh perlindungan
bagi dirinya dari negara asal versebut, smupun kembali ke sana karena
mengkhawatitkan kesclamatan dirinya,

Kemudian, dalam Article 6 UNHCR Stame dijelaskan mengenai pe-
ngertian pengungs, yaitis

Any person who is onside the country of bir mationality or, if e fas
o wationalisy, the country of his former habisual residence, becase he

i Gamo, Brpan jed |, Back's Low Daclionary seventh Ediion (Mew Yonc 51 Pa Winn, 1S5, him. 21
= i elsler, Weahslar Minkt Maw Codipabs Dizlonary (Massschissits Sprisglied. 12900 Hm 0691,
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?ﬂrhﬂ'mﬂﬁuﬂ,&rg{pﬂmﬂm by reatcons of fris race, reli-
gion, nationality er palivical option and & unable or, becavse of such

fer, i wmwilling to avail himself of the protection of the government

of the conniry of bis navionalivy, to return to the country of his former
habritual residence,

Pasal diatas menjelaskan mengenai definisi pengungsi, yaitu sebagai
sesenratge vang berada di luar negara asalnya acan rempar ringgal asalnya,
Dalam 1967, pengertian pengungsi dijelaskan dalam Areicle £

paragriph 2, yaine:

Far the purpose of the present Protocel, the term refugee ” shall, eccepi
as regards the application of pavagraph 3 of this Article, mean any per-
son within the definivion of Aricle 1 of the Convention s if the words
“As &t result of events eccurring before 1 fannary 1951 and .. " ind
the words”. . a result of such events; in Article 1 A (2) were commiitted.

Penjelasan mengenai pasal di atas merupakan perluasan definisi peng-
ungs pada Konvensi 1951 yang membuat negara-negara yang ikur dalam

Provokol 1976 ini menerapkan definisi pengungsi menurur Konvensi

1951, tetapi tanpa adanyn batasan wakm,

Pada prinsipaya, isi Kenvenst 1951 din Protokel 1967 hampir sama,

karena gerdapar 3 (dga) hal pokok isi konvensi, melipusi:

1

1. Pengertian dasar pengungsi

Pengertian dasar pengungsi diarikan dalam Konvensi 1951 dan

Protocal 1967 penting diketahui sehab diperlukan untuk menetap-
kan starus pengungsi seseorang (termasuk pengungsd atau bukan),

Penetapan ini diterapkan oleh negara tempat orang itu berada dan

beketja sama dengan UNHCR.
2. Stamus Hukum Pengungsi

hak dan kewajiban penpungst di negara tempar pengungsian (hak

dan kewajiban berlaku di rempar pengungsian i berada).
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3. Implementasi perjanjian, terutama menyanghur adminiserasi dan
hubungan diplomarik
Di sind, titik berarnya adalah persoalan administrasi dan hubungan
diplomatik (aiplemaric relazion) dan hal-hal yang menyangkur hu-
bungan kerpasama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR
dapar melalsanakan rugasnya sendiri dan melakukan tugas penga-
wasan, terutama techadap negara-negara rempar pengungsi terse-
but berada,

D. Sejarah Pengungsi

1. Sejarah Pengungsi Dunia

Sepanjang sejarah peradaban manusia, pengungsi dan kegiatan
pengungsian bukan fenomena baru, Keadaan ini welab dikerahui ma-
nusia pasca terjadinya berbagai konflik dan peperangan. Para korban
yung ditimbuolkan dari akaivitas perang dan aksi kejaharan di sua wi-
layah atau negara tertentu dinamakan sebagal pengungsi. Bentuk pro-
ses penyelamaran dir aras rindakan, sebagaimana di aras, pada umum-
nya ditempuh dengan cara mendatangi suatu wilayah arau negara lain
yang dinilai epat mampu memberikan rasa aman aras keselamaman hi-
dup bagi para pengungsi. Permasalshan kemudian muncul kerika
jumlah pengungsi yang darang rerus mengalami peningkatan. Akibaz-
nya, keberadaan pengungsi dapar memico lshimya gangguan pada
strukiur kehidupan manusia dar aspek keamanan, kewertiban masya-
rakat, sosial, dan politik di negarn wjoan. Oleh karena in, penangan-
an pengungsi merupakan permasalahan serius yang harus dihadapi
bersama oleh seluruh masyarakar internasional secara keseluruhan, ¥

Pada tatanan dunia inernasional, istilah penpungsi wlah dikenal
pasca meledaknya Perang Dunia | pada tahun 1914 hingga 1918, Saar
irw, terjadi perang Balkan (1912-1913) vang melahirkan berbagai per-
golikan di negara-negira tesebur khususnya Kekalsaran Rusia. Kon-

" hwrma Seprvila, “Paranan UNHCR dalam Menangan Pengongie Pasns Kool Mal & Meama 0152015,
Eturmal e Huhungan infemasional, Momor 3. Vol 3 (2075) him. 56
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flik ini mengakibarkan kurang lebih 1-2 juta penduduk negara rerse-
bt mencari perlindungan ke negara Eropa dan Asia, baik Asia Tengah
magoun Asia Selatan, pada 1918, 1922, dan mhun setelahnya,'

periode Liga Bangsa-Bangsa (1921-1946), berbagai badan
dibentuk untuk membanm Komisi Agung Pengungsi, antra lain The
Narsen Insernational Office for Refugees (1931-1938), The Office af the
High Conpditaner for Refugeas Coming From Germany (1933-1938),
The Office of The High Commisioner of The League of Navions for Re-
fugeer (1939-1946), dan futergovernmental Committee for Refugees
(1938-1947).

Catatan sefarah membuktikan, benua Eropa 1eah beberapa kali
mienyaksikan arus besar migrasi kaum terundas, korban perang, dan
masyarakal marginal lain yang memilih hidup di anah Eropa, Beriku
ini adalah catatan sejarah migrasi besar-besaran pengungsi ke Benua
Eropa:

L Pengungsi Yahudi vang melarikan diri ke berbagai neggrara Eropa

pada Perang Dunia Il
Sejarah pertama yang tercatar di abad modern tentang peneri-

muaan masyarakar Eropa rerhadap gelombang pengungsi terjadi di

muasa Perang Dunia 1L Kala i, kerika Nazi menguasai Jerman dan

mulai melebarkan pengaruh dan kekuasaannya ke negara Eropa la-
innya, juraan orasg Yahudi hans menjadi pengungsi dan melaku-

kan migrasi besar-besiran, menjauh dari kejaran Nazi. Bahkan di-

kutip dari CNN, dat dari fewish Virtmal Library menunjukhan

fakta memilukan, sekitar 6 juta ernis Yahudi di seluruh Eropa tewas

di mngan pasukan Nazi.

Scjak pemerintahan Nazi berkuasa dari rahun 1933 hingga Jer-

man Naxi mengalami kekalahan dan kejaruhan pada rahun 1945,

adda lehih dari 340. () orang Yahudi yang melarikan diri dari Jer-

mian dan Austria. Namun, sejarh mencitar babwa 1000000 di an-

" G| Jamger, “Oin e Higlory of o Imermatioral Brolecion of Relugoes™, FECH Vol £ Mo 243 {Sapesber
2007, mim. T2T-T 5L
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tara para pengungsi Yahudi tersebur mengungsi ke beberapa nega-
ra, yang ternyata di kemudian hart ditaklukkan pula oleh pemerin-
tahan Mazi Jerman saat itw, Akhirnya, schagian besar mercka dide-
porasi dan mengalami pembanraian.

Serelah Jerman mengambil alih Ausiria pada Marer 1938 dan
kbvususnya secelah Pogrom Kristellmache yang rerjadi pada 9-10 No-
vember 1938, negara-negara yang berada di Eropa Barar dan Ame-
rika keduwtangan gelombang pengungsi yang sangar besar. Alhasil,
sekitar 85.000 pengungsi Yahudi {terdini atas 120,000 imigran Ya-
hudi) vang relah tercatar tiba di AS dalam kurung wakia Maree
1938 hingga September 1939, Namun, jumlah yang vercatat ini ja-
oh dari jumlah pencan suaka yang sebenamya. Pada akhir mhun
1938, 125.000 pemohon mengantri di luar konsulac AS berharap
memperoleh 27.000 visa berdasarkan kuom imigrasi yang tersedia,
Hingga Juni 1939, jumlih pemohon melonjak hingga 300.000 le-
bih." Namun, sebagian besar pemohon tersebut ternyara ridak ber-
hasil memperoleh visa,

Gelombang kedatangan pengungst Yahudi ke AS terus berlan-
jut, tetapi pemerintah AS semakin ketar menerima mereka dan se-
makin banyak menolak permohonan suaka yang diajukan obeh pa-
ra pengungsi tersebut. Pada beberapa kasus yvang rerjadi, pemerin-
tah AS menolak transporrasi kapal-kapal yang menganghur peng-
ungst Yahodi unnik berlabuh ke wilayah negara AS. Alhasil, kapal-
kapal tersebur akhirnya kembali ke Eropa dan mencan alternarif di
negara lain. Sebagian di antara mereka akhirnya diverima di Ing-
gris, Belanda, Prancis, dan Belgia ™ Pemerintah Swiss juga menga-
rur sangat ket kedatangan pengungsi. Pada peristiwa ersebur,
Swiss menerima sckiar 30,000 oning Yahudi, serengah dard jumlah
permohonan suaka vang diajukan. Sejak negara lsrael didirikan di

F*linied Stalen Holocarsl amomai Messum, Pengungs”, Ensfibpadin Wodocsest, dimust Satam BHge fenoyco
pedi ushmm o et diarhcee fgees
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wilayah Palestina pada Mei 1948, pdombang kedatangan orang-
orang Yahudi begitu besar ke negara tersebut, Sekitar 140.000 koe-
ban yang selamat dari tragedi Solacrns memasuki lsrael selama be-
berapa tazhun beriburnya,

b. Perang Viemam, etnis keturunan Indocina menjadi pengungsi

di Benua Eropa

Pasea Perang Dunia ke 2 berakhir, catatan masuknya imigran
besar-besaran yang rerjadi di benua Eropa muncul ketika Perang
Vietnam pada 1955-1975. Perang Vietnam adalah konflik antara
komunis Vietnam Utara dan Pemerintah Viernam Selatan. Vier-
marm Sclatan merupakan negara benmikan Perancis yang pada saar
itu berambisi mendirikan negara-negara boncka di kawasan Indo-
cna pada akhir Perang Dunia ke I1. Lahimya Viemam Selatan ini
kemudian mengakibatkan Viernam rerpecah. Hal ini memanrik
kemarahan dari Ho Chi Minh, seorang revolusioner yang dihor-
mati di Viemam, karena sejatinya dia sedang berjuang uniuk ke-
merdekaan dan menyamkan negara Viernam. Kemudian rerjadilah
perang Indocina | pada tahun 1946-1954, yaitu antra Viemam
Uwira yang didukung oleh Tiongkok dan Vietnam Selaran didu-
kung oleh Perancis.

Pecahnya negara Vietnam menjadi dua, yain Viemam Unra
yang dipimpin oleh Ho Chi Minh telah memperoleh pengakian
dari Rusia dan Tiongkok pada 31 Januari 1950, Setelah i, Viet-
nam Selatan yang dipimpin oleh Bao Dal juga telah memperoleh
pengakuan dari Amerika Serikar dan Inggris pada 7 Februari 1950,
walaupun di engah masyarakar mayoritas vidak mengakui kebera-
daan Vietman Selaran ini, Konflik saudara di negeri Vietnam ini
terus memanas dan melibarkan kedua blok negara sekutu masing-
masing. Konflik ini akhirnya menyebabkan arus pengungsi dar Vi-
etnam yang cukup besar ke berbagal negara di Eropa.
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Catatan yang ditulis oleh Robinson, W. Courtland dalam Term:
of Refuger vang diterbitkan Lembaga PBB urusan Pengungsi Dunia
(UNHCR), terdapat 46.348 warga Vietnam dalam wakm yang -
dak lama pergi mengungsi di Perancis, sementara schanyak 28 916
warga Viernam lainnva melarikan din sehagai pengungsi ke wila-
yah Jerman. Di wilayah negara Inpggris, Inggris menampung sekivar
24.267 imigran dart Viemnam, Beanda velah memberikan kesem-
patan suaka untuk 11,546 imigran, Selain i, negar-negara seper-
i Norwegla. Swedia, Denmark, Swiss, dan Belgia menampung se-
kitar 5.000-10.000 pengungsi akibar dampak diri Perang Vietnam

tersebut,

c. Perang Yugoslavia: konflik di tanah Eropa Timur memaksa ra-
msan ribu pengungsi Muslim Bosnia-Herzegoving melarikan
diri ke Eropa Barar
Sekitar dua dekade lalu, melessnya Perang Yugoslavia pada

1991 telah membuar rarusan ribue warga emis Muslim Bosnia-Her-
zepovina melarikan dirl dari amukan perang. Sedikiinya ada 1.1 ju-
ta penduduk Bosnia yang harus kehilingan tempar tinggal dan ke-
hidupan yang layak di negaranya. Kala ing, CNN melansic ada 345
rbu pengungsi vang diterima oleh Jerman, Austria tkut menam-
pung 80 ribu pengungsi, dan negara Eropa barat lainnya, seperd
Swedia, Inggrs, Swiss, Belanda, Prancis, dan Denmark, tkut me-
nampung hampir 60 ribu pengungsi. Perang inilab yang kemudian
mencetuskan pendirian negara baru pecahan Yugoslavia yang ber-
nama Makedonia, Slovenia, Kroasia, Bosnia Herzegovina, lalu ke-
mudian menyusul pembentukan negara Serbia, Montenegro, dan
hasovo,
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d. Konflik Suriah memicu arus pengungsi ke negara-negara Eropa

Korisls pengungsi dan migrasi merupakan salih sate tanangan
utama bagi Eropa dan dunia serddah Perang Dunia ke-2. Menunur
laporan IOM yang diverbitkan pada mhun 2015, erdapar sekitar
19,5 jum pengungsi di suruh dunia pada akhir mhun 2014. Scba-
gian besar dari mereka, yainu sekimr 14.4 juta, berada di bawah
mandar UNHCR. Jumlah itu bermmbah selivar 2,9 jura lebih ba-
myak dibandingkan mhun 2013 Perasturan Dublin yvang memuar
aturan tentang anggung jawab negara-negara Uni Eropa untuk
member akses kepada para pencard suaka vang mulai disdopsi pada
1997 ternyata menjadi salah s Gkwr kedatangan yang besar dari
pencari suaka ke negars-negara Eropa. Kemudian, pada tahun
2011, "Arab Spring” menjadi awal dari scjumlah besar perjalanan
dak reratur yang melintasi Mediterania dari Tunisia dan Libya
menuju lealia dan Malea, vang kemudian meningkar signifikan ke-
rika konflik polirik di Surlah dimulal,

Perang di Suriah mengakibarkan 4 jura orang harus menpgungsi.
Hara-rata jumlah pengungsi di negara-negara Uni Eropa, yaitu se-
kitar 300.000 orang setiap mhun sejak mhun 1994-2002, Hal iw
kemudian berubah sejak kedatangan pencari suaka Surfah yang
mencapal 663,000 orang di mhun 2014 dan hampir 1.005.500
orang padi 21 Desember 2015 Schanyak 970,000 pengungsi
sampai ke Eropa menyeberang ke wilayah Mediterania. Sebagian
besar dari mereka masuk ke Yunani dan ltalls, sementara negara
seperti Spanyol, Siprus, dan Mala ddak reelalu werpengarub de-
ngan kedatangan mereka. Selain itu, sekivar 3,000 pencari suaka ti-
ba di Bulgaria lewar wilayah Tuorki melalui jalur darar.

Konflik di Suriah amara pemerintab Bashar al-Assad dan peme.
rintah randingannya, yang dimulal pada musim semi mhun 2011,

i usHCE. 2015 “Bubrogona opemtions profie - Sothem, Wesiem, Coviesl and Sosthem Eveops’, il S
wnhor oy papo i Sed S T Wl
= |, 2015, Warkd! Mipratios Fopod X075 Lt joga 1I0M, 2175, Evnpsbedinmanian Migmiion Ragponse
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bersamaan dengan munculnya negara Islam yang melakukan deno-
minasi di wilayah Suriah dan lrak, menjadi penyebab urama mig-
rasi besar-besaran dari negara tersebut, melalui kawasan Arab dan
menuju Eropa. Pada akhir 2004, diperkirakan 7.6 jura orang
mengungsi secarn internal dan 3,7 juta warga Suriah telah mening-
galkan negara itu sejak konflik dimulsi. Selama 2014, lebih dari sa-
ru jura warga Suriah verdafr sebagal pengungsi di negara tetang-
ga.” Konflik Suriah telah memberikan wekanan besar pada negara
etangganya, sepertl Yordania, Lebanon, dan Turki Pada akhir
20114, Lebanon, dengan jumlah penduduk sekitar 4.8 jura, harus
menampung bebib dar samu juta pengungsi Surah. Tidak jauh beda
dengan situasi yang terjadi di Turki yang telah menampung lebih
dari saru setengah jur pengungsi yvang rerdaftar dan di Yordania
dengan lebih dari lima ratus fbu pengungsi vang telah rerdafear,
Lebih dari 80% pengungsi dari Suriah yang telah rerdabar di nega-
ra-npegara teranggs menetap dan rnggal di komunias masyaraka
setempat dan berbagai kora, bukan di kamp pengungsi. Kedatang-
an pengungst di daerah perkoraan yang rerlerak werutama di bagian
utara Yordania dan di Lebanon sepanjang perbatasan Suruah telah
mengubah demografi dengan menciprakan masalah layanan dasar,

seperti air, sanitasl, perawamn keschatan, perumihan, dan lain-

lain. ™

¢, Arus Pengungsi Afghanisman ke beberapa negara Eropa

Posisi geogratis Alghanistan sangat menentukan profil demo-
grafis negara dan sejarahnya. Ini adalah penggabungan dari empar
budaya “lslam. Hindu, Krsten Omodoks, dan Konfusianisme,
yang masing-masing berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan. dan

B o, W and Shaden K. Syran Refipeesis Ege - Challenges of & Pofiosy Changng Emdansyen | [Can:
dmencan University in Cabn, School of Giokal ABan and Publc Policy, 2004} Lital pga Syun, 0, The Stuafion
of Spnimn Refipees i Pe Nephbonng Coomiaes Froknge Conckisnes and Recotrmsndado {Ankars: Tenler ko
Wit Emiem Smlegs Sudes [ORSAM] 2004}

HUNDP, 204, & Fesieop-Eae Devalopmen! Repones i the Syma Cnsi: Asmaen (Lisded Nabars Popolabion
Civisan, Regions Burda lor Arsd Sisiss)
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Asia Tengah™ " Mayoritas penduduk terbagi menuno emis, ras,
dan bahasa, Menurit dara dari Bank Dunia (IMF), jumlah popu-
Lasi Afghanistan pada rahun 2019 mencapai 38.041.754 jiwa. de-
ngan jumlah populasi kaki-laki sehanyak 19.529.725 jiwa dan jum-
lah populasi perempuan sehanyak 18,512,029 jiwa. **
Gelombang migrasi orang-orang Afghanistan pertama adalah
akibat kudera pada mhun 1978 oleh Paral Demokraik Marxis Al-
ghanistan. Kerusuhan yang berlangsung lima menyebabkan ge-
lombang pengungsi yang sangat besar. Terinspirasi oleh Und Sovi-
et, berbagai upaya kemudian dilakukan untuk mereformasi dan
memodernisast Afghanistan. Upaya tersebut ternyata dibarengs de-
ngan reformasi mnah yang masif, pelanggaran hak asasi manusia
dan pembunuhan, dan penargeran para pemimpin politik dan ags-
mia, terutama mereka yang minoricas di wilayah bagion Hazara
Periode migrasi kedua yvairu terjadi selama perang saudara sete-
lah penarikan pasukan Sovier, pada Februarl 1989, Paral Komunis
tetap berkuasa hingga 1992, ketika pemberontak merebur Ibu Ko-
ta Kabul. Perang saudara tersebun adalah salah sam yang paling ke-
pam dalam sefarah negara i, Konflik awalnyva berpusar di ibu kota,
eetapi meluas ke provinsi-provinsi lain, rempar beberapa kelompok
telah memaksakan kepemimpinan mercka Dari perang saudara
inilah, Taliban muncul dengan “visi™ menyarukan negara dan me-
mitlthkan keamanan. Talibin—yang memenntah negara i dari
tahun 199 hingga 2001 dan berasal dari suku asli Pashiun di Af-
ghanistan barar—muncul dari sekolah-sekolah agama regional di
Afghanisan dan Pakistan. Mercka mengupayakan pembenmkan
Imarah lslam Afghanistan, yang secara resmi didirikan pada rahun
1996 dan dengan bangkitmnya kekuasaan mercka dan akhirnya di-

B Goodwan, L, 2001, Afphanefas s Endiesy War, Slal Fafum. Aegoral Poides. and e e of e Talban
iGealtie: Uniersdy ol Washinglon Press), b= A

Eiporid Bank, boekd Bank sinf asfrafes eng M Woeld Sed’y lois' nopulaios and agees dibduiong of e
Lo et Popodstisr Divmon's Wosd Populayon Frmpachy 2070 S
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bubarkan dengan kejatuhan mercka pada tahun 2001. Periode Ta-
liban diserai dengan migrasi internal dan eksodus bara Hazara Af-
ghanistan yang sehagian besar bergerak ke Iran karena penganiaya-
an sisiematis yang mercka hadapi. Diperkirakan, pada saar inu, se-
kitar 1 juma orang meninggalkan negara it ™

Pada 11 Seprember 2001, intervensi pasukan Sekum di Afgha-
nistan dan lahiraya Peranjlan Bonn mhun 2001 membuka babak
baru dalam sejarah negara tersebur. Namun, perpecahan dan ingar-
an rentang Perang Saudara mash segar, rerutama verkait hubungan
antara Taliban dengan suku Pashoun. Pada tahun 2001, dengan ja-
tihnya rezim Taliban, sekiar 200000 orang suku Pashiun diperki-
rakan relah dipaksa keluar dan Atghanistan Urara dan Barag™" Se-
cara keseluruhan, dua periode migrasi uama Afghaniszan menye-
babkan hampir sepenigs penduduknya mencan perlindungan ke
Pakistan, Iran, dan negara-negara lain, ™

Menyusul penandamnganan Perjanjian Bonn pada ahun 2001,
baik Iran dan Makistan—unegara tujuan utama pengungsi saar iu—
mengubah secara signifikan kebijakan penerimaan dan tempar
tinggal pengungsi Afghanisean, schingga memaksa orang Alghanis-
ran untuk mencari rute dan negara wjuan baru, yai Eropa dan
Auseralia.”’

Dialam laporan Insiinute for Peace and Econemics yang diterbir-
kan pada Juni 2019, mengatakan bahwa Afghanistan adalah negara
“paling ridak damai” di dunia, menggantikan Suriah. Namun, de-
ngan situasi berbahaya di internal Afghanistan ini. masyarakar in-
rernasional terus menunjukkan ketidakpedulian yang ridak berpe-
rikemanusiaan rerhadap pengungsi dan pencari suaka Alghanisan,
Banyak di antara mereka yang dipulangkan secara palsa dalam

# Anpekl Dimitiade. Migrabon fom Aighanieion o Third Coundms and Geeece (hiham: Halene Foencabor ko
European ard Fooign Paicy [ELIMKER) 201 %), e 7
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2.

jumlah besar dari Eropa, lran, dan Pakistan, juga harus mengalami
kondisi yang kefam di kamp-kamp penahanan lepas panmi di Ma-
nus Island (Australia), dan Naumn,

Dalam beberapa mhun rerakhir. Norwegia, Belanda, Swedia,
Inggris, Jerman. Austria, Finlandia, dan Turki telah secara paksa
mengembalikan puluban ribu warga Afghanistan yang klaim sua-
kanya relah ditolak, Pengembaliannya jelis merupakan pelanggar-
an prinsip wos-refowlement: hak unok ridak dikirim kembali ke ne-
gara tempat seseorang mungkin beristko mengalami wekanan, pe-
nyiksaan, dan pelanggaran hak asasi manusia vang serius. Menurur
stathstik resmi Uni Eropa, antara 2015 dan 2016, jumlah warga Af-
ghanistan yvang dikembalikan oleh negara-negara Eropa ke Afgha-
nistan hampir dga kali lipar: dari 3.290 menjadi 9.460.%

Sejarah Pengungsi di Indonesia

Sejak tahun 1975, Indonesta telah mengambil bagian dalam mena-

ngani kasus pengungsi Ini membukiikan Indonesia juga turur serta

dalam menangani masalah internasional. Berikur adalah beberapa ka-

sus dan prakeik penanganan pengungsi di Indonesia:

. Penanganan Pengungsi Asal Viemnam

Pasca jamuhnya Vietnam pada Viemam Uwmra pada 30 April
1975, banyak warga Vietnam vang melarikan din ke luar Vietnam,
khusisnya ke negara-negara di Asia Tenggara, termasuk Indonesia,
Mereka mengungsi menggunakan perabu ke Pulau Galang di ke-
pubiuan Riau. Pada mhun 1979, jumlah pengungsi Viemam yang
masuk ke wilayah Indonesia berjumlah sekitar 40.000 yang schagi-
an besarmya menempari Pulau Galang rersebur. Akibar dan peneri-
miaan pengungs ini, sudah past, kebumban dana yang dibutubkan
cangat besar. Savangnya, wakm i, Indonesia belum merarifikasi
Konvensi 1951 rentang Pengungsi, schingga keseluruhan dana un-

£ Ammmsty trlamatonal, “Akghanitan & nifugem: Yoy peans of dispossession”, W Swew ammesy orgendale
skt 0B o ghevat-refug vl e
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ruk pengungsi tidak dapar diklaimkan ke PBB. Alasan Indonesia
memangani pengungsi i adalah alasan kemanustaan di samping
adanya perjanjian antara Indonesia dan UNHCR tentang Pendiri-
an Kanvor Perwakilan UNHCR di wilayah negara Indonesia. Sela-
in it juga terdapar Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Ta-
hun 1979 rentang Koordinasi Penyelesaian Pengungsi Viemam di
Indonesia yang diandatangani pada 11 Seprember 19797

b. Penanganan Pengungsi Asal 5ri Lanka

Pada Okrober 2009, Indonesia menangani 78 imigran asal Sri
Lanka Mereka akan menuju Ausiralia, verapi dalam perjalanan di-
rangkap oleh Angkaran Laur Australia di perairan perbatasan Indo-
nesia-Australia. Mercka pun kemudian dibawa ke Indonesia mela-
lui perairan Bintan dengan diawasi oleh KRI Kelabang milik TN
Anglaran Laur. 1OM kemudian menawarkan bantuan dengan
mengajak perwakilan para imigran melibar romah unuk menam-
pung mereka. Akan retapt, para imigran melakukan mogok makan
dan menokak keluar kapal. Mercka lebih memilih mengungsi kare-
na mengalami tekanan di negara asal. Mereka meminta bantuan
agar dapat keluar dari Indonesia schingga dapat melanjutkan perja-
lanan ke Australia menuju Pulau Christmas. Australia mengingin-
kan permohonan pengungsi asal Sri Lanka tersebut dapat diproses
di Indonesia, terapi Indonesia keberatan jika para imigran terschue
diturunkan dar kapal-kapal rersebut secara paksa karena mereka
ingin diturunkan di wilayah Australia bantvan Internasional da-
lam menangani pengungsi tersebur. ©

¢, Penanganan Pengungsi Emnis Rohingya

Pada Mei 2015, sckitar 800 pengungsi Rohingya datang ke wi-
layah Aceh. Mereka keluar dari Myanmar karena pemeriniah dan
militer Myanmar menerapkan polirik diskriminaif rerhadap suku

o ek deted it ‘Wenm Kooy Keve Padndungan Hukum bagi Ponguegsi di indonesin memarst Korvarm
FE8 154 dan Pmiokol 1967, Lex Coaman, Vol W, 8o, § (Oxtobes 30T Am 17815
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minoritas di Myanmar, Emis Rohingya (kaum minoris Muslim
yang berasal dari kawasan Arakan, di sebelih barat negara Myan-
mar, negara baglan Rakhine), Indonesta menjadi negara rujuan
mereka karena Indonesia adalah negara Muslim yang besar di Asia
Tenggara dan secara geografis masih di wilayah Asia Tenggara Me-
reki berharap Indonesia dapar menjadi tempar berlindung yang
aman bags Emis Rohingya. ™

E. Eﬂ.[lh-llﬂhh dalam Hukum Pengungsi Internasional

Dalam lingkup Hukum pengungsi internasional mengandung bebera-
pa istilab yang werkadang sulit dibedakan sat dengan lainnya, Adapun
istilah yang digunakan adalah sebagai berilour:*

1. Migran Ekonomi (Econemic Migrant)

Pengertian terscbut menjelaskan bahwa econemic migrant merupa-
kan orang-orang vang karena suam keadaan ckonomi menghendaki
dirinya mencarl suatu pekerjain di rempat yang bukan menjadi kedi-
amannyi, dalam hal ini vaio negara lain.™ Dalam hal ini, dapar diarti-
kan orang-orang yang berpindah vempar dan satu negara ke negara k-
innya karena didorong fakior ekonomi dan bertujuan mencani kehi-
dupan dan memperoleh kualizas perekonomian yang baik.

2. Pengungsi “Sur Place”

Definist pengungsi “arr plice ™ yaitu “a person wiw was nat @ refugee
when he left ber country, but who becams a refugee at a later date A per-
sors becamics a refugee sur plice due to cireumitanices arising in her connery
af arigin during her absence”. Definisi di aras menerangkan bahwa
pengungsi sor place bermakna seseorang yang pada mulanya ddak di-
kategorikan pengungsi kevika ja masih menetap di negam asalnya, re-

i
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tapi kemudian berubah ketika rerjadi kegentingan yang menghendaki
sescorng tersebur sechagai pengungsi,

3. Pengungsi Statura (Starutory Refugees)
Pengungsi statuma meripakan orang-orang yang berdasarkan ke-

enruan internasional elah memenubi karegori schapgai golongan
pengungsi. Istilah sebagaimana di ams digunakan unnk membedakan
antara pengungsi sehelum berlakunya Konvensi 1951 dan pengungsi
menurut Ronvensi 1951,"

4. Pengungsi Perang (Wiar Refugees)

Pengungsi perang atau yang disebur sehagai war refugees merupa-
lean orang yang harus mengungsi karena werjadinya suatu peperangan,
Drikatakan pula bahwa pengungsi jenis ini sebagai orang yang karena
sy keadann menghendaki dirinya unmk meninggalkan tempar asal-
nya, baik lm akibat konflik bersenjata yang melibatkan negara lain
atau negara it sendiri. Pengungsi perang tidak sama dengan pengung-
sl biasa, sebagaimana rerdapar di Konvenst tahun 1951 dan Prowokol
tahun 1967, Pengaturannya pun dizmr dalam berbagai instrumen in-
rernasional, seperti Konvensi Geneva 1949 karena ringkar urgensinya,

5. Pengungsi Mandat (Mandare Refugee)
Pengertian pengungsi mandat atau Mandate refugess merupakan

golongan orang-orang yang ditetapkan schagai pengungsi oleh organi-
sasi internasional, yaknl UNHUR, vaiw dengan berlandaskan pada
fungsi dan wewenangnya schagaimana dituangkan dalam Stanura
UNHCR. Mengenai hal rerschur, yang dapar dikaregorikan sebagai
pengungsi jends ind ialah: a) sescorang vang diretapkan sebagal peng-
ungsi scbelum Konvensi 1951 dan Protokol 1967 diberlakukan pada
22 April 1954 dan 4 Okrober 1967, b) seseorang vang berkediaman

% Pty bagmn . panulis kbp ngseng dan "parsom mhao meat e defimsons of niemsional indreant con:
vy refugeas prior Jo fhe 185T Comenbi e sy ol o m “efakiony refupess”
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di luar negara pihak diakui sebagai pengungsi oleh UNHCR serelah
berlakunya Konvensi tahun 1951 dan Protwokol mhun 1967,

Pengertian pengungsi mandat juga dapar berartl sescorang atau per-
son yang berdasarkan Srarura UNHCR dikaregorikan sehagai peng-
ungsi unmk selanjutnys memperoleh pedindungan dari PBB, baik
terhadap pengungsi yang berada dalam kawasan negara dan luar nega-
ra peserta Konvensi 1931 dan Protokol 1967. Pengertian lainnya yaim
merupakan orang atu golongan yang membutuhkan! perlindungan
melalui suaka kepada pihak lain werkale stamus dan identitas baru kepa-
da mereka agar tidak dilakukan suatu penahanan, pengusiran, dan pe-
mulangan secara paksa ke negara asalnya rersebut.

6. Pengungsi Konvensi (Starure Refugee)

Istilah Starure Refugee didefinisikan sebagal sescorang vang diakui
sehagai golongan pengungsi dari negara lain menurut Konvensi 1951
dan Prowkol 1967 dengan berlandaskan pada suans ketentuan mau-
pun aturan schagaimana di ams, Terhadap pengungsi jenis ini juga di-
berlakukan bagi orang-orang sebelum berlakunya Konvensi 1951.

7. Pengungsi Internal dalam Negeri (Imternally Displaced Persons!
IDPs)

Penggunaan istilth amu pengertian pengungsi dalam negeri welah
nda sejik wihun 1972 oleh PBB dan UNHCE. Hal tersebut terjadi ka-
rena adanya konflik bersenjats yang terjadi di Sudan vang mengaki-
batkan terjadinya perpindahan penduduk oleh warga negara Sudan ke
wilayah maupun tempar yang lebih aman dalam saru wilayah kedau-
baran negara yang sama. Istilah ini kemudian rerus digunakan sampai
rahun 1974, Pada vahun 1975, verjadi perubahan pdngrrt'én sehingga
yang masuk dalam karegori pengungsi jenis ini adalah orang-orang
yang karena peperangan mentnggalkan kampung halamannya ke tem-
pat lain yang berada di luar daerah perbatsan negaranya. Hal rersebur
dapar dijelaskan bahwa displiaced persons merujuk pada pengungsi da-
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lam wilayah yang sama, sedangkan futernally Displaced Persorm mene-
rangkan keglatn pengungsi di batas wilayah negara.

Pada berbagai atmu beberapa resolusi Majelis Umum di tahun
]"J‘F"bii!ilﬂl displaced persons diistilahlkean sebagai bantan dalam ben-
ruk perlindungan kepada golongan orang-orang erlantar di wilsyah
luar negara walnya oleh UNHCR dan bukan digolongkan schapai
pengungsi. Sementara lou, Craetleding Principles on Insevmal Des-

cement, angka 2: mengenai pengantar, mendefinisikan mengenai

rternally Displaced Pervons (1DPs) vaiou sebagal berikur:

" .. inpernally displaced persons are persors or groups of perions whe
have been forced or oblied ta flee or to leave their homes or places
of habitual reddence, in particalaras a resuls of or in ovder ro aveid
the effects af armed conflice, sitmations of geweralized violence, vie-
lations of buman righe or nasural or bumen made diasen, and
wha have nat crosed an internationally recogrized state border.”

Pengertian di ams menerangkan bahwa DI adalah suaru keadaan
terpaksa yang mengharuskan seseorang meninggalkan tem par ringgal-
nya karena suat keadaan vang mengancam dirinya, batk karena pepe-
rangan, timdak kekerasan, pelanggaran HAM, narnwral disaster di nega-
ra asalnya, dan diakui secarn internasional. Definisd lainnya, 1D ada-
lah arang vang karena suami bentuk bencana yang terjadi yang dise-
bablkan baik dari bencana alam maupun vang dibuar manusia yang
menychablan keberadaunnya remsingkidan. Oleh karenanya, dunia
internasional melalui P'BB memberikan kepercayaan kepada UNHCR
untik memobilisast dan mengkoordinir segala bentuk ranggung ja-
wab schagaimana di atas. Selanjurnva, keberadaan penpungsl interna-
slonal dan pengungsi inwernal sering mengakibatkan gejolak selama
proses pengungsizn berlangsung. Dengan demikian, langkah melaku-
kan keglatan secara tunggal menjadi jalan cerbaik, rerurama kerika di-
lakukan pemulangan 1DP ke lokasi yang sama dengan pengungsi in-
rernasional,

[N
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8. Orang-Orang Tanpa Kewarganegaraan (Staseless Perions)
Selain pengungst, banyak pula ditemul orang yang berempar atau

bermukim di suaru negara, yaitu dengan starus tidak memiliki kewar-
ganegarazn manapun. Keadaan demikian diperoleh sejak ia dilahirkan
atau adanys sustu perubahan yang mengakibarkan hilangnya kewar-
ganegarain ersebur. Unruk itw, sebagai salab samu bentuk pencegahan
yang dilakukan oleh dunia internasional adalah dengan mengeluarkan
The Capvendlon on the Reducrion af Stavelesme (1961). Selain i, Re-
solusi Majelis Umum Nomaor 557153 mengenal “Nattonally of narural
persans in relation to the succesion of mares” juga menjadi salah satu ke-
bijakan untuk mencegah adanya suaru keadaan yang mengakibatkan
hilingnya kewarganegaraan seseorang akibat peristiwa suksesi negara.

Staveless persons juga dapay diartikan sehagai seseorang dengan sea-
rus tanpa kewarganegaraan akibar adanya kecemasan yang timbul ka-
rena ras, agama, rumpun, bangsa, dan opini politik, sechingga memu-
ruskan unruk tidak menggunakan haknya unmk memperoleh perlin-
dungan dari pemerinab wmpar kewarganegaraannya berada. Segala
miacam jenls pengungsi sehagaimana di aras dibarapkan mampu mem-
berikan gambaran kepada masyarakae awam rerkair pengungsi dan -
tilah yang digunakan rersebur.

Pasal 1 Resolusi Majelis Umum MNomor 55/153 menjelaskan bah-
wa saat terjadi suksesi negara, dap warga negara yang berasal dari nega-
ra lima berhak atis kewaranegaraan darl salah satu negara yang ber-
sangkutan, Arinya tethadap wanga negan tersebur diberikan kebebas-
an akan menggunakan kewarganegaraan lama atau kewarganegaraan
pengganti (suecetor state) yang diperoleh setelah peristiwa wersebur ter-
padi. Hal ini yang kemudian diharapkan mampu uniuk menghalangi
hilangnya status kewarganegaraan seseorang,

Menurut ketentuan yang tenera dalam Deklarasi Perserikaran
Bangsa-Bangsa tahun 1967 wentang Aspluws Derirorial, perlindungan
bagi pengungsi jenis inl dimaksudkan dan bertujuan unuk mengem-
bangkan instrumen-instrumen dalam lingkup hukum internasional
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dan juga memastikan babwa mereka diperlakukan sesuai dengan ke-
tentuan yang terdapar dalam instrumen, khususnya berkaian lang-
sung dengan hak untuk pminan sosial, bekerja, dan akses werhadap
dolumen perjalanan. Deklarasi versehur juga merujuk langsung kepa-
da ketentoan yang tercantum dalam Arsicle 13 {2) Declavaston of Hu-
man Right vang menyatakan bahwa "Everyone has be right to leave amy
comitry, including his o, and to return to bis cowntry ", Deklarasi terse-
but hanya terdiri atas empar pasal yang pada pembukaannya, deklarasi
rersebut juga merujuk secara langsung pada Areicle 14 Declaration af
Human Right vang menyarakan bahwa;
a, Everyone ha the right to seck and to enjoy in other couniries asylwm
[from pevsecution
b, This right may net be revoked in the case of persecutions genninely
[frome won-political criver oy from acti comtrary to the perposes and
principles of the United Natfons.

Pengertian aras pengungsi juga dijabarkan dalam beberapa instru-
men-tnstrumen bersifar regional yang secara khusus mengarur rentang
golongan-golongan pengungsi, seperti organisasi regional OAL (O
ganization of African Umigy} Convention. Definisi pengungsi menurur
organisash ini yaitu OAL masih tetap berpegang pada definisi yage di-
jabarkan pada Konvensi tshun 1951, Hal ini juga dijabarkan
Arsicle | Paragraph (2] QAL Convention schagai pengertian tambahan
yang disesuaikan dengan kamkweristk vang ada di benua Afrika, yairu
seseorang yang terpakes meninggalkan negara-negara mercka karena:

“owidng fo extermal ageresion, sccupation, fereign domination er
events seriously disturling public arder in either pare oni the whele
af bit country of origin or nationality. "

Penjelasan mengenai pasal verschur adalah swescorang yang pergl

meninggalkan negara atu rempar asal mereka karena adanya bencana
perang saudara. kckerasan, dan juga karena terjadinya perang mercha
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berhak memperoleh status sebagal golongan pengungsi di wilayah ne-
gari-negani peserta dalam Konvensi 1951 dengan tidak memperhari-
kan adanya suaru unsur, yaln mengenai rasa takot yang sangat akan
persekousi sebagaimana diarur dalam Article 1 A 1951 Convention:"

For the purposes of the present Convention, the term “refugee” shall

dpply to any person ubo:

1) Has been considered a refugee under the Arrangements of 12
May 1926 and 30 June 1928 or under the Conventions of 28
Cctober 1933 and 10 February 1938, the Protocal of 14 Sep-
tember 1939 or the Constitution of the International Refugee
Chrgarnir iony
Decitions of non-eligibility waken by the International Refugee
Ohvganization during the period of its activities thall not prevent
the status of refugee being avcorded to persons wheo fulfil the con-
dlitians of paragrapl 2 of this wection;

2) As a revult af events vocvrring before I fanuary 1951 and owing
to weell-founded fear of being persecused for reasons of race, reli-
gron, natienality, membership of a pareicular social group or po-
lizical apinion, s puixide the country of bis nativnality and i
wnable or, pwing to such fear, i wmwilling to avail himself of
the pratection of that conntry; or whe, net baving a nationality
awd being outside the conntry of bs former babimual residence
as a result of such events, is unable ov, srwing to such fear, is wn-
weilling to revwn ra it I the case of a person wlva bas mare than
ane wationality, e term “the coumry of bis navionality” shall
miedn eich of the countries of which be 1 4 national, and a per-
som sl not be deemed to be lacking the protection of the coun-
try of bis mattonality {f, wichout any valid reason based on well-

Sfornded fear, e has not availed himself of the protection af one
af the countrie of which he is a national

B Astyrad Romsan, Seaganiar M Pangungs infisasional Hulom innmascnal fan Prmsp-Sonsip Padin
deaygat remaironel SHCHA irdoress Banduryg See Dl 3000, Bm. 45
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In_':|:r|.1.m|:nn regional lainnya seperti Deklarasi Kartagena

ying dibuat negara-negara di kawasan Amerika Latin. Definisl peng-
un yang relah digunakan di kawasan rersebur, dalam aturannya, wa-
jib memasukkan orang-orang yang pergi meninggalkan negara-nepara
mereka karena suam alasan B mendesak, seperti alasan fiwanya ter-
ancam, keamanan terancam, serta kebebasan karena adanya rindakan
kekerasan, agresi darl para pihak asing, konflik internal vang terjadi,
tindakan pelanggaran HAM yang berat, arau karena adanya hal-hal la-
tmn vang rerjadi saat suatu ketertiban umum rerganggu. Secara lengkap,
penjelman tersebut dimangkan dalam pavagraph (3) sebagai berikur:

Lo reitevare that, in view of the experience gained from the masive
flows of refugees in the Comtral American area, it s necesary to
conitder enlarping the conxept of the refupee, bearing in mind, a
far a appropriate and in the Bghe of the tituarion prevaliling in
the region, the precedent of the QAL Conventian (article !, para-
graph 2) and the doctrine enployed in the reports of the Inter-Ane-
rican Commisien on Hunman Rights Hence the definition or con-
cept of a refugee to & recommended for wse in the region is one
ebiich, in addition to containing the elements of the 1951 Conven-
tien and the 1967 Protocel, inclides among refugeer perions who
have fled their country becarse their lives. safety or freedom have
been threatened by generalized wolence, foreign aggression, internal
conflicts, massive violation of hurnan rights er sther circumstances
wihich have serionsly disturbed pablic order,

F. Prinsip-prinsip Dasar Pengungsi Internasional dan Nasional
Prinsip-prinsip vang terdapar dalam hukum internasional yain suaru
amuran dan ketenman-ketentman yang dalam hukum internasional hal

rersebur wajib dan harus dipamhi oleh masvarakar-masyarakar inernasi-
onil dalam berhubungan stau meakukin kerja sama anmamegan. Ada-
pun kerentuan peraturan wersebur relah werangkum dan rercantum dalam
enam prinsip pokok vang terdiri atas:
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. The Principle of Non-Intervention in The Internal Affair of Other

States (hentuk larangan Intervenst dalam masalah-masalab intermnal

negara lain)

Prinsip Praceful Settlement of Disputes (penyelesaian secara damai

sengketa-sengketa)

3. The principle af Non-Use af Force (larangan penggunaan kekerasan)

4. Hespect for Human Rigits (penghormatan rerhadap hak asasi manu-
sia

5. Right tn Self Determination (hak menentukan nasib sendiri)

b. The principle af the Sovereign Equality af AN States (kesamaan kedaw-

batan semua negara)

Bl

Hal rersebur rerdapat dalam Pasal 2 ayar (1) Plagam BB, “the organ-
zation & based on the principle of the wverelgn aquality of all it memben
(Orrganksasi bersendikan pada prinsip- prinsip persamaan kedaulan darsi
sermia anggota)”.

Adapun prinsip-prinsip dalam hukum internasional wrkae perlin-
dungan pengungsi juga relah diatur dalam Konvensi 1951 yang meliputi
prinsip pemberian suaka dan prinsip sen-refordement. Prinsip-prinsip
mengenai suaka penting unmk dipahami karena dalam beberapa hal
prinsip tersebur menjadi bagian hukum para pengungsi juga. Esensi mau-
pun artl dari pemberian suaka berkaln langsung dengan beberapa aspek
perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada prinsipnya, prinsip aras
staka tersebut vercanmum suam kewajiban untuk menghormatl prinsip
neti-refoulenent vang oleh sebagian ahli hukum internasional dimasuk-
kan dalam kawegori fus Cogens,

Prinsip mon-refoulemment. sebagaimanm yang telah rercantum dalam Pa-
sal 33 Konvensi tahun 1951, merupakan suaru dasar perlindungan inter-
nasional bagi para pengungsi. Substansi atauisi dar prinsip non-refonle-
miens merupakan suaty jaminan dar negara unruk ndak akan mengusir
atau mengembalikan seorang pengungsi dengan berbagai cara ke negira
asalnya yang merasa terancam kehidupan maupun kebebasannya,
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Prinsip non-refoulerment ditatsirkan oleh beberapa ahli hukum interna-
shonal dikategorikan sebagal fus Cogens. MeNair mendefinisikan fus Co-
gens schagal suatu norma hukum yang bersifar mengikat dan memaksa,
Jies Cagens mengikar para pembentuk suatu hukum internasional yang
memaksakan norma ersebut. Jur Cogegghersifat schagai suam norma da-
sar yang berlaku, yang didasarkan pada Konvensi Wina 1969, merupakan
suatu norma yang diterima dan relab diakui oleh masyarakar secara inter-
nasional sebagai suatu norma vang tidak boleh dilanggar dan hanya dapac
diubah oleh norma dasar vang terdapan dalam hukum internasional bari
yang sifarnya sama;

1. Eimip hak dan kewajiban pengungsi

2. Negars wijuan atu negara transit tidak boleh menangkap peng-
Lngsi

. Larangan untuk memulangkan pengungsi ke negara asalnya

. genpakuan dan pemerian stanis

; ﬁ@n tujuan atau negara ransdt harus memberikan perlindu ngan
keamanan

[ | R

Mengenal Konvensi 1951, yakni tentang status para pengungsi, ada-
lah sebuah rrakiar yang bersifar muliilareral, PBB yang mendefinisikan
pengungsi tersebut, dan mengatur hak-hak individual yang meraih suaka
dan suatu ranggung jawab, yaitu negara yang memberikan tempar suaka
bagi para pengungsi. Prookol 1967 mengenal status pengungsi adalah
sehagai pelenghap Konvensi 1951, vakni dengan menghapus dua hal po-
kek dalam Konvensi 1951 rerkait dengan pembarasan geografis dan wak-

e

Dhalam konsep verpisah, saarus merupakan ssaru keadaan atau dalam

hal lingkup kedudukan lorang, badan, dan schagainyal dalam suam hu-
bungan dengan masyarakar di sekelilingnya. Sedangkan penalsiran atau

pengertian pengungsi adalah seseoring vang memiliki rasa rakun vang
beralasan karena rasnya, suat agamanya, swatu kebangsaannya, suaru ke-

“ Wingrnan, Hulum Petgangs Hm. 105
Al
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anggotaannya dalam kelompok negara tertentu atan pandangan polink-
nya berada di luar negam asalnya, dan tidak dapar amu ddak mao me-
manfastkan benmk perlindungan atas negara asalnya atau kembali ke ne-
garanya tersebur karena rakur akan vindakan persebusi

Sus Cogensis & norm acoepred and recognized by the international com-

mnity of States as a whole as @ worm from which ne derogation is
permitted and whicl can be modified snly by subeguent worm of gen-
eral international lew having the same characeer

p Konferensi Internasional mengenai pengungsi dilaksanakan pada 2-
25 Juli 1951 di Jenewa. Konvensi terscbut disetujui oleh Uhited Nation
General Assembly. yaitu pada 28 Juli 1951 dan konvensi ini mitlai berla-
ki bertepatan pada 22 Aprl 1954, Konferensi tersebur dilakukan bertu-
juan menyusun dan merumuskan dan untuk kemudian diandaangani-
nya konvensi tentang status pengungsl dan protokol tentang satus seseo-
rang manpa kewnrgancgaman {staseless persan ),

Konferensi tersebur juga dibadiel 26 negara, antara lain Auseralia, Aus-
eria, Brazil, Belpia, Kanada, Kolombia, Denmark, Mesir, Perancis, Jer-
man, Yunani, Varikan, Irak. Isracl. Iralia, Luksemburg, Monaco, Belan-
da, Norwegia, Swiss, Swedia, Turkl, Inggris, Amerika Serikar, Venezuela,
dan Yugoslavia. Pada awalnya, keberlabuan atas konvensi ini ditentukan
hanya terbatas pada pedindungin para pengungsi di Eropa pasea Perang
Dunia I (Warld War 11). Konvensi tersebur juga mengarur tenrang para
pengungsi, vaitu secara umium, balk mengenai pengertian, hak dan kews-
jiban, serra perlindungan dan penanganan para pengungsi tersebur. Me-
reka yang telah sesual dengan kriveria pengungsi haruslah memperaleh
perlindungan sehagal seorang pengungsi berdasarkan Konvensi iru."’

i Feria “Petmdengan Hukom Bag Pengungsl o Megaa Ketige, Pratik indomesia®, Sadajaan Juna Vol 2
iz, 1 (2015, him 108

i Sefiani, Mubum inlnmamona. ., him 68

i iyt Abou-ErWala, The Ripht i dslalem Bidwoan fslamic Shan'ab and’ fematon s Selugoe Lew 4 Compae
mive Sodhy (Riymdh UNHCR, 2000], him. 2528
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Konvensi juga tdlah merumuskan mengenai pengungsi, yaitu srang

yang memiliki rasa takur karena akan adanya penganiayaan yang berda-
sarkan atas ras, agama, kebangsaan, keanggotaan pada kelompok sosial
tervenm atau pandangan politik yang berada di luar negara asalnya, dan
tidak dapar atau karena rasa takucnya, tidak bersedia menerima perlin-
dungan dari negaranya. Para golongan atan pihak pengungsi terschur ha-
rus melalub beberipa mhap sebelumnya, seperti memberi suatu alasin
vang jelas werkair schab mergka mengungsi, dan mereka harus menunjuk-
kan atau mmwtlthnmnnﬁm tidak ada negira yang menerima dan
melindungi mereka tersehue™

MNegara tidak boleh membatasi mengenal pergerakan para pengungsi
sehelum mercka memperoleh tempat yang aman atau tempat suaka, di-
rempatkan ke wilayah negara keriga, aran kembali ke wilayah negaranya,
Mengenal pembentukan Konvensi tersebut juga sejalan dengan diben-
tuknya UNHCR schagai organ khusus PBB yang menangani masalsh pa-
ra pengungsi tersebur. Mengeggl protokol mmbahan wentang sarus peng-
ungsi yang telab dibuar pada 31 Januari 1967 dan mulai berlaku pads 4
Oktober 1967, Prorokol mmbahan wersebun dibuar dengan perimbangan
bahwa konvens: yang relah dibuar sebelumnya, yvaieu Konvensi Pengungs
rahun 1951 dinilal hanya mengarur dan mencakup orang-orang yang sia-
tusnya telah sah menjadi pengungsi sebagai suatu akibar dan perstiwa-
peristiwa yang rerjadi sebelum 1 Januari 1951. Seiring berjalannya wakn,
elah banyak rerjadi perubahan atas siruasi baru yang dmbul pasca dibu-
amnya konvensi ini, sehingga banyak pengungsi yang ridak masuk dalam
muang lingkup konvensi rersebur, Oleh karenanya, perlu dibuar perjanii-
an baru yang cakupannya arau lingkupnya lebih luas dengan perkem-
bangan atas pengungsi dari wakou ke wakwi. Prowkel rersebut juga
menghapuskan batasan geograli atau wilavah dan wakiu yang ada dalam
aturan Konvensi Pengungsi 1951, PProtokel wersebut juga mengarur me-
ngenal perlunya kerjasama bilateral atan kooperasi darl negari-negam

 LINHCR & infsr-Parfismariary Usion 2001, him 84
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vang ada dengan lembaga internasional PBB maupun organ PRB, vaimu

UNHCH. dalam penanganan para pengungsi tersebut.

G.lastramen Perlindungan Tnternasional dan Regionsl begi Peng-

ungsi

Insorumen hukum internasional berbenmk perjanjian (juga disebut
perjanjian, konvensi, protokol) yang mungkin mengikar negara-negara
vang mengadakan kontrak. Ketika negosiasi selesad, veks perjanjian die-
rapkin sehagai orentik dan definlif dan dhandatingani oleh perwakilan
negara. Ada berbagal cara vang digunakan suatu negara untuk menvata-
kan persetujuannya untuk terikat oleh sebuah perjanjian. Yang paling
umum adalah ranfikasi amu sksesi. Sebuah perjanjian baru diratifikasi
oleh negara-negara yang wlh merundingkan instrumen esebur. Pada
rahap selanjutnya, suatu negara yvang tidak berpartsipasi dalam negosiasi
dapar menyetujul perjanjian wersebur. erjanjian versebur mulai berlaku
ketika beberapa negara vang velah dipilih atu direntukan sebelumnya te-
lah meratifikasi atan menyerujui entang perjanjian yang ada tersebut,

Ketika suam negara velah merarifikasi arau menyenijui suatu perjanii-
an, negara tersebut dapat membuat reservasi terlebib dabulu unnik san
atais lebih pasal perfanjian, kecuali apabila reservasi dilarang oleh perjanii-
an fru sendind. Reservasi biasanya dapar ditarik sedap saar. D beberapa
negara, perjanjian internasional lebih diutamakan daripada hukum nasio-
nal. Sedangkan di beberapa negara lain, peraturan perundang-undangan
rertentu munpgkin diperlukan uniuk memberikan perjanjian internasio-
nal-—meskipun relah diracifikasi aran disensjui—kekuaran hukum nasie-
nal. Prakis, semua negara yang relah meratifikasi arau mengaksesi perjan-
jian internasional harus mengeluarkan kepunisan, mengubah suaru pera-
ruran perundang-undangan yang telah ada atau memperkenalkan suan
peraturan perundang-undangan baru yang diharapkan agar perjanflan
versebut dapar sepenuhnya efekudl di wilayah nasional.

Banyak perjanjian internasional yang memiliki mekanisme unuk me-

mantau pelaksanaan sl perjanjian rersebut. Akan retapl, Konvensi Peng-
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ungsi 1951 tidak memiliki badan yang memantau kewajiban dan komit-
men negan terthadap pencari suaka. Perjanjian intermasional dan regional
serta berbagai forum dan kesepakatan berikut merupakan pedoman dan
standar yang menjadi parokan untuk perlindungan pengungsi di berbagal
negarL
1. United Nations
o Universal Declararion of Human Righee 1948

Peristiwa traumatis Perang Dunia ke-2 relah membulkrikan bah-
wit hak asasi manusia ndak selalu dihormarn secara universal. Pe-
musnahan hampir 17 juta orang selama peristiwa Holoeanir, wrma-
suk 6 jura orang Yahudi, membuar kecemasan di selurub dunia,
Serelah perang, pemeringah di seluruh dunia kemudian melakukan
upaya bersama untuk mendorong perdamaian internasional dan
mencegah konflik. Hal inilah yang melatarbdakangi pembentukan
BB pada Juni 1945,

Pada 1948, perwakilan dari 50 negara anggota PBB berkumpul
di bawah koordinasi Elearmar Bossevelt (Ibu negara Amerika Serikar
1933-1945) untuk menyusun dafrar semua hak asasi manusia yang
harus dinikmar semua orang di dunia. Pada 10 Desember 1948,
Sidang Umum PBB mengumumbkan Lheiverse! Declararion of Hu-
mian Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR]
—30) hak dan kebebasan yang menjadi milik kira semua. Lebih dard
rujub dekade dan hak-hak yang mercka serrakan terus menjadi da-
sar bagi semua hukum hak asasi manusia internasional hingga saat
i,

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) meng-
amikulasikan hak-hak dasar dan kebebasan bagi setiap manusia,
UDHR menandai perubahan penting dengan berani menyaakan
bahwa semua manusia bebas dan sederajar, anpa memandang war-
na kulit, keyakinan acau agama. Unmk pertama kalinya, kesepakar-
an global menempatkan manusia, bukan polik kekuasaan, dalam
agenda uramanya.
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Tiga puluh hak dan kebebasan yangrelah tercanmum dan diarur
dalam UDHR, ermasuk hak atas suaka, hak untuk bebas dari pe-
nyiksaan, hak untuk berbicara dan hak atas pendidikan. Termasuk
juga mengenai hak sipil dan politik; sepert hak unwk hidup, hak
untik kebebasan bergerak, hak untuk kebebasan berpendapar dan
hak atas privasi. DUHAM juga mencakup mengenai hak eckonomi,
sosial, dan budaya, seperti hak ats jaminan sosial, keschatan, dan
pendidikan,

DUHAM bukanlah sebuah sreary, sehingga ddak secara lang-
sung menimbulkan kewajiban hukum bagi suaru negara yang me-
ratifikasi maupun ddak. Akan retapi, bagaimana pun, isinya adalah
suatu chsprest dan pemyaman komitmen dari nilai-nilai funda-
mental yang dianut dan berlaku pada semua anggors komunits in-
eernasional. [an hal terscbut telah memiliki pengarub atau dam-
pak yang sangat besar rerhadap perkembangan hukum, khususnya
dalam lingkup hak asasi manusia internasional. Dalam perkem-
bangannya, banyak para ahli hokum memberikan pendapar babwa
karena negara-negara telah secara konsisten menggunakan UDHR
selama lebih dan ngub puluh abun, deklarasi ind juga celah menja-
di pengikar sebagai suatu bagian dari hukum kebiasan internasio-
mal.

Lebsh lanjut, UDHR dalam perkembangannya relah melahir-
kan serangkaian perfjanjian dalam lingkup internasional lainnya
yang, secarn hulkum, mengikar negani-negara yang relah meraeifi-
kasinya tersebur, Daa perjanjian internasional pokok yang dilahir-
kan adalah the futernational Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR) dan ohe fnternational Covenant on Econmmic, Social, and
Culeveral Righes (ICESCR).

Salah saru hak yang dimuar dalam UDHR adalah hak sestap
maniesia untuk mencarl perlindungin ketika dalam keadaan baha-
yi. Pasal 14 UDYHR menyebutkan “1F e arear risk of havm we bave
the right to go o another country to seek protection. " Pasal inilah vang
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merupakan dasar bagi setiap negara untuk memberikan perlin-
dungin bagl setlap pencarl suaka dan pengungsi yang datang ke

negaranyi,

b, Cemeva Convention relative to the Pratection af Civilian Persons

int Time of War 1949

Konvensi Jenewn yang diadopsi sebelum 1949 hanya berkaitan
dengan kombaran, bukan warga sipil. Beberapa ketentuan menge-
nai perlindungan penduduk dar akibat perang dan pedindungan
mereka di wiliyah pendudukan yang dimuar dalam peramran ren-
rartg suati hukum dan keblasaan perang yang rerjadi di darar, yang
dicantumkan dalam Konvensi Len Haag 1899 dan 1907, Selama
Perang Dunia |, Konvensi Den Haag terbukii ridak cukup, meng-
ingat bahaya yang berasal dari perang di udara dan masalsh vang
berkaitan dengan perlakuan rerhadap penduduk sipil di wilayah
muesith dan di wilaysh pendudukan. Konferensi Intermnasional Pa-
lang Merah tahun 1920-an mengambil langkah perama unmk
meletakkan aturan tambahan untuk perlindungan warga siptl di sa-
ar perang,

Sebuah rancangan/draf perjanjian internasional yang berisi 33
pasal yang disiapkan oleh Komire Palang Merah Internasional relah
diserujui pada Konferensi Internasional Palang Merah di Tokyo
pada 1934 dan dikenal dengan nama “Tokyo Draft™. Drah terse-
bur awalnya akan diajukan dan dibahas pada konterensi diplomarik
yang direncanakan berlangsung pada 1940, tetapl rernyama agenda
rersebut ditunda karena Perang Dunia 11 Konsckuensinya ampak
pada peristiwa Perang Dunia 1. Akibat perangini semakin parah
karena konvensi yung mengatur perlindungan warga sipil di masa
perang yang direncanakan tersebut belum jadi dibahas dan disepa-
keati.

Konlerensi diplomack akhirnya baru dapar serlaksana pada
1949, Tokye Draft tersebut akhirnya dipertimbangkan kembali da-
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lam konferensi tesebut dan menjadi dasar yang sangat penting un-
ik diskusi yang mengarh pada adopsi Konvensi Jenewa (IV) 1a-
hun 1949, Sehagai vang diketahui bahwa Konferensi Diplomarik
rahun 1949 menghasilkan empar buah konvensi, yain:

1} Creneva Conventian for the Amelioration of the Condition of the
Waosnided andSick in Armed Forces in the Field, of August 12,
949 (Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Keadaan yang Lu-
ka dan Sakit dalam Angkatan Bersenjara di Medan Pertem-
puran Darat)

2} Geneva Convention for the Amelinration of the Canditian nfbﬁ-.r
Wosnded, Sick, and Shipserecked Members of Armed Forces ar
Seat, of Awgsese 12, 1949 (Konvenst Jenewa untuk Perbakan
Keadaan Anggota Anghkatan Bersenjata di Laur yang Lula,
Sakir, dan Korban Karam)

3 Cemeva Comvention relative o the Treatment of Prisoners of
War, of Auguse 12, 1949 (Konvensi Jenewa mengenal Perla-
kuan Tawanan Perang)

4) Cremeva Convention relative to the Protecrion of Civilian Per-
sans i time of War, af Awguse 12 1949 (Konvensi Jenewa
mengenai Perlindungan Orang Sipil di wakru Perang)

Pada Pasal 44 wenrang Geneva Convention relative to the Prosec-
tiont of Ciwiltan Persons i thme of War pabaen 1949 menganar terkait
non-repatriated persons bahwa “In applying the meres of contral
wicntlencd fin the presens Convention, the Detaintng Power shall nos
tredt s emeny aliens evelusively on the basis of their nasionality de jure
af am emeny Stute, refugees whe do not. in fact, enjoy the protection of
any governmeent (Dalam menerapkan langkah-langkah pengendali-
an yang disebutkan dalam konvensi ini, Negara Penahan tidak bo-
beh memperakukan sebagai musuh asing secara cksklusit berdasar-
kan kewarganegaraan secara de pure dari suato negara musuh, peng-
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ungsi yang sebenarnya tidak menikmati perlindungan dari peme-
rintah mana pun)”.

Secara umum, pasal terschut melihat bahwa di antara pihak mu-
suh di wilayah suaru pihak yang berkonflik, munghkin ada sar kare-
gor yang posisinya memerlukan pernimbangan khusus, yaitu peng-
ungsi, yang telah dipaksa oleh suaru peristiwa atau penganiayaan
untuk meninggalkan tinah air mercka dan mencari suaka di negam
lain. Ketika negara rempat mercka berindung kemudian rerliba
dalam perang dengin negara asal mereka, para pengungsi ini men-
jadi bagian dari pihak musuh, karena mereka adalah penduduk dar
wilayah kekuatan musuh. Namun, posisi mereka istimewa, karena
mereka adalah eksparriar yang tidak lagi berhubungan dengan ne-
gara asalnya dan dak menikmari bantan dari Negara Pelindung,
D sisi lain, mercka belum menjalin hubungan permanen dengan
negara yang memberi mereka suaka. Akibamya mercka ridak me-

nikmati perlindungan dari pemerinah mana pun.
Kemudian pada Pasal 70 juga dischuthan bahwa:

“Protected persons thall not be arrested, prosecuted or conviceed
by the Okecupying Power for acts committed or for apinions ex-
prosied before the occupation, o during & temparary interrigp-
tion thereaf. with the exceprion of breaches of the lans and cus-
ponits of war.

Nattonals of the Occupying Porwer whe, before the outbreak of
hastilities, have sought refuge in the rervitary of the wornpied
Stave, whall not be arrested, prosecuted, convicted or deported
from the eccupled tervitary, exceps for offences commisted after
the outbreak of hostilities, or for affences under common law
committed before the onebreak of bostilities which, secording ro
the i of the scoupied State, would have juatified extradition
in e af peace.”

(Orang-orang yvang dilindungi tidak boleh ditangkap, dinin-
rut, atau dihukum oleh Kekoatan Pendudukan aras indakan
yang dilakukan atau atas pendapar yang diungkapkan sche-
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lum pendudukan. atau selama interupsi sementara darinya,
kecuali jika memang meanggar hukum din keblasaan pe-
mng.

Warga negara dari Kekuatan Pendudukan yang, sehelum pe-
cahnya permusuhan, velah mencari perlindungan di wilayah
negara yang diduduld, ddak boleh dimngkap, dituntue, di-
hukum, amu dideporiasi dar wilayah pendudukan, kecuali
unmnik pelanggiran vang dilakukan serelah pecahnya permu-
suban, atau untuk pelanggraran-pelanggaran berdasarkan hu-
kum umum yang dilakukan sebelum pecahnya permusuhan
vang, menurt hukum negara yvang diduduki, akan membe-
narkan ekstradisi pada masa damai.)

Pada dasarnya, Pasal 70 rersebue ridak memberi pengungsi hak
mutlak untuk dibebaskan dari nndakan keamanan. Ini hanya ben-
mk rekomendasi penting yang perlu diperharikan unruk pihak
yang berperang. Status pengungsi tidak dengan sendirinya membe-
rikan hak kekebalan kepada siapa pun. l ridak mencegah pene-
rapin langkah-langkah keamanan bagi mereka, misalnya penahan-
an. Mungkin ada di anmara para pengungsi yang keyakinan arau ak-
rivitas politiknya menunjukkan suatu bahaya bagi keimanan nega-
ra. schingga negara vang menduduki berhak untuk menggunakan
rindakan pengendalian yang diperlukan pada suaru dngkaran yang
sama dan juga relah unduk pada kondisi yang sama sebagammana
untuk setiap orang yang dilindungi oleh konvensi ini.

c. Compention relating to the Starus of Refugea 1951

Konvensi inl merupakan pedanjian internasional perama yang
khusus dibentuk unmk mengamr pengungsi dan mencakup aspek
paling mendasar dari kehidupan seorang pengungsi. Konvensi ini
menpabarkan seperanghkar hak asasi manusia yang dimiliki seriap
pengungsi yang setidaknya setara dengan kebebasan yang dinik-
mati oleh warga negara asing yang tnggal secara legal di wilayah
kedaulatan negara tertentu, dan di dalam banyak kasus yang terja-
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di, bahkan sama dengan warga negara di negara rersebut. Konvensi
ink mengakul lingkup internasional dari krisis pengungsi dan perlu-
nya kerfa sama internasional—rermasuk pembaglan beban antar-
negara—dalam menangani masalah rersehur,

Prinsip inti dari konvensi ini adalah wen-refenioment, yang me-
negaskan bahwa pengungsi tidak boleh dikembalikan dengan can
paksaan ke negara rempar mercks menghadapi ancaman yang sa-
ngat serius rerhadap kehidupan atau kebebasan mercka Prinsip ter-
sebut sekarang dianggap sebagai suatu aturan hukum dalam kebla-
saan internastonal, sehingga berlaku secara menyeluruhfuniversal.

Selain itw, untuk melengkapi konvensi tentang status atas peng-
angsi 1951, telah dibenwuk Protocol Relating ro the Starss of Refugees
1967, Konvensi pengungsi dirancang serclah Perang Dunia 11,
vang menyebabkan jutaan orang mengungsi di selurub Eropa.
Konvensi ini berlaku hanya untuk para orang-orang yang relah
mierrungsi sebagal akibar dan terjadinya peristiwa sebelum 1 Janu-
ari 1951, Kerika merarifikasi {menjadi pihak) konvensi, negara-ne-
gara dapar memilih untuk membartasi penerapannya lebih jaub se-
hingga hanya bedaku untuk pengungs: vang dipindahkan ke nega-
ra-negara Eropa sebelum 1 Januan 1951,

Setelah rahun 1951, simasi pengungsi baru muncul. dan peng-
ungst baro ini ddak termasuk dalam ruang lingkup Konvensi Peng-
ungsh 1951, Kesenjangan perlindungan ini mendorong pemerintah
berhagai negara unmk membuat dan menyepakan Prowkol 1967
karena mercka menganggap “desirable thar equal statvs dhowld be en-
Javed by all refugees covered by the definition in the Convention, irres-
peciive of the daveline of 1 fannary 1951 (diinginkan bahwa sarus
yang sama hares dinikmati oleh semua pengungsi yang tercakup
dalam definisi dalam Konvensi, terbepas dari baras walkm 1 Januari
1951)" yang dimuar dalam Pembukaan Prowokol ersebur

Protokol 1967 menghapus barasan wakeu dan geografis Kon-
vensi Pengungsi 1951, schingga konvensi tersebur direrapkan seca-
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ra universal. Pasal | dari prowkol mengarikan bahwa negara-nega-
ra yang memtifikasi protwokel rersebur setuju juga untuk memanihi
Konvensi Pengungsi 1951, bahkan jika mercka bukan salah sam
pihaknya. Misalnya, Amerika Serikar belum meratifikasi Konvensi
Pengungsi 1051, retapi telah meratifikasi Protokol 1967 . Ini berar-
ti bahwa Amerika rerikar umuk menerapkan keventuan yang rerda-
par dalam Konvensi Pengungsi 1951, yang mengikarnya untuk
memperlakukan para pengungsi tersebur sesuni dengan standar
atau ketentuan hukum dan kemanusiaan yang relah diakul secara
internasional. Ini termasuk menghormati mengenai prinsip mon-re-
foulerment. vaitu tdak mengirim secara paksa para pengungsi ke
tempat mereka akan diperdakukan secara ndak manusiowd seperti
penganiayaan, srau ke wilsyah negars yang mungkin mengirim
miereka ke tempat sepertt hal rersebutt memberikan kepastian sta-
ms hukum pengungsi termasuk hak-hak seperi hak aras akses ke
pekerfaan, hak pendidikan, dan hak aras jaminan sosial; dan ndak
menghukum para pengungsi rersebur karena masuk “secara ilegal”,
VillTul Tanpa paspor ataupun Vs,

d. fnsernarional Covenant on Civil and Political Righe 1966

Pada 16 Desember 1966, Majells Umum PBBE mengadopsi dua
kovenan yang rerdapar dalam suatu resolusi 2200 A (XX1): Koven-
an Inemasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Ko-
venan Internasional tentang Hak Fkoromi, Sosial dan Budaya
(ICESCR). Kovenan ini adalah penguatan terkait Deklarasi Uni-
versal Hak Asasi Manusia/DUHAM (1948).

Hak sipil dan politik merupakan suaw hak asasi manusia, yang
dianggap schagai “hak kebebasan™. Hak-hak ini juga menyiratkan
babwa negara rdak melakukan intervensi dalam kebelasan seriap
manusia. Secara historis, hak-hak ini memungkinkan pengakuan
aras manusia dan kebebasannya, rerutama dengan hak kewargane-
garaan dan perlindungan Integritas fisik setiap manuska. Juga, ver-
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dapat kebebasan individu, seperti kebebasan dalam berbicara mau-
pun berpikir, kebehasan darl perlikuan penyiksaan dan perbudak-
an, hak untuk memilih, dan sebagainya.

Terkair perlindungan pengungsi, beberapa pasal yang dianggap
perging dan perlu diperhatikan dan konvensi ini di antaranya adas-
lah Pasal 2 yang mengarur balwa:

1. Seriap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk
menghormati dan menjamin kepada semuz individu da-
lam wilayahnya dan tunduk pada yurisdiksinya hak-hak
vang diakui dalam kovenan ind, tanpa perbedaan dalam
benruk apa pun, seperd ras, warna kull, jenis kelamin,
bahasa, agama, politdk atau pendapar lain, asal kebaingsa-
an atay sosial, properti, kelahiran arau srarus kinnya

2. Jika hlunﬂiamr oleh undang-undang atau findakan lain
vang ada, setiap Negara Pihak pada kevenan ini berjanji
untuk mengambil langkah-langkah vang diperlukan, se-
suai dengan proses konstimusionalnya dan dengan keren-
tuan kovenan inl, untuk mengadopsi dndakan legislarit
atau lainnya, sebagaimana dipedukan untuk memberla-
kukan gak-hak yang diakui dalam kovenan ini.

3. Setiap Negara Phak pada kovenan ini berfani:

{a) Untuk memastikan bahwa seriap orang yang hak atau
kebebasannya sepeni yang diakui di sini dilanggar
akan memperoleh pemulihan yang efekf, meskipun
pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh orang yang
berindak dalam kapasitas resmi;

{blUntuk memastikan bahwa setiap orang yang meng-
klaim pemulihan rersebur akan memiliki haknya un-
twk direntukan oleh moritas yudisial, adminiseranif
arau legislatit yang komperen, atau olch otoritas kom-
peten lainnya vang disediakan oleh sistem hukum ne-
gara, dan unmk mengembangkan kemungkinan upa-
va hukum;
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|ch Unmuk memastikan babwa pihak berwenang yang ber-
komperen akan menegakkan pemulihan enebur keti-
ka diberikan.”

Kemudian, Masal 12 menyeburkan bahwa:

[

Selain irw, pada Pasal 13 mengamr rerkait ketentuan pelaksana-

an kepunsan untuk mengeluarkan orang asing dan suaru negara

- Setiap orang yang secara sah dalam wilayah suatu negara

harus, dalam wilayah imu, memiliki hak aras kebebasan
bergerak dan kebebasan unnik memilih tempar tinggal-

nya

. Setiap orang bebas meninggalkan negara mana pun, er-

masuk negaranya sendiri.

- Hak-hak yang disebutkan di ams ridak boleh rundulk pa-

da barasan apa pun kecuali yang ditentukan oleh hukum,
memang diperlukan untuk melindungi keamanan nasio-
nal, ketertiban umum (arder prblic), kesehatan, atan mo-
ral umum, atau hak dan kebebasan orang lain, dan kon-
sisten dengan hak-hak lain yang diakui dalam kovenan

imi.

. Tidak seorang pun dipat sccira sewenang-wenang diram-

pas haknya unmk memasuki negaranya sendiri.

pihak dari koovens: ini, yang menyatakan yaicu bahwa:

"Ohrang asing yang secara sah di wilayah soaro Negara Pihak
pada kovenan ini dapar dikeluarkan dari negara wersebur ha-
nya untik pelaksanaan keputusan yang dicapai sesual de-
ngan hukum dan akan—kecuali jika alasan-alasan yang me-
maksa keamanan nasional sehaliknya mensyaratkan—di-
izinkan unmk menyampaikan alasan-alasan yang menen-
tang keputusan pengusiran rersebut dan agar kasusnya ditin-
jau oleh, dan diwakili untuk wjuan sebelumnya, oo
vang kompeten atan seseorang ataw beberapa orang yang se-
cara khusus dininjuk olech atoritas yang berwenang. ™
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e. Comvention againgt Torture and Other Cruel, Inbionan, or De-

grading Treaent or Punishment 1984

Convention againg Tarture and Other Crael, Inhuman, o De-
grading Treatment or Punishment 1984 (dikenal dengan brtilah
CAT) mewajibkan pihak-pihak yang menandamangani unwk
mengambil suatu tindakan untuk mengakhiri tindakan, vaim pe-
nyiksaan di dalam yurisdiksi rerivorial mereka dan bermujuan unmk
mengkriminalkan semua bentuk dndakan penyiksaan. Tidak se-
perti banyak perjanjian dan deklarasi internasional lain yang mela-
rang penyiksaan, CAT memberikan definisi umum tentang ksrilah
tersebut. CAT umumnya mendefinisikan penyiksaan schagai aki-
bat dari penderiraan fisik danfarau menal yang parah yang dilaku-
kan berdasarkan hukum. CAT tdak membenarkan rindakan pe-
nyiksaan dilakukan bahkan dalam keadaan dararar atsu genring se-
kali pun.

Selain mengikar sebagal undang-undang di negara-negara vang
menjadi pthaknya, larangan mutlik penyiksaan arau perlakuan -
dak manusiawi, serta beberapa ketentuan lain dan konvensi wrse-
but, secara umum dipahami mengikat semua negara, terlepas dari
terikat atau tidaknya mercka dalam perjanjian yang melarang pe-
nyiksaan rersebur,

Convention against Torture and Ovher Cruel, fnfoonan, or De-
grading Treasment or Punishment 984 juga membentuk Comomir-
tee apaing Torture, vang terdin ars 10 ahli independen yang me-
ninjau laporan yang diserahkan oleh negara pihak pada konvensi,
memulal penyelidikan tentang prakiik penyiksaan yang sistemanis,
dan jika negar secara chsplisiv seruju, dapar memeriksa pengaduan
penyiksaan individu, Kecuali kewenangan unmuk memulai penyeli-
dikan, yurisdiksi dari komite ini serupa dengan 18 anggoa Komite
Hak Asasi Manusia yang dibuat dan dibentuk di bawah 1CCPR se-
hubungan dengan negara pihak dalam kovenan tersebur.
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Terkait dengan pedindungan pengungsi, pada Pasal 3 konvensi
ini menyebutkan:

I. For the purpese of determining whether there are such
grounds, the compewnt authorities shall ake into ac-
count all relevant considerations including, where appli-
cable, the existence in the State concerned of a consistent
pattern of gross, Hagrant or mass vielations of human

righus.

2. No Seate Parry shall expel. remurn ("“refouler™) or exradie
a person to another Stare where there are substandal
grounds for believing that he would be in danger of heing
subjected o torture

Pasal 3 (2} di aras menyarakan balwa pola yang konsisien dari
pelanggaran HAM berat dan masif adalah keadaan yang harus di-
perhatikan oleh suatu negara dalam memuruskan dndakan pengu-
siran. Badan pemantau konvensi ini, Commistee against Tormure, 1e-
lih menetapkin beberapa prinsip dasar yang berkaiun dengan
pengusiran pencarl suaka vang ditolak. Prinslp dasar menawarkan
perlindungan penting bagi pengungsi dan hak mereka unmk tidak
dikembalikan ke tempatr mereka mkut skan dipersckust atau meng-

alami penganiayaan.

[. Convention on the Rights of the Child 1989

Pada whun 1989 sebuah komitmen penting dilahirkan di Kot
Mew York. Dengan lavar belakang ratanan dunia yang berubah, a-
ra pemimpin diunia berkumpul serra bersatu dan membuar komit-
men berscjarah kepada anak-anak di seluruh dunia. Mereka berjan-
i kepada setiap anak unmk melindungi serm memenuhi hak-hak
asasi mereka, yairu dengan mengadopsi suatu bentuk kerangla hu-
kum internasional ying dibert nama Convension on the Rights of the
Ll (Konvensi PBB renang Hak Anak).
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Adapun yang terkandung dalam perjanjian tersebur adalah ga-
gasan vang singat mendalam: bahwa anak-anak bukanlah sekadar
objek milik orang tua mercka atan sekedar objek yang hanya me-
nunggu kepurusan dari orang lain. Sebaliknya, mereka merapakan
manusia dan individu arau person dengan haknya sendini dan me-
miliki hak asasi. Konvensi mengatakan masa kanak-kinak rerpisah
dari masa dewasa, yang berlangsung hingga umur 18 mbun. Hal
rersebut adalah wakiu yang istimewa dan yang melindungi mereka;
anak-anak harus diblarkan wmbuh dan berkembang, belajar, ber-
main, dan berkembang dengan nilai-nilal dan martabat yang sesuai
dan yang terdapat di masyarakar. Konvensi temsebur kemudian
menjadi suaru benuk perjanjian atas perlindungan hak asas ma-
nusia yang paling banyak diracifikasi dalam sejarab dan relah mem-
bantu mengubah kehidupan anak-anak di berbagai negara di selu-
ruh dunia,

Konvensi ini velah menjadi acuan pemerintah untuk mengubah
undanpg-undang dan kebijakan serm melakukan berbagai rindakan
penting schingga lebih banyak anak akhirmya memperoleh pera-
watan keschatan dan mutrisi yang mercka sangar buruhkan vang
bermijuan unmk berrahan hidup dan berkembang, dan ada pening-
katan pengamanan yang lebih kuar untuk melindungi anak-anak
dari dndakan-tindakan yang tergolong kekerasan dan tindakan
cksploitasi. Konvensi inl juga memungkinkan lebih banyak anak
yang suaranya didengar dan berpartisipasi dalam masyarakar.

Terlepas dari kemajuan ini, Konvensi masih belum sepenuhnya
dilaksanakan arau dikemhui dan dipahami secara luas. Juman anak
terus mengalami pelanggaran hak-hak mereka kerika mereka ridak
memperoleh perawatan keschatan, gizi, pendidikan, dan perlin-
dungan vang memadai dari kekerasan. Masa kanak-kanak terus di-
hilangkan ketika anak-anak dipaksa untuk meninggalkan sekolah,
melakukan pekerfaan berbahaya, menikah, berperang, dikurung di
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penjara orang dewasa, terdibat konflik berkepanjangan, dan mela-

kukan migrasi massal.

Berdasarkan data dari UNICEF, di seluruh dunia, hampir 31
juta anak relzh dipindahkan secara paksa pada akhir 2018, Jumlah
ini termasuk sckitar 13 juta pengungsi anak, sekitar satu ju anak
yang mencari suska dan sekivar 17 jura anak mengungsi di negara

mereka sendird karena kekerasan dan konflik. v

Pasal 22 Konvensi PRB rentang Hak Anak ini mengamr bahwa:

!-l

Negara-negara Pihak harms mengambil laingkah-langhkah
vang tepat untuk memassikan bahwa seorang anak yang
mencar status pengungsi atau vang dianggap pengungsi
sesuai dengan hukum dan prosedur internasional atau
domestik vang berlaku harus, baik ranpa ditemani arau
ditemani oleh orang tuanya atau oleh orang lain. Meneri-
ma pedindungan yang sesuai dan bantuan kemanusiaan
dalam menikmari hak-hak vang berlaku yang diverapkan
dalam konvensi ini dan dalam instrumen hak asasi manu-
sia atau kemanusiaan intemasional lainnya yang negara-
negara tersebur menjadi Pihak.

Untuk tujuan ini. negara-negara Pihak harus menyedia-
kan, sebagaimana mercka anggap tepat, kerja sama dalam
setiap upaya oleh PBB dan organisasi antar pemerintah
vang kompeten atau organisasi non-pemerintah yang be-
kerja sama dengan PBB untuk melindungi dan memban-
i anak seperti inn. dan melacak omang mwa aau anggor
keluarga lain dari anak pengungsi mana pun unmk mem-
peroleh informasi yang diperlukan untuk penyaruan
kembali dengan keluarganya. Dalam kasus saar ridak ada
orang i atau anggota keluarga lainnya vang dapar dite-
mukan, anak terscbur harus dibedkan perlindungan yang
sara seperti anak linnya yang secara permanen atau se-
mentara dirampas dari lingkungan keluarganya unruk

W LMICEF, 2000, Cle'd displacesoent, dimisl oada lama fapaiial. k! Flimafe.
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alasan apa pun, sehagaimana ditetapkan dalam konvensi
i,

Pasal di aras menctapkan bahwa negara-negara dari Pihak harus
mengambil suam rindakan yang wpat untuk memastikan bahwa
seorang anak yang bertujuan mencart status pengungsi atau yang
dianggap sehagai pengungst akan menerima suam perlindungan
yang sesual din banman kemanusiaan yang berlaku. Negani-negan
Pihak diwajibkan unmk melakukan bentuk kerjasama dalam upaya
untuk melindungi serta membanu anak pengungsi dan untuk
mencari orang ma atau anggora keluarga lain dari para anak peng-
ungsi tersebur dari mana pun mercka berasal, dengan wijuan unk
menyarukan kembali dengan para kelvarganya. Dalam kasus saar
vidak ada orang rua avau anggo kedduarga lainnya yang dapar dige-
mittkan, maka pemerintah harus memberkan perdindungan yang
sama kepada anak pengungsi seperti anak lainnya yang telah kehi-
langan lingkungan keluarganya di negar emsebar.

g. Declaration on the Eliminasion of Violence againg Women 1993

Pada ranggal 20 Desember mhun 1993 Majelis Umum PBB va-
i dengan resolusi 48/104, mengadopsi Deklarasi tentang Pengha-
pusan Kekerasan terhadap Perempuan (Declaration on the Elimina-
ten of Vielowe againg Women),

Berdasarkan sebuah penditian, sam dari dga wanita pernah
mengalami kekerasan fisik atau seksual dalam hidup mercka,™ iba-
rat pandemi yang meduas secara global. Namun, adak seperti pe-
nyakit, pelaku dan bahkan seluruh masyarakar pada dasarnya dapar
memilih unmuk melakukan kekerssan arau nidsk. Kekerasan ridak
dapar dihindari, mpi dapat dicegah.

= WHO, 30 nemetonsd’ Day for e Smnson of Weienge apans’ Women, Smsl pesa e mem
Hipe tarwe whd mdlle-roursatwws sveets’ind -t S minaln-ol vinlares-agains-wa e
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S0

Dieklarasi PBB tentang Penghapusan Kekerusan terhadap Pe-
rempuan 1993 mentafsirkan mengenai kekerasan terhadap perem-

puan yairu schagai:

“Any act of gender-based violence that resuls in, ov &5 bely 1o
result ti, phical, sxual or poychalogical barm or suiffering to
women, indluding threans of such acts, coercion or arbitrary dep-
rivation of liberty, whether ocourring bn public or in private life.
[Setuap tindakan kekerasan berbasis gender yang mengaki-
batkan, arau kemungkinan besar mengakibarkan, kerugian
atau penderitaan Hsik, sehsual arau psikologis bagl perempu-
an, termasuk ancaman dndakan woebur, pemaksaan atau
perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, haik
vang terjadi di depan umum sy dalam kehidupan priba-
di.)”

Kekerasan berdasarkan aras gender merupakan suaru penyebab
dan akibar dan kendakseraraan gender, dan telah diakui sebagai
bentuk diskriminasi berdasarkan suaw jenis kelamin dan gender
telah disebutkian pada Pasal | Convention on the Elimination af Al
Forms af Diserimination againg Women (CEDAW), Benmuk dari
indakan diskriminasi ini secara serius, yaim dalam hal mengham-
bar kemampuan perempuan unmk menikmad dan menjalankan
hak asasi dan kebehasan fundamental mercka,

Kekerasan techadap kaum perempuan dan anak perempuan se-
ring kali rerjadi dalam keluarga (mbsalnya. kekerasan dalam linghup
rumah @mngga dan keluarga, perkosaan dalam keluarga, kawin pak-
gal, komunits (misalnya, kekerasan seksual, pelecehan seksual),
negara (misalnya, kekerasan rerhadap perempuan di penjars dan
dalam pengaturan kelembagian), dan dalam konteks rransnasional
imisalnya, perdagangan manusia, kekerasan terhadap perempuan
migran, perempuan pekerja migran, dan perempuan pengungsi).

Dalam perjalanan mencari rempar berlindung ke negara lain se-
bagai pencari suaka, mercka dihadapkan pada kekerasan scksual
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dan berbasis gender, rermasuk pemerkosaan, eksploitasi, kekeras-
an, pelecehan seksual, kekerasan psikologis, perdagangan manusia,
pernikahan dini dan paksa, selks transaksional, dan kekerasan da-
lam rumah rangga *’ Perempuan yang bepergian sendin dan pe-
rempuan yang hanya ditemani oleh anak-anak mereka secara khu-
sus berisiko mengalami pelecehan yang lebih tinggi. rermasuk juga
wanita hamil, remaja puerd, anak di bawah umur mapa pendam-
ping. dan perempuan penyandang disabilicas,

Declarasion on the Elimtnarion of Vielence againg Women telah
mengakui pengungsi perempuan sebagai salah saru kelompok yang
paling rentan mengalam dndakan-tindakan yang melanggar hak

asasi manusia. Pada bagian pembukaan konvensi terschur menje-

laskan bahwa:

“Concerned that sare growups of wonnen, such as women belong-
eng do mrnarity groups, fndigenous women, refugee wamen, nei-
grant wemen, wemen lving v ol or remete communities,
destinute women, wonnen in intitutions or in detention, female
children, women with disabilities, elderly women and women

in siruations af armed conflict, are apecially valnerable o vio-
dence, "

h, Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee
Stavw under the 1951 Convention and the 1967 Protocol relaving
to the statuwsof Refugees
Handbowk an Procedures and Criteria for Determining Refupee

Sparns wnder the 193] Convention and the 1967 Protocol relating to

the stasis af Refugees (Buku Pegangan dan Panduan tentang Prose-

dur unmk Menemukan Stams Pengungsi yang berada di bawah

Konvensi tahun 1951 dan Prowkol 1967 vang Berkaian dengan

© Uritad Mealora Fekiges Agency, “infisl Asssssmen! Repoil: Prolecinn Rsks lor Worman and S in he Ee-
ropa s Hefigen and bigran Crss’, Linfed Mafinns fopeirtior Fuadand Womes's Reftges Commiison (&)

4 jysarara Windol, "Peolacting Refuges Woman And Geis From islenos. & Cobection of Good Practoes”,
Wil Fulery Councl (106, Rim_ d,
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Status atas Pengungsi) ini kali pertama terbit pada Seprember 1979
Atas permintaan negata anggota Execntioe Commiittee of the High
Cammidssioner s Progravmme. Edisi kedua dirilis Januari 1992, yang
memperbarui informasi rentang aksesi ke instrumen pengungsi in-
ternasional. Buku pegangan ini telah diterbitkan ulang pada De-
sember 200 1, Untuk menjaga keumuhan dan integricas isinya, buku
in tetap fidak berubah juga pada edisi sekarang, meskipun lampir-
annya diperbarul, Selain buku ink, dan sebagai tanggapan ats ber-
bagal permohonan interpretasi hukum dar Pasal 1 Konvenst 1951
di yurisdiksi nasional, UNHCR terus mengeluarkan posisi hukum
untuk pertanyaan khusus yang berkaitan rentang hukum pengung-
si internasional. Sehubungan dengan hal versebut, UNHCR juga
relah menetapkan “(ruidelines on Internaviona! Protection (Panduan
eentang Perlindungan  Internasional)”, seperti yang discbutkan
dalam “Agenda Pedindungan” setelah acam peringaran 50 mhun
UNHCR pada ahun 2000-2002, Panduan inl melengkapi dan
memperbarui Handbook on Procedure and Criteria for Determining
Refrgee Status under the 1951 Convention and the 1967 Protocol re-
Lating to the stanw of Refugees dan harus dibaca secara ridak rerpisah-
kan.

Penjelasan yang diberikan dalam publikasi ini tentang kompo-
men utama penenmuan smatus pengungs vang didasarkan pada aku-
miulasi pandangan UNHCR, prakdk negara. Kesimpulan Komite
Eksckusif, lterur akademis, dan keputusan peradilan di tinghkar
nasional, reglonal dan nternasional, selama pedode enam puluh
mhun. Buku Pegangan dan Pedoman tersebur dikeluarkan sesuai
dengan mnggung jawab pengawasin yang diemban oleh UNHCR
yang teckandung dalam paragraf 8 Searua UNHCR 1950 serea Pa-
sal 35 dan 36 Konvensi 1951 dan Pasal 1l Promkol 1967, Bukuy
Pegangan dan Panduan ini dimaksudkan unmk memandu pejabar
pemerintah, hakim, prakrisi, serta sl UNHCR dalam menerap-
kan definisi pengungsi. Keduanya diharapkan dapat terus menjadi
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referensi penting untuk penentuan status pengungst di seluruh du-
nia dan membantu menyelesaikan variasi interprerasi dard berbagal
pihak. Scjauh ini, Handbook on Procedures and Critevia for Deter-
mining Refugee Starus under the 1951 Conpention and the 1967 Pro-
tocol relating o the statwsef Refugees velah direrima secara luas oleh
prakrisi dan schagian besar pemerintah sebagai interpresasi resmi
dari Konvensi Pengungsi.

L Cewiding Principles on Internal Displacenent

Kebutuhan akan standar inernasional untuk perdindungan
pengungsi internal (IDPs) menjadi jelas pada mhun 1990-an, keti-
ka jumlah orang yang harus berpindah dalam negara mereka sendi-
ri akibat ledakan perang saudara dan pelanggaran hak asasi manusia
yang jumlihnya meningkar secara signifikan. Badan pengungsi
PBB mulal mengumpulkan data wenang jumlah pengungsiinternal
pada 1993, dan pada 1995 memperkirakan 4,2 juta orang meng-
ungsi di seluruh dunia dan diperkirakan hampir 20 sampai 25 jun
pengungsi internal lebih dari 40 negara, hampir dua kali lipat jum-
lah pengungsi internasional (refiegeen).

Pada saar iru, pengungsi internal adalah subjek vang ridak me-
miliki definisi maupun kerangha normarif yang jelas sebhagai pan-
duan bagi pemerntah atau akrivis kemanusizan. Konvensi Peng-
ungsh than 1951 ddak berlaku untuk pengungsi internal, dan ma-
sih belum dda perjanjian arau konvens internasional rentang peng-
ungsi internal. Oleh karena itu, komunitas internasional mulai me-
minta dokumen acuan yang dapat menjelaskan hak-hak pengungsi
internal dan kewajiban pemerinabh terhadap mereka. Grusding
Principles on Tnternal Displecement merupakan tonggak penting da-
lam proses pembentukan kerangka normarif unruk perlindungan
pengungsi internal. Panduan terschut berisi kompilasi dan pernya-
taan wlang dari hukum HAM dan humaniter internasional yang
relevan, serta hukum pengungsi dengan menggunakan analogi,
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Prinsip-prinsip tersebur menafsitkan dan menyesuaikan norma-
norma yang ada dengan situasi khusus orang-orang vang dipindah-
kan secara internal.

Prinsip Panduan rentang Pengungsian Internal menerapkan 30
prinsip yang menguraikan hak-hak para pengungsi internal (1DPs)
dan tanggung jawab pemerinmah nasional untuk melindungi dan
membantu mereka. Panduan tersebur merinel jaminan yang rele-
van dengan perdindungan dan bantuan untuk 1DPs selama peng-
urgstan sampal adanya solusi fangka panjang melalul pemulangan,
reintegrasi atau pemukiman di empar lain di negara it Panduan
eersebut juga mencakup perindungan rerhadap pemindahan sewe-
mang-wenang, Prinsip-prinsip tersebut menckankan tanggung ja-
wab utama otoritas nasional untuk melindungi dan membanm se-
miua [DP, rerlepas dari apa pun penyebab mereka harus berpindah
dari rempat asalnya.

Meskipun bukan instrumen hukum vang mengikat, prinsip-
prinsip remsebur relah memberikan pengaruby vang cukup besar se-
fak diadopsi pada rabun 1998 dan diakui sebagai vitik rolik norma-
nf untuk menangani pengungsian intermal, Majelis Unmum PBB re-
lah mengakui panduan rersebue sebagai keranghka kerja internasio-
mal yang penting untuk perlindungan [DPs dan mendorong semua
akor terkait untuk menggunakannya ketika dihadapkan dengan
situas pengungsian internal. Organisasi regional dan berbagai ne-
EArd juga menganggap prinsip-prinsip terscbar sebagai dokumen
yang berguna dan beberapa relah memasukkannya ke dalam un-
dang-undang dan kebijakan di internal mereka,

2. Council of Europe (Dewan Eropa)

Selain di lingkup PBB, di antara negara-negara Eropa yang terga-
bung dalam Cowneil of Exwrope juga memiliki sebuah konvensi yang di-
scpakati yang ada kaitannya dengan perindungan pengungsi, yaim
Canvention for the Protection of Human Rights and Fundamental Free-
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doms 1956 (dikenal juga dengan nama The Furopean Convention on
Human Righes). Dibentuk pada tahun 1949, Dewan Eropa merupa-
kan entitas yang terpisah dari Uni Eropa dan memiliki keanggotaan
yang jauh lehih besar, yaitu 47 anggora, dibandingkan dengan Uni
Eropa yang jumlsh anggomnya hanya 28 negara. Inggris menjadi ang-
gota Dewan Eropa 24 mhun sebelum bergabung dengan Uni Eropa,
sehingga, keanggoman Inggris di Dewan Eropa didak akan rerpenga-
rub jika keluar dari Uni Eropa.

Konvensi Eropa tentang Hak Asasi Manusia menetapkan sejumliah
hak dan kebebasan fundamental (thak untuk hidup, larangan penyik-
saan, lirangan perbudakan dan kerja paksa. hak atas kebebasan dan
keamanan, hak ams pengadilan yang adil, tidak ada hukuman ranpa
hubaum, hak unk menghormari kehidupan pribadi dan keluarga, ke-
bebasan berpikir, hak atas kepercayaan dan agama. kebebasan bereks-
presi, kebebasan berkumpul dan berserikar, hak untuk menikah, hak
atas pemulihan yang efekaif, dan larangan diskriminas), Hak-bak lain
yitng lebidy banyak diseluckan pada Prosokol Tambahan dari Konvensi
terie bt

Kanvens Eropa vemrang Hak Asasi Manusia pada dasarnya ridak
memit hak as suaka dan ridak merujuk langsung kepada pencari
suaka atau pengungsi. Akan tetapi, ada kasus vang SANEAT Penting yang
ditunjukkan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa (kasus Soe-
ring versus Inggris, 1989), vang bagaimana pun menunjukkan bahwa
negara memang bertangpung faweh, dalam kasus erenmu, aras kese-
jahteraan individu di negara lain. Kasus tersebut berkiitan dengan Pa-
sal 3 Konvensi Eropa bahwa “ridak seorang pun dapar disiksa amu di-
perakukan atan dibukum ying tidak manusiawi aau diperlakukan
dengan ridak bermarraban”.

Dalam beberapa mhun rerakhir, Pengadilan Eropa kembali mene-
kankan sifar canpa syarar dari larangan rerhadap perlakuan buruk dan
menetapkan prinsip bahwa negara yang ingin mendeporasi seseorang,
bahkan jika orang tersebut dinyatakan bersalah mdakuokin tindak pi-
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3

dana serius amu merupakan ancaman rerhadap keamanan nasional,
negara wiap diharuskan werlebib dahulu melakukan evaluast indepen-
den tenrang keadaan yang akan dihadapi orang tersebut di negara w-
puan. Jlangan sampai, serelah riba di negara wijuan, orang rersebur ke-
mungkinan besar akan mengalami pelanggaran hak asasi manusia
yang benentangan dengan prinsip dasar dari Konvensi Eropa tentang
Hak Asasi Manusia.

Meskipun Pasal 3 merupakan dasar hukum vang paling sering di-
gunakan untuk meindungi pencarl suaka dan pengungsi. pasal lain
puga dapar digunakan untuk memastikan bahwa hak asasi mercka di-
hormarti. Pada pasal lain sepertilasal 4 (larangan kerja paksa atan kerja
wajib), Pasal 5 (perampasan kemerdekaan), Pasal 6 (hak atas sidang
yang adil dan ddak memihak ‘dengan wakm yang wajar’), Pasal 8
(penghormatan werhadap kehidupan pribadi dan keluarga), Pasal 9
(hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama), Pasal 10 (hak
atas kebebasan berekspresi), Pasal 13 (hak untuk memberikan pemu-
lihan vang efekrif di hadapan orworitas nasional), dan Pasal 16 (ridak
ada pembatasan pada akrivitas politk), juga dapar menawarkan per-
lindungan yang substansial bagi para pencan suaka dan pengungsi di
negara-negara yang tergabung dalam Dewan Eropa.

3. Uni Afrika, scbelumnya dikenal dengan Organizarion of Afri-
can Unity (OAU)
1. Convention Governing the Specific Aipecti of Refugee Problemn in
Africa 1981
Sistemn hak asasi manusia di regional Afrika diciprakan dalam
keranghka Organisasi Persatuan Afrika (OAU), sejak 20010 berganti
menjadi Uni Afrika (AU). Sistem rerscbur terurama didasarkan pa-
da African Charser sn Human and Peoples’ Righys 1981 (dikenal de-
ngan the African ar Banjul Charter), vang diadopsi pada 1981 dan
plagam tersebut mulai berlaku pada 1986,
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Pasal 6 dari piagam tersebur melindungi hak atas kebehasan ser-
ta hak atas keamanan dan menetapkan bahwa “setiap orang berhak
atas kebebasan dan keamanan pribadinya. Tidak scorang pun dapat
dirampas kebebasannya kecuali unmk alasan dan kondisi yang se-
belumnya ditetapkan oleh hukum: Secara khusus, ridak seorang
pun boleh ditangkap arau ditahan secar sewenang-wenang”. Pasal
12 piagam it juga melindungi hak ams suaka dan hak atas orang-
orang vang secara sah berada di wilayah suam negara pihak unmk
ridak diusir jika thdak ada suatu kepunsan yang diambil sesuai de-
ngan aturan hitkum yang berlaku.

Pada tahun 1969, negara-negara Crganization of African Unisy
menvepakati sebuih perjanjian yang diben numa Conpention Go-
werning the Specific Aipeews of Refugee Problems in Africa. Konvensi
il memperluas pengertian dan status pengungsi yang dischutkan
dalam konvensi rersebur tenmang Starus Pengungsi 1951, Berdasar-
kan konvensi ini, para pengungsi ridak hanya mencakup oring-
orang yang telah meninggalkan negara mereka karena rasi kerakui-
an yang beralasan terhadap penganiayaan, terapi juga mereka yang
melankan diri “karena agresi eksternal, pendudukan, dominasi
asing, Mau peristiva yang sccars serius mengganggu ketertiban
umum di salah satu bagian ataw seluruh bagian negara asal atau ke-
bangsaannya”, Pada Pasal 2 angka 1 konvensi terschut menyebut-
kan bahwa negara-negara anggom OAU beranggung fawab “mela-
kukan vpaya terbaik mercka untuk menerima dan menyediakan

pemukiman para pengungsi’,

b. African Charter on the Rights and Welfare of the Chilal 1990

(ACRWC)

Piagam Afrika mengenal Hak dan  Kesejahteraan  Anak
(ACRWC) diadopsi oleh organisasi reglonal, vaita Organisasi Per-
satan Afrika (QOAU) pada 1990 yang mulai berlaku pada 1999,
Seperti Konvensi Hak Anak (KHA) PBE, Piagam Afrika rentang
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Hak dan Kesejshteraan Anak adalah instrumen komprehensif yang
menetipkan hak dan memberikan pengeriian atas prinsip dan noe-
mia yang berstfar universal unruk sarus anake. ACRWC dan CRC
merupakan satu-sarunya perjanjian mengenai hak asasi manusia in-
ternasional dan regional yang mencakup seluroh spekrum dari
lingkup hak sipil, politik, ckonomi, sosial, dan budaya. Plagam ter-
sebur juga menyerukan pembennikin ams Komie Ahll Afrika wen-
mng Hak dan Kesejahteraan rerhadap Anak. Misinya adalah mem-
promosikan dan melindungi atas hak asast, yaim hak-hak yang di-
terapkan oleh ACRWC, untuk memprakiikkan penerapan hak-
hak ini, dan untuk menafsickan aruran ACRWC sesual permohon-
an negara pihak, lembaga Uni Afnka, ame semua lembaga hain
yang dizkui elch Uni Afrika amu olch negara anggota, Africn
Charter on the Righes and Welfiore of the Child 1990 telah dirarifikasi
atau disksesi olch 49 negara anggom Uni Afrika dari rotal 54 negara
yang ada di benua versebur (Juni 2019),

African Charter on the Rights and Welfare of the Child 1990
menetapkan ketenman khusus rentang anak-anak pengungsi vang
didampingi ataupun tidak didampingt oleh orang e srau wali,
Pasal 23 ACRWC mengarur bahwa:

|. Megara-negara Pihak pada piagam ini harus mengambil
semua langkah yang repar untuk memastikan bahwa seo-
rang anak vang mencan stalus pengungsh atau yang di-
anggap sehagai pengungst sesuai dengan hukum interna-
sional arau domestik yang berlaku harus, baik manpa pen-
dampingan atau didamping oleh oring tua, wali resmi
atau kerabar dekat, menerima perlindungan dan bantuan
kemanusiaan yang sesuai dalam menikmar hak-hak yang
diatur dalam piagam ini dan instrumen hak asasi manusia

= Ginbal infistve'io End A Corporal Funishment of Chkmn, 3019, &hcan Clader pofe St asd' Wt of

o Chig JMACREE), dmas! pada aman hpsisdosporspirishmenl oghumansrghs-fmmgionakbman
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dan kemanusiaan internasional lainnya saat negara-nega-
ra mengadi Pihak.

2. MNegara-neégara Pihak harus bekerja sama dengan organi-
sasi internasional yang ada yang melindungi dan mem-
bantu pengungsl dalam upaya mercka untuk melindungi
dan membantu anak tersebut dan untuk melacak orang
rua atau kerabar dekar lainnya amu anak pengungsi tanpa
pendamping untuk memperoleh informasi yang diperlu-
kan unmk reunifikasi dengan keluarga.

3. Jika vidak ada orang rua, wali sah atau kerabar dekar yang
dapar ditemukan, anak rersebur akan diberikan perlin-
dungan yang sama seperti anak lainnya yang secara per-
mancn atay sementara kehilangan lingkungan keluarga-
nya karena alasan apa pun,

4. Ketentuan Pasal ini secara muctatis mutandss berlaku bagi
anak-anak pengungsi internal baik karena bencana alam,
konflik bersenjara incermal, pertikatan sipil. kerusakan a-
tanan ckonomi dan sosial atu apa pun penyebabnya.

Adapun untuk memantau dan menjamin pelaksanaan African
Charter on the Righes and Welfare of the Clild 1990 ini, berdasarkan
mandar pada Pasal 32-46 Piagam rersebur, dibentuklah komire Af-
ricin Conmittee of Experts on the Rights and Welfiore of the Child,
Komite ini terdiri ams 11 anggot dengan integrites moral yang
vinggt, dipilih oleh Majelis Kepala Negara dan Pemerintah Uni Af-
rika unmik masa jabatan lima tahun yang dapat diperbarui. Fungsi
urama komite adalah mengumpulkan intormast, menafsirkan ke-
renmuan piagam, memantau pelaksanaan piagam, memberikan re-
komendasi kepads pemerinmh unmk bekerja dengan ornganisasi
hak anak, mempertimbangkan pengaduan individu enang pe-
langgaran hak anak. dan menyelidiki rindakan yang diadopsi oleh
negara anggon dalam menerapkan plagam rersebur,
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4. Organization of American States (OAS)
d Cartagena Declaration on Refugeas 1984

Menghadapi arus pengungst yang belum pernah terjadi sche-
lumnya karena perang saudara di El Salvador, Guatemala, dan Ni-
karagua, dan kedikmroran yang represif di Amerika Selatan, para
pemanghku kepentingan dari sepuluh negara di Amerika Larin ber-
kumpul di Kom Canagena de Indias, Kolombia pada November
1984 untuk membahas perindungan internasional bagl pengung-
sl. Perremuan tersebur, yang berangkar dard pengakuan bahwa ka-
wasan tersebur kekurangan infrasrrukiur kedembagaan dan norma
hukum untuk menghadapi krisis tersebur, akhimya berhasil meng-
hasilkan Deblarsi Cartagena tentang Pengungsi, yang mempero-
leh pujian dari para ahli sebagal onggak progresif dalam perlin-
dungan pengungsi. Deklarasi tersebut menetapkan kerangku per-
lindungan yang rerus digunakan di kawasan ini hingga sekarang,
Meskipun tidak mengikar secara formal, Diekilarasi Cartapena wlah
menjadi dasar kebijakan penpgungsi di kawasan rersebunr dan relah
dimasukkan ke dalam perundang-undangan nasional di sejumlah
negara anggora OAS.

Diefinksi pengungsi dari Deklarasi Cartagena didasarkan pada
Organization of African Unity yang menambahkan ancaman kele-
rasan umum, agresi internal, dan pelanggaran HAM besar-besaran
sehapgal bagian darl alasan pengungsl. Berbeda dengan definisi da-
bim konvensi pengungsi olch Uni Afrika, berdasarkan Deklarasi
Cartigena seorang pengungsi harus menunjukkan hubungan anta-
ra dirinya sendiri dan risiko bahaya yang nyam rerhadap diri mere-
ka. Semua pemohon harus menunjukkan bahwa "nyawa, keaman-
an, atau kebebasan mereka telab rerancam”. Tuntutan ini serupa
dengan Konvensi Pengungsi PBB, yang mengharuskan individu
untitk menunjukkan babwa mercka berisiko mengalami pengania-
yaan sebagai individu, bukan secara umum.
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b. fnter-Amevican Convention on the Prevention, Punishment, and

Eradicarien of Vielence Against Women 1994

Inter-American Convention on the Prevention, Punishment, and
Eradication of Vielence Against Women (Konvensi Belém do Pard),
yang diadopsi pada tabun 1994, adalah instrumen yang paling ba-
nyak dirarifikasi dalam sistem farer-American. Salah sam ciri kon-
vensi ini adalab definisi kekerasan terhadap perempuan sebagai
“tindakan atau perilaku apa pun, berdisarkan gender, yang menye-
babkan kemazian arau cedera arau penderitaan fisik, seksual, atan
psikologis bagi perempuan, baik di noang publik maupun pribadi™
(Pasal 1). Konvensi inl secara tegas mengakul hubungan antara ke-
kerasan gender dan diskriminasi, yang menunjukkan bahwa keke-
rasan tersebur menipakan manifestas dan hubungan kekuasaan
yang secara historls tidak setars anmra perempuan dan laki-laki,
dan bahwa hak perempuan untuk hidup bebas dari kekerasan er-
masik hak untuk bebas dari berbagai bentuk tindakan diskrimina-
si, dan untuk dibargai dan dididik bebas dari, antara lain, pola peri-
laku stereotip (Pembukaan dan pasal 6],

Terkait dengan perlindungan pengungsi perempuan, konvensi
ini juga mengakui kerentanan perempuan dan anak perempuan
terhadap kekerasan vang dischabkan antara lain karena ras atau la-
tar belakang etnis atau status mereka schagai pendatang, pengung-
si. atau orang terlantar. Pada Pasal 9 konvensi ini menyatakan:

“Berkenaan dengan adopsi langkah-langkah dalam bab ini,
Megara-negara Pihak harus mempertimbanghkan secara khu-
sus kerentanan perempuan terhadap kekerasan karena, anta-
ra lain, ras atau latar belikang emis atau stats mereka seba-
gal migran, pengungsi atau orang teelantar, Periimbangan
seripa harus diberikan kepada perempuan yang menjadi
korban kekerasan saar hamil atau yvang cacar, usta di bawah
urmur, lanjur usia, kurang beruntung secara sosial ekonomi,
werkena dampak konflik bersenjata atau dirampas kebebas-

annyi.”
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5. Regional Asia Pasifik

Tidak ada definisi yang diadopsi secarn universal rerkaic negara
yang termasik “kawasan Asia-Pasifik”. Dalam buku ini, definisi yang
diadops: adalah definisi operasional yang digunakan oleh Komisioner
Tinggi PBB untuk para Pengungsi (UNHCR) yang terdin agas Asta
Timur dan Pasifik, Asia Tengah, Asia Tenggara, Asia Selaan, dan Asia
Barat Daya,

i The Bangkak Privciples on Statns and Trearment of Refugees

Organisasi Ronsulmnf Hukam Asia Afrika amu Avfan-Africen
Legal Connliative Ovrganizavion (AALCO) adalah badan yang
memberikan nasihat kepada 47 negara anggotanya tentang masalah
hukum internasional. Pada 1966, organisasi tersebur mengadopsi
Banghok Principles on Sturws and Treatmient of Refugee: yang secara
hukum tidak mengikat. Pada 1970, organisasi tersebur mengadop-
si schuah addendum pada Prinsip Bangkok yang berhubungan de-
ngan “hak unmk kembali” dan pada 1987 mengadopsi addendum
Lain yang berhubungan dengan “prinsip berbagi beban®,

Antara 1996 dan 2001, Sekrerariar AALCO, UNHCE, dan ne-
gara-negara anggora mencurahkan banyak wakiu dan sumber daya
untuk membahas dan menyelesaikan revisi eks Prinsip Bangkok
yang dilakukan secara rerkonsolidast. Puncak dan proses ini adalah
adopsi Prinsp Banghok Revistyang vidak mengikar secara hukum
pada sesi ke-40 AALCO yang diadakan pada bulan Juni 2001. Tu-
juan dari adopsi Pringp Banghok Reisi ind antara lain adalab unrk
mienginspirasi negara-negara anggota untuk mengadopsi prinsip
rerscbut ke dalam suaru undang-undang nasional yang hal rerschun
berkaitan dengan smwus dan perlakuan erhadap pengungsi dan
memberikan panduan uniuk menangani masalah pengungsi. Sa-
yangnya, baik Banpkok Mrinciples yang asli maupun yang direvisi ri-
dak memiliki banyak dampak pada prakeik negara hingga saar ini.




{ia: 1 | Gamharen ertang Pemguegsi

b. ASEAN Human Rights Declaration

Association of Sendh Eas Avan Nanenr merupakan sebuah orga-
nisasi antarpemerintah yang telah didirtkan pada 1967, Sepuluh
angeota ASEAN adalah Brunel, Indonesia, Kamboja, Laos, Malay-
sia, Singapurn, Thailand, Myanmar, Filipina, dan Viernam. Sejak
15 Diesember 2008, ASEAN diarur aleh ASEAN Charser vang mie-
rupakan perjanjian vang mengikar secara hukum.

lada November 2012, P'ara Kepala Negara ASEAN mengadop-
st ASEAN Human Righes Declavarion (Dellarast Hak Asast Manusia
ASEAN] yang tdak mengikar secara hukum. Pasal 16 deklarasi rer-
sebut menyatakan bahwa “setiap orang berhak mencar dan mene-
rima suaka di negara lain sesuai dengan hukum negars teesebur dan
peranjian intermasional yang berlaku”. Namun, anggots ASEAN
enggan memasukkan masalah pencari suaka dalam agendu formal
ASEAN karena dianggap akan melanggar Piagam ASEAN rerkaic
prinsip non-cimpur tangan atau yang discbut dengan prinsip nan-

intervensi dalam urusan internal negara angpota

¢ The Almary Proces

Almuery Process secara informal diresmikan pada konferensi ling-
kup regional mengenai Perlindungan Pengungsi dan Migrasi Inter-
nasional di Asia Tengah vang diadakan di Almary, Kazakhstan,
pada Maret 2011, Konlerenst tersebur diselenggarakan aleh
UNHCR, IOM, dan UN Reglonal Centre for Preventive Diplomacy
Sfor Central Asia, serta didanai Komisi Eropa. Lima negara republik
Asia Tengah, yaitu Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkme-
nistan, dan Uzbekistan berpartisipasi dalam konferensi ini ditam-
bah dengan Afghanistan, Azerbaijan, Cina, Iran, Federasi Rusia,
dan Turki. Perwakilan masyarakar sipil juga hadir. Pada akhir kon-
Ferensi di Maret 201 1, negara peseria mengadopsi Deklerasi Afmaty
yang pada dasarnya tidak mengikar secara hukum. Deklarasi rerse-
but menckankan perlunya meningkatkan kerja sama untuk me-
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ngontrol migrasi tidak erator (frregndar migrasion) dengan cara
“menyediakan ruang suika dan sejalan dengan hukum inrermasio-
nal, terutama prinsip non-refoulement”. Konferensi tersebut juga
mengisyaratkan kemungkinan wercipranya Kerangka Kerja Sama
Regional.

Pada Seprember 2012, para pejabar yang ditunjuk sebagai Ko-
ordinator Nasional oleh Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Tajikistan,
dan Turkmenistan bertemu dan mengadopsi proposal uniuk Ke-
rangka Kerfa Kerfa Sama Reglonal unuk Mengatasi Gerakan Cam-
puran di Asta Tengah (Regional Cooperarion Framework to Address
Mixed Movements in Central Ana) dan Rencana Aksi Reglonal yang
saling melengkapi. Kerangka Kerja Kerja Sama Regional yang diu-
sulkan rerdiri atas “seperangkar pemahaman bersama”™ yang menca-
kup bidang-bidang yang diharapkan menjadi wadah unmk melak-
sanakan aksi bersama. Rencana Tindakan Regional yang diusulkan
digambarkan sebagal “benmk-bennik tindakan konkrer vang akan
diambil di bidang-bidang urama dari pemahaman bersami ini”
vang tsinya mencontoh 10 Poin Hencana Akst UNHCR,

Konterensi regional nngkat menter yang kedua diadakan di Al-
muaty pada Juni 2013 dan menghasilkan dokumen " Almary Proces:
Operacing Modalities”. Dokumen Modalitas Ovperasi tersebut juga
berisi kemungkinan pembentukan Unit Pendukung untuk pelak-
sanaan Almaty Proces, Saat Ini, kanior UNHCR dan 10M di Ka-
zakhstan menjalankan fungsi Unit Pendukung tersebus.

d. The Bali Proces and Cognate Initutives
Bali Process on Peaple Smuggling. Trafficking in Pevsens, and Re-
lated Tranimational Crime (Bali Process) diresmikan pada konfe-
rensi tingkat menter] yang diketual bersama oleh Ausiralia dan In-
donesia pada Februari 2002. Empar pulub lima negara berpartsi-
pasi dan menjadi anggota dalam “Bali Process”. Semua negara di
sub-wilayah operasional UNHCR di Asla Selatan, Asla Tenggara,
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Asia Timur dan Pasifik, dan Asia Barar Daya adalah anggota terma-
suk Irak, Yordania, Suriah, Turkd, Uni Emirar Arab, dan Amerika
Serikar. Beberapa negama lain herpartisipasi sebagal pengamat.
1OM, UNHCR. dan Unered Narions Office on Drugs and Crivee ju-
gt menjadi anggota Bali Process, serta sepuluh organisasi anarpe-
merintah lainnya juga berpartisipasi sebagai pengamar,

Pada Konferensi Tingkar Menterl Regional Keempar Bali
M'rocess, para Menten menyeejul Kerangka Kerja Sama Regional
(RCF) yvang ddak mengikat secara hukum yang diterapkan dalam
Final Co-Chairs' Statement pada 30 Maree 201 1. Pada paragraf 23
Pernyataan tersebur, disebutkan juga babwa pari menter melibar
mikalah yang disajikan oleh UNHCR yang berjudul Pendekatan
Kerja Sama Regional unouk Menangani Pengungsi, Pencari Suaka,
dan Gerakan Tidak Teratr, vang dipresensikan pada Ad Hae
Gronp UNHCR Regional Cooperation on Refugees and Irregular
Movements Workshopdi Manila pada 22-23 November 2010, dan
menilai pemaparan versebur sebagai “landasan yang berguna unuk
mengoperasionalkan kerangka kerja”. Kantor Dukungan Regional
didirikan pada Seprember 2012 unmk memtasilitasi operasionali-
sasi RCF, Kanvor ersebur rerletak di Banghok, wetapi di bawah pe-
ngelolaan bersama Australia dan Indonesia. Berbagai pertemuan
rerus berlangsung dalam kerangka Balf Proces hingga saar ini unuk
merespons berbagal rantangan dan kondisi yang berubah,

e, Chvil Secggy Inithatives

j:ring:mﬁ-:ﬂ: Pengungsi Asia Pasifik amu Asa Pacefic Refugee
Rights Neswork (APRRN) adalah jaringan organisasi masyarakar si-
pil dan individu yang memiliki komitmen unmk memajukan hak-
hak pengungsi di kawasan Asia Pasifik. APRRN, vang didirikan pa-
da November 2008, bergerak dalam bidang berbagi informasi, pe-
ningkatan kapasitas bersama, dan advokasi. Organisasi ini telah
mengembangkan visinya sendiri untuk Perlindungan Regional ba-
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gi pengungsi. APRRN wrebur mengembangkan Reearch and
Cosielation Strategy awnd a Plan of Action untuk mendukung pen-
capatan visi mercka dalam menjamin perdindungan pengungsi.
Inistanif masyarakar sipil lainnya adalah Awa Dialogie on Forced
Migrazion (ADFM) yang didirikan pada Agustus 2015, Forum ini
adalah second track proseyang mengupayakan pendekaran yang le-
bih efekeif, rahan lama, din bermartabar untuk peranganan mi-
grasi paksa di Asia-Pasifik. Forum ini dengan cepar menjadi forum
bagl ahli terkemuka dalam isu-isu migrasl paksa di wilayah Asia-
Pasifik, dan telah dipercaya oleh Bali Process dan ASEAN untuk
memberikan masukan yang bensifar independen dan kredibel. Da-
lam pengambilan keputusan, ADFM berusaha untuk melihar ke-
pentingan dari pemerinub dan non-pemeringab dari sembilan ne-
gara yang terkena dampak dan perwakilan dart UNHCR dan
10M, yang berindak dalam kapasitas masing-masing. ADFM di-
pimpin oleh Sekretartar Regional, yang diselenggarakan oleh Cen-
tre for Policy Development (CPIY} bekerja sama dengan lembaga ke-
bi jakean darl Malaysia, Thailand, dan Indonesia, ADFM menvyedia-
kan forum yang netral untuk membahas kebijakan dan pilihan
operasional bagi negari dan pihak-pihak lain vang sedang berusaha
menangani masalah migrasi paksa yang kompleks di wilayah Asia-
Pasifik. Meclalui diskusi independen dan pengembangan kebijakan,
dan kerja sama dengan mekanisme yang ada untuk kerja sama an-
tarpemerintah dalam masalah ini, ADFM berhamp dapar mem-
bantu membangun platform untuk kerja sama reglonal yang lebih
besar unuk mengatasi tantangan migras: paksa di Asial'asifik.

H. Klasifikasi Pengungsi
Dilihar dari lagar belakangnya cara yang ditempuh oleh pencart suaka

dalam memperaleh suaka, yaitu dengan memperoleh stanus aras peng-
ungst, lalah secara individu maupun berkelompok. Adapun tempat yang
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dapat dijadikan sebagai tempar untuk mencari suska dibagi menjadi dua
jenis, vakni:*
1. Suaka Teritorial
Suaka reritorial merupakan suaru rempar suaka adalah wilayah ne-
gara azan wilsyah yang terletak di bawah yurisdiksi suatu negara oleh
pemberi suaka. Suaki versebur dapar diberikan di suaru wilayah darar
dan juga wilayah yurisdiksi perairan negara pemberi suaka, rempar pa-
ra pencari suaka datang dengan menggunakan mansportasi kapal dan
inggal di dalam kapal yang membawanya selama masa swikanya terse-
but. Masa suaka im pada umumnya tidak lama, vaitu sebdum para
pencan suika yang bersangkutan langung dipindahkan ke wilayah
darar negara para pemberi suaka, atau sampai dengan kepergian para
pencari suaka selanjurnya ke negara lain,

2. Suaka Diplomarik

Suaka diplomarik merspakan rempar-tempar yang menjadi milik
atau dipergunakan untuk keperluan-keperluan resmi dari swam negara
pemberi suaka, yang rerdapar atau keberulan verdapar di wilayah nega-
ra lain, serta umumnya tempat tersebut diakui sebagai tempat vang -
dak dapar dilangar {inprolable), atau yang mempunyal suami kekebalan
(fmrmmendey) dard yurisdiksi suion negara yang menjadi temipat rermak-
sud berada arau keberulan berada. Tempar tersebut seperti:

1. Gedung dan pekarangan (premuies) sepertl misl diplomak atau
konsuler;

b. Rumah dinas kepala misi diplomarik atau konsuler;

c, Gedung dan pekarangan yang disediakan oleh suam negar
pemberi suaka yang lain dani yang rersebur (a) dan (b) di atas,
dalam hal jumlih pencari suakamelebihi daya mmpung, dan
rempat-tempat tersebut {a) dan (b} di aras:

d. Pangkalan arau kamp khusus militer;

¢, Kapal perang atau pesawat terbang para militer.

& Eularman Hamid, Cembags Sutka Dalast hulus demenom! et Rajs Grafinds Perssds, 20000 him T,
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I. Subjek Internasional
Tendapar 4 (empat) kategori orang yang membunihkan perlindungan
internastonal. adapun empat kategori tersebur adalah sebagal berikut:!
1. Refugees and Asylum-Seekers (Para pengungsi dan Pencari Sua-
kea)

Under LINHCR's manelate, & refugee is any perion who iy outside his
or her couniry of avigin or habitwal residence and iv unable or wnwilling
fo veturn there owing to (Di I:-awh mandar dari orga PBB wvaim
UNHCR, pengungsi merupakan seriap crang yang berada di luar ne-
gara asaloya atau rempar dnggalnya dan mercka mampu aau ridak
min kembali ke sana karena fakaor terentu):

1. A well-founded fear of persecuion for one of the reasons wer our in

the 1951 Convention (Scbuah rasa keakuran akan penganiayaan
untuk salah sara alasan vang dicetapkan dalam Konvensi 1951).

b Serions and indiscriminate threats to life, phiyiical integrity or free-
dom reinlting from generalized violence or eventi seviowly disturb-
ing pabiic order (vang merupakan suatu ancaman serius dan me-
lamggar hakuntuk hidup, integrivas secara fisik, atu kebebasan,
vang ditimbulkan darl vindikan kekerasan arau peristiwa serius
vang mengganggu ketertiban umum),

. Aw asplumi-secker i an individual who & seeking international pro-
tection whether at on individual or on 4 group basis. In countries
with individualiced procedures, an anlium-secker t5 someane whose
claim bas not yet been finally decided on by the country in which
e ar she bhas subnvitted it. Nov every arylumi-seeker will uftimaredy
be recopnized as a refugee, but every refugee i initially an ayploon-
seeker (Seorang pencirl suaka merupakan seorang individu vang
mencart perlindungan internasional baik sebagai golongan indi-
vidu atau secara kelompok. DN negara-negar dengan prosedur
vang mencrapkan sistem individual, sebuah pencan suaka me-

¥ LIMHCR, An infrockeinn fo inlamafions Profecion, Pradeciing Persnns of Cowcem o ONHCR, Bim 1415
x5
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rupakan seseorang yang bdum memperaleh keputusan oleh ne-
gara empar mereka relah mengajulan suaka. Tidak setap para
pencar siaka akhirnya akan diakui sehagal para pengungsi. tpi
setiap pengungsi awalnya merupakan para pencari suaka).

. Although refugees ave increasingly confused with other migranss, the
difference 5, in principle, quite clear. Refugees do nat choose to leave
their countries, but are forced to do so our of a fear of persecution.
By contrart, other migranss do enjoy the protection of their Iarne
conntries bt decide fo leave of theiv own volition, for instance,
imprrove their economic titnation or becae of family links (Mes-
kipun kedudukan sebagai pengungsi sulit dibedakan dengan
imlgran, perbedaannya adalah pada konteks maupun prinsip-
nya. Pengungsi ddak memilih unmk meninggalkan negara me-
reka, tetapi dipaksa karena keadaan unk medakukannya kare-
na rggg tmkut akibar indakan penganiayaan yang akan dialami-
Rya. tknya, migran yang menikmari perlindungan dari ne-
gara asal mereka, verapi memurmskan unmk meninggalkan ne-
garanya karena berdasarkan aeas kemauan mereka sendirl, seper-
th halrya, untuk memperbaikl sinuasi ehonomi mereka atau ka-
rena hubungan keluarga).

2. Rerwrnees (Orang-orang yang Kembali)

Returneer are former refugecs or internally displaced persons [1DPy]
wbo return to their country or area of ovigin, whether iponiaveansly or in
an arganieed manner. 1t i crucial that they retivrn volunarily in safety
aned dignivy to at least minimeune conditions of plysieal, legal and material
safery (Orang-orang vang kembali merupakan mantn pengungsi atau
stamusnya yaim pengungsi internal [LDPs] yang kemball ke negara
atau daerah asal mereka, mercka secara spontan atau dengan cara yang
rerorganisasi. Sangat penting memberikan perlindungan internasional
kepada mereka yang kembali secara sukarela untuk keselamarman hidup
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dan mamabarnya, setidaknya kondisi kesclamaran fisik, hukum, mau-
pun materi).

3. Stareless Persons (Orang-orang Tanpa Kewarganegaraan)
These are men, women and children whe ave not considered to be nari-

ooectls by any Stave. Ai such, they are wishont any effective nazional prozec-
siant araed iy face disoriminaiion when it comes to gecessing rights gevner-
ally available re mationali (Seriap orang, baik laki-laki maupun perem-
puan dan anak-anak yang tidak dianggap schagai suaru warga negara
oleh setiap Negira, Dengan demikian, mereka ranpa adanya perlin-
dungan nasional yang bervitat efelail dan mungkin menghadapi suatu
tindakan yang bersifar riminasi ketika darang dan ridak memper-
oleh akses aras suatu hak-hak yang rersedia uniuk seorang warga nega-

ra).

Negeri)

Internally displaced perions [IDFPs] are prople wha bave been foreed to
fler sheir howes ar a resnde of armed conflice, internal strife, yyetematic o
bavtanes af bavmaan vighes ar natoral or man-made disasgers and who are
within the tervitory of their awn cosntry. UNHCR i only involved wich
TPy wnder certivin conditions (Pengungsi invernal /dalam negeri [IDPs]
merupakan arang-orang vang telih dipaksa meninggalkan ramah me-
reka karena suatu konflik bersenjata, perselisihan internal, pglanggar-
an sistemaris atas kejahatan kemanusiaan dan pelanggaran asasi
manusia atau bencana alam dan berada dalam wilayah negara mercka
sendiri. UNHCR hamya redibar dalam penanganan dengan pengung-
si internal tersebur dalam kondisi terentu).
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Bab 2
Keberadaan dan

Perlindungan Pengungsi
di Indonesia

A. Keberadaan Pengungsi di Indonesia

Indonesia merupakan negara yang diapic dua samudera, Samudera
Hindia dan Samudera Pasifik, dan diapir juga oleh dua benua, yairu be-
mua Asia dan benua Australia. Keadaan ind menjadikan Indonesia berada
pada posisi yang strategis untuk dijadikan salah saru destinasi berniaga,
melakukan kegiatan perckonomian antarnegara, bahkan rempar transis
internasional. Selanjuinya, wilayah Indonesia vang luas menjadikannya
dinobatkan schagai negara kepulavan rerbesar di dunia' Luasnyva wilayah
ini menyebabkan terbarasnya janghkavan pengawasan oleh pemerinah di
seluruh wilayah perbarasan negara.

Posisi strategis versebur menjadi salah saru penyebab Indonesia kemu-
dian menjadi salab saru negara yang banyak disinggahi oleh para peng-

ungsi dan para pencari suaka yang berasal darl berbagal negara. Sejarih

Yudha banggiaP. Purs “Pebanbans benampeng 83 Pengungsi imgran’, hif pa-Yews reoutilba. oo odfosia

rasionabdoe mh BT U giigospat ardacg-ma ampung-Si0penqungssmigran doisss pada mnggal I Septom
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kedatangan dan keberadaan pengungsi di Indonesia sudah dimulai sejak
rahun 1975 yvang berawal dar kedstangan manusia-manusia perahu asal
Vietnam.' Kemudian mulai berdatangan para pengungsi dari negara lain.
Baik yang hanya berniar singgah arau memang menuju Indonesia, yang
semakin lama jumlahnya semakin banyak dan telah terscbar di berbagai
wilavah di seluruh Indonesia.

Oleh karenanya, Indensia membangun Rudenim di berbagai wilayah
Indonesia, yain:’

1. JL Jenderal Achmad Yani No. 31 A, Tanjung Pinang
. Sosial Tengah No. 66 Lamaru, Balikpapan
. JL Raya Ulwwatu No. 108, Jimbaran, Kura Selatan, Badung
. JI. Peta Selatan No. 5-1D, Kalideres, Jakarta Barar
. L Seckarno No. 16 A, Kupang
. Jl. Lembaga Bolangi, Gowa, Mokassar
. JL Lingkar {(Ring Road) Malendeng, Paal 2, Mamado
. 1. Selebes-Belawan, Medan
1. JL Jenderal Sudirman Mo, 233, Pekanbaru
10, 1 Adi Sucipro km. 15 Kubu Raya, Kalimanan Barat
11. JL Hanoman Raya No. 10, Semarang
12, ]I Raya Raci, Bangil, Pasuruan
13. ]I Kabuparen | Neo. 1, Apo Camat, Javapura.

e = T T R
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Diagram 1. Detensi dan Pengungsi Rudenim di Indonesia

IIII _llll E N ews

B Kapanitas W bmmagrator W Porgungs
Sumber: htrpsy fwww.imigrasigo. id/hubungl/detensi,
diakses pada 26 Desember 2020,

Perscharan jumlah penpungsi yang ada pada ketigabelas rudenim di
Indonesia relanif ddak merata. Seperti pada mbel berikur:

Tabel 1. Detensi dan Pengungsi Rudenim di Indonesia
Kota Kapasitas Imigrator  Pengungsi

Pangkal Pinang 400 m gar
Semarang B 17 5
Manado 100 B 0
Makasar a0 1 1813
Medan 120 16 213
Baiikpapan 150 2 i]
Kiupang 20 0 256
Denpasar 80 1 0
Jakara 120 138 1723
Pexanban 125 i} | 1016
Surabaya 80 0 380
Ponfianak 210 i ]
Jayapura 80 1 ]

Sumber: Dirckorar Jendral Imigrasi per 31 Mei 2019,

(k.
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Begitu pula dengan berbagail macam perscharan beberapa mudenim de-

ngan kriteria khusus yvang ada di Indonesia, di anmmanya:

Diagram 2. Data Orang Asing (Deteni) yang ditahan
di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar

m Laki-taki

= Perempuan

Sumber: higp:!/redenimdenpasar imigrasi.go id/statis-7-separah.hml,
diakses pada 26 Desember 2020,

Tabel 2. Data Orang Asing (Deteni) yang ditahan
di Rumah Detensi Imigrasi Denpasar
Mo. MamaNegara  Lakidaki Perempuan  Jumlah
Iran 2
MNigeria 6
Pantai Gading 1
Mesir 1
Maroko 1
Venezueta 0
K.roasia 0
Selandia Baru 1
Guinaa Bissau 1
oiera Lione 1
11. Bangladesh 1
Jumniah 15 £ 17
Sumber: higp://rudenimden pasar.imigrasi. go.id/staris-7 -sefarah.heml,
diakses pada 26 Desember 2020,
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Tabel 3. Data Deteni Rudenim Manado

Stntus Detery
No Kebangsaan llegal Asyum  1X _ ol Kt
e En Eanawhar Rejocied | TTiugae  Immigrakor
! Mghanistan 0 0 0 0 10 0 LS
2  Somalia (1] 0 ] 0 1 1 il
3 Malaysa 0 a g 0 f ]
4 Panlal Gading 0O 0 a 0 1 1 L
2 Filipina 0 0 0 0 7 7 GLAP
§ FederasiRusia 0 a 0 0 t T
Jumiah 0 i i 1] ] | 21

Sumber: herps:/fwww.rudenimmanado.com/data-dereni-20-juni-2019

Tabel 4. Rumah Detensi Imigrasi Pontianak

Periode Seprember 2020
No.  Negara Laki-laki Parempuan Jumiah
1.  Vietnam o0 ] &0
4. Thaiand 1 0 1
Total o1 0 51

Sumber: higpe!frudenimponnanak. imigrasi go.id/jumlah-deteni-di-
rudenim-pontianak/, diakses pada 26 Desember 2020

Tabel 5. Detenl dalam Pengawasan Rudenim Semarang

Mo Megara Jumiah
1 Lesotho 1
2  NMigeria 5
3  Taiwan 2
4 [rak 1
5  Panlai Gading '
6 Ghana 1
7 Mesir 1
8 Somalis 13
8  Myanmar 6
10  Afghanisian 32
11 sk B

Jumlah 70

sumber: hirps:// rudenimsemarang.com/,
diakses pada 26 Desember 2020.
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B. Peranan Organisasi-organisasi Internasional dalam Menangani

Pengungsi di Indonesia
Tara kelola migrasi global relah mengalami perubahan signifikan sela-

ma 16 tahun rerakhir. Pada rahun 2007, bidang migrasi masih dapar dise-
but sebagai “substansi tanpa arsivekiur™ karena kerangka normatif yang
ada ridak didukung oleh serukrur kelembagaan vang repar Akan reapi,
setelah inw rerdapar perkembangan yang cukup maju dart keranghka nor-
matif dan instinusi. Perkembangan yang relah rerjadi dapar dikatakan
mengalami perbatkan dengan cira yang agak ddak teratur, dengan mra
kedola migrasi yang secara global tampak seperti terfragmentast dan ber-
bagai lembaga di berbagai tingkar dengan agenda dan prioritas vang ber-
beda, dan terkadang bersaing. Perbaikan kerangka normatif dan insorusi
ini menjadi semakin jelas pada mhun 2015 karena adanya “krisis migrasi”
di Laut Mediterania. yang dipicu oleh kedamangan lebih darl sam juta
migran dan pengungsi di pantai Eropa. Krisis kemanusiaan yang sangat
kompleks tersebur menyebabkan beberapa inisianil vang bermujuan untuk
mereformasi @ kelols migrasi global,

Perhimpunan rara kehidupan masyarakar internasional kemudian me-
lahirkan organisasi yang mengakomodas setiap kegiatan yang berkenaan
dengan masyarakar iru sendiri. Negari-negara yang rerhimpun dalam ar-
ganisasi internasional kemudian ditkar eleh suatu perjanjian internasio-
nal. Perjanjian terschbut mengandung komponen penting, meliput ang-
garan dasar dan personalitas yundik yang dimilikd oleh masing-masing
negara anggota dengan ketenman yang berbeda. Dalam pdaksanamnya
di Indonesia, lembaga vang berwenang untuk melakukan penanganan
rerhadap pengungsi dan imigran gelap yaitu UNHCR dan 1OM. Dua
organisasi ini yang berperan besar dalam penanganan pengungsi di suan
megara,

+ Alonod, Alonndee T “irviemaborsl Logal Monns on Migrelion Substenoe withoud Archinciue,” dalees Flys-
awrd Crlmwirski, Aicrars Pemechoud, dan Esee e Oonald feds:). infemalonal Mgration (aw Jessloping Pam
g ! Ay Clabergal [The Hague THC Aeser Press, J00T] Wm. 867
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UNHCR dan 1OM didirikan pada wakiu yang bersamaan. UNHCR
didirikan pada whun 1951 sebagal organ ambahan dari Uieedd Nations
Creneral Asembly (UNGA) unruk memberikan perlindungan hukum in-
rernasional dan solusi yang lebih tahan lama bagi para pengungsi. Awal-
nya, UNHCR dianggap scbagai “badan yang lemah dan bersifar tidak
operasional”’ yang akan melaksanakan wgasnva untuk kepemtingan
pengungsi melalul kemitraan dengan negara dan lembaga lain yang terli-
bat dalam masalah pengungsi. retapl kemudian seiring dengan imple-
mentasinya di lapangan, badan ini menjadi semakin bersifar lebib opera-
stonal. Sementara itu, JOM, yang pertama kali dikenal sebagai Provisfonal
Intergoevernmental Commitice for the Movemens of Migrants from Ewrope
{PICMME) dan kemudian bergant menjadi Insergosermmental Cormnrie-
tee for Enropean Migranan (ICEM), didirikan pada vahun yang sama re-
pi di luar sistem PBB karena adanva keputusan Amerika Serikar bahwa
negara-negara komunis harus tetap berada di luar badan tersebur, Alasan
Amerika Serikar dapar dipahami terutama karena organisasi operasional
ersebur bermugas mengarur pemukiman kembali juraan orang Eropa ke
negara-negara lain.

Meskipun ada berbagai pertimbangan yang berbeda pada saar pendiri-
an UNHCR dan [OM, rerapi beberapa pertimbangan tersebur saling me-
lengkapi (complemenearity) antara mandar kedua organisasi.” Komple-
mientarias ind sering verlihar di lapangan, saar UNHCR dan 1OM sering
bekerja sama dalam berbagit kesempatan,” Sebagal organisasi internasio-
nal yang menjalankan fungsi serupa dalam membantu pengungsi, frer-
national Organization for Migration {(1OM) dan United Nations High
Commissigner for Refugees (UNHCR) relah berusaha untuk bekerja sama
sejak didirikan dan tidak lahir unruk saling menjaruhkan satu sama lain,

Sejarah kerja sama rersebur relah mendorong dua organisasi ini memper-

¥ Ella, Jérime The Msioncal Reots of Cooperation teiwesn tha LN Hgh Commimssiones ior Relugess and (he
imdomaional {Iganzation for Migeton”, Globel Gowmanee 4 Aevew o Wilfdwsism and hisnsions
Orpganimbiota 18 (1) 20101 kim. 344

U

! Pacoud, Anoine, “What Da We Know about ha inlemagional Crganizabon for Migrstion ™ _memal of Efnic pag
Mgration Studier dd | 100 (2038 him T8E5
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luas kerja sama dalam misi bantuan pengungsi ke berbagai negar terma-
sitk ke Indonesia, Melalui koordinasl yang setara dan independen, dua
arganisasi ini bekerja sama dalam mengeluarkan pernyataan bersama,
berbagi sumber daya, menyelenggarakan dan menghadiri konferensi, dan
menghubungkan berbagai negar dengan negara lain. Namun, hubungan
mereka juga menjadi semakin tegang scdama beberapa mhun terakhir, se-
bagian besar karena kecenderungan mercka untuk memperluas mandar
mereka dan karena beberapa perbedaan mendasar vang paling menonjol
ketika kedua organisasi rersebur bekerja dengan kelompok oring vang
Sl ITIL

Salah satu perbedaan utama yang juga menjadi penyebab porensial ge-
sekan antara UNHCR dan 1OM adalah rerkait “mandat perlindungan”.
UNHCR memiliki mandar perlindungan yang kuar berdasarkan stacua
mereka sendiri serta berdasarkan Konvensi Pengungsi 1951, Konvensi
Pengungsi memberi UNHCR otoritas yang kuat dalam hal mengeluar-
kan aruran atau terlibar dengan pihak berwenang dalam masalah peng-
ungsi. Selain iy, UNHCR juga dapar melakukan advokasi uniuk peng-
hormaran dan pemenuban erhadap hak-hak pengungsi (mengingar ne-
gara memiliki anggung jawab utama dalam hal pedindungan pengungsi)
dan telah menjadi salah saru aspek kunci dari implementasi tugas
UNHCR di lapangan. Pada sisi vang lain, 1OM dikridk selama ini karena
ridak adamya “mandat pedindungan” tersebut. Fakranya, banyak dari ak-
tivitas manajernen migrasi [OM di lapangan difokuskan pada pengiwas-
an perbatsan, penegakan hukum, serta perang melawan migrasi ilegal.
Dalam menjalankan wgasnya di hipangan, 10M dianggap rdak cukup
banyak mempertimbangkan hak asasi manusia dan aspek pedindungan,
dan bahkan mungkin, pada beberapa kasus dianggap mempersulit orang
yang membumhkan perdindungan untuk mencar keselamasin.” Sebagai-
mand dikaakan oleh berbagal pengamar. akrivitas 1OM direngarai sebe-

# g
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narnya “beroperasi untuk kepentingan perdindungan negara atas pencari
suitha”."

Terkait dengan pelaksanaan tugas danl organisasi internasional yang
mengurust masalah pengungsi di Indonesia, ada sebuah cararan krivs dari
schuah penelitian terkait pelaksanaan fungsi dari 1OM yang ditugaskan
di Indonesia, Dalam penelivian Asher Lzrarus Hirsch & Cameron Doig,
Ohrsrourcing contral: the Tnternadional Organization for Migration i Indo-
nesia'® mengungkapkan hahwa IOM menerima dana yang cukup besar
dari pemerintah Australia untuk melikukan berbagai operasi pengendali-
an migrasi di Indonesia. Isi anikel tersebut menyoron operasi manajemen
migrasi [OM menargetkan pencarl suaka, mengontrol pergerakan mere-
ka, dan mencegah kedamngan mereka di pantai Ausiralia. Pendekaran
[OM Indonesia di antaranya dengan penanganan penahanan migran ge-
lap, pemulangan pencan suaka dan pengungsi ke negan asalnyva, pengu-
aman konrol perbatasan Indonesia, dan kampanye informasi publik un-
twk mencegah orang natk perahu ke Auseralia uniuk mencan suaka Tu-
lisan tersebut menguraikan balwa vakak ini sering kali membahayakan
hak pencarl suaka dan pengungsi di Indonesia dengan memprioninaskan
agenda pencegahan geopolitik Auseralin. Kegiatan wrsebur merupakan
kontradiksi dengan hubungan [OM yang kebib deka dengan PBB sejak
mmhun 2016, vang dalm rulisan ersebur memperoleh kritkan scbagal
blue-washing: mencipakan kesan organisasi kemanusizan sekaligus mela-
kukan keptatan pengendalian migrasi atas nama negara-negara donor df
belahan dunia urar."

Salah satu awal kedatangan pengungsi di Indonesia adalah peristiwa
perang di Vietnam yang menyebabkan rarusan ribu hingga jutaan orang
berimigrasi. Frank Frost dalam arikelnya, Vietmem, ASEAN and the fndo-
cina Refugee Crisis membagi fase gelombang pengungsi Viernam menjadi

® fighuingh, ishan dan Alson Moavte, Migaaian Managemen o e Bened| of Woon? inerogring the Waer ol
P Imtemalional Organitsicn [or Migetion”, (e Skl 15 (7) 2I0T) Hm 23-34.

% Aabhir Lazuns Mimch & Cameron Do, “Dolsourcing comtml: Ba inlsmabonl Cganeaiion lor Mignrdon in
irionesa”, The Infemuslional Josvmas’ of Harsan Bighty | 2018 kim, 2
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lima fase.” Fase pertama yaitu terjadi saar timbul kepanikan yang ber-
dampak pada evakuasi 130,000 orang Viemam oleh rentara Amerika Se-
rikatr yang terjadi hanva beberapa minggu sebelum Kota Saigon jansh ke
penguasaan komunis, fase kel rerjadi gelombang 30000 pengungsi ke
luar Viemam menuju negara-negara sekitar Indocing pada mhun 1975
hingga awal 1978, Tahun-tahun rersebur merupakan masa peralihan di
Vietnam yang menimbulkan wkanan polidk din ckonomi sebagai dam-
pak restrukrurisasi pemerintahan serta pendirian berbagal kamp-kamp
re-edukasi dan zona-zona ekonomi baru. Fase keriga, yaltu sebanyak
200.000 warga etnis China meninggalkan Viemam menuju perbatasan
RRT yang terjadi mhun 1978 suar sentimen werhadap emis China me-
nguat dan disertai gelombang kedarangan lebih dan 60.000 orang Viet-
nam di negars-negara Asia Tenggara dan Hong Kong yang menggunakan
kapal-kapal kecil. Fase beempat terfadi saat RRT melakukan invasi ke Vi-
emam pada Febroar hingga Marer 1979, yang menyebabkan 175.000
prang melakukan eksodus ke negara-negara Asla Tenggara. Kemudian,
fase kefima terjadi hun 1979 saar beredarnya kabar entang rencuna
pembangunan tempat penampungan pengungsi di negara-negara Aska
Tenggara,

Mengatasi problema pengungsi ini, pada Februari 1979 para Menteri
Luar Negeri ASEAN mengadakan pertemuan di Bangkok. vang mengha-
silkan Bangkok Statentent 21 Februari 1979. Negara-negara ASEAN setu-
ju bekerja sama untuk meringankan beban pengungsi dengan menyiap-
kan tempar pusat prosessng, schagai tempat rransit sementara dengan ba-
ras wakmi dan jumbah enenu sesuai dengan kemampuan negara masing-
masing. UNCHR dan negara-negara maju pun diharapkan memberikan
bantuan. Penanganan pengungsi dilanjutkan dengan perremuan Presiden
Socharto dengan Perdana Menteri Thailand, Krangak Chomanand. ka-
rena jumlah pengungsi relah mencapai 200.000 orang yang erschar di

1% Frar Frogl, "ASEAN ard {he indochina Redages Crisls”, Scuttess! Ssan ARaer. him ME Uaies sl ienlang
limw fasa i damhi San Ayan Proseta Budman, Hebiphar indonesa terhad sp S engusgsl Vielnam & Pulsu Galang
1579-7806", Skrns’ Liverslan Indonesia (2072) Him. 34
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negara-negara ASEAN, Tindak lanjur dan pertemuan tersebur, Menlu
Rl Mochtar Kusumaadmadija pada bulan April 1979 beranghar ke Jene-
wa menemid Paul Harthing, Conemidoner UNCHR. Usul Indonesia me-
nawarkan Pulaw Rempang arau Galang scbagai pusar pemrosesan peng-
ungsi disetujui. UNCHR kemudian membuka kantor di Jakara, sekali-
gus menyelenggarakan pertemuan 24 negara pada anggal 15-16 Mei
1979, Dari hasil pertemuan emebut pemerinmah Indonesia membentuk
tim pembangunan tempat pemrosesan vang terdiri a1as Depanemen Pe-
kerjaan Umum, Deparrement Hankam, dan Diepartement Dalam Nege-
Rt

D4 Pulau Galang, para pengungsl asal Vietnam ini dijaga kevar aparan
keamanan Indonesia dan gdak diizinkan meninggalkan pulauw. UNHCR
kemudian membangun berbagai fasiltas, seperti rumah sakir dan barak-
barak berupa bangunan memanjing yang difungsikan sebagai rempar
tinggal bagi para pengungsi. Camp pengungsi itu dioperasikan cukup la-
ma, yaltu mulal 1979 dan pengungsi rerakhir yang dipulangkan pada ra-
hun 1997, Luas lokasi empar penampungan para pengungsi di pulau ter-
sebur 80 hekrare dan mampu menampung 250 ribu jiwa. Dalam perkem-
bangannya, pulau rersebur bukan hanya ditempat pengungs sal Vier-
nam, tetapi ketika im Pelau Galang juga menampung warga Kambaoja,
vany juga melarikan diri dar negaranya karena perang. Jumlah pengungsi
di Indonesia kemudian mulal menorun hingga akhir mhun 19940-an, -
api jumlsh kedatangan pengungsi ke Indonesia kemball meningkar d
mhun XM, 2001, dan 2002, Meskipun jumlih kedatangan kemudian
menurun kgl pada mhen 2003-2008, ren kedatangan kembali mening-
kar di mhun 2009, Pada 2015 dan seterusnya hingga mhun 2019, keda-
wngan per-rahun kembali menurun.

Adapun hingga akhir Desember 2019, menunar data UNHCR., jum-
lah pengungsi, vaim golongan pengungsi kumularif di Indonesia. rercaear
sebanyak 13.657 orang darl 45 negara dan lebih dari serengah populasi

S Fandi, Ponampungan Dang Vienam 4 Pua Galeng 1ITE4TE, AVaATaAd, e-Joumal Pantoiien S
Jarah ‘vl 1, No. 1 (Januar 2013}, him. 187
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rersebut datang dan Afghanistan.' Sedangkan data dari Dirckiworar Jen-
deral (Ditjen) Imigrasi Kementeran Hukum dan HAM, sampal Mares
2019 rerdapar sekimr 14 027 orang yang terdin atas 10, 72% orang peng-
ungsi dan 3.298 orang pencari suaka di Indonesia yang berasal dari 17
negara. Mercka terdin atas 9.563 orang laki-laki dan 4.464 orang perem-
puan. Dari jumlah tersebur, 5.552 orang di antaranya merupakan peng-
ungsi mandirl, sedang 8.475 orang lainnya pengunpgsi dan/atau pencari
suaka yang ringgal di empar penampungan sementara (biasanya adalsh
rumah detensi di bawsh Ditjen Imigrasi Kementerlan Hukum dan
HAM), vang terdapat di 8 (delapan) kot di Indonesia, dengan sebaran
sehagai berikut:

Tabel 6. Sebaran Wilayah Keberadaan Pengungsi di Tempat
Penampungan Sementara (per Maret 2019)

Kota Jumilah
Medan 2 108
Makassar 1.825
Jakarta 1.674
Pekanbaruy 1.125
Tuw{g_F'lnang 2498
Surabaya 384
Kupang 2
Semarang 83
Total B -ﬂ'!_

Sumber: Direktorat Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Maret 2019,

U UMMCH d indoresa”, Mipe: Py unhergegfidfenrer-d-lndonnsa, dakses pada eeggad 17 Junl 091 pukal
b Lk
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Diagram 3, Sebaran Wilayah Keberadaan Pengungsi di Tempar
Penampungan Sementara (per Maret 2019)
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Sumber: Direkrorar Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Marer 2019,

Tabel 7. Kebangsaan Pengungsi yang berada di Tempar
Penampungan Sementara (per Marer 2019)

Megara - Jumiah
Alghanstan d. 825
Somalia | 1.099
Myanmar | 608
Srilanks | 440
Sudan 354
Palestng 350
|rak _ 249
Pakistan T4
Iran _ 156
Ethiopia &7
Erilraa 1)
Yaman _ prd
Vietnam 20
Mesar _ 12
Surigh 9
Yordania 3
Bangadesh 2
Total B. 475

sumber: Direktorar Jenderal Imigrasi, Kemenkumham, Marer 2019,
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Diagram 4. Kebangsaan Pengungsi yang Berada di Tempat
Penampungan Sementara (per Maret 2019)
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Sumber: Direktorat Jenderal Imigrast, Kemenkumham, Marer 2019

Indonesia sendini. dalam perkembangan arus pengungsi, sehenarmya
bukan menjadi negara tujuan dari pengungsi. Sesuai pernyacaan dari
Ulited Natioms High Commisioners for Refugees (UNHCR), Indonesia
umemunya hanya dijadikan schagai negara transit dan para pengungsi dan
pencari suaka. ' Indonesia ridak rerikat dengan Konvensi Jenewa 1951
dan Prowkol 1967 {mandate refigea). Adapun penentuan bagl status pa-
ra pengungsi di Indonesia berada pada UNHCR, sedangkan bagl negara
yang terikat dengan dua instrumen internasional rersebur, penenman sta-
rus atzs pengungsi berada dalam kendali negara versebur (manory refu-
gres). Adapun prosedur penennuan starus pengungsi | Refigee Status Deter.
mrinasion/ RSD) oleh UNHCR dilakukan melalui tahapan sebagai bers-
it

 Bicliya Merdan Yo'd, “Kajmn Yurids Pedndungan Pangungs: & indones:z Baisinh Berialoanya Perstumn
Frosidon Repebii indonesis Nomor 138 Tahun A8 teniang Parangaman Pengungs dan Luar Megee!™, Jumal (s
Ferl Vol 2, Mo, 2 i5eplanbet 2006 Alm 464
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Bagan 1. Alur Penentuan Starus Pengungsi
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Sumber: Mitra Salima Survono,
Associate Ecrernal Relavion| Public fnformation Officer UNHCR

Tuojuan utama dari pengungsi tersebur, menurur UNHCR, adalah
Australia. Australia, sebagaimana negara-negara maju lainnya, memilikl
paell farror vang menartk bagh kedatangan migran ke negaranya, vakni ke-
hidupan atas rasa aman dan dengan ringkar kesejahreraan yvang ringgi,
Kehidupan dalam bermasyarakar yang umbuh di Auvstralia memudah-
Lan para pengungsi dan pencard suaka tersebur, vaim untuk beradaptasi,
Selain dru, juga rerdapar kepercayvaan di antara para pengungsi dan penca-
ri suaka bahwa lebih mudah untuk memperoleh smrus pengungsi di Aus-
ralia dibandingkan negara-negara lain, dan hal ini menyebabkan mercka
berusaha darang ke negara Australia dengan berbagai cara,

Sejumlah pencari suaka berupaya langsung datang ke Australia dengan
menggunakan ransportasi kapal kavu secara ilegal dan juga sebagal ma-
nusia perahu (boar people).'” Namun, adanya perubahan atas kebijakan
wrsehut belakangan ini yang direrbitkan oleh Ausrralia rerkale pencari
suika dan pengungsi vang dikenal dengan s back the boar palicy dan
penolakan terhadap resetlement bagi para pengungsi, mengakibatkan
tmbulnya suaru lonjakan jumlah pencari suaka dan pengungsi yang ha-

= e Puaypand, "y Pescar Suaka Dtam Mubunges Sisteral indonesa-hiniraka”. ip Sngar Hubumgan
imerannnal, Vol V1. bo JUNPIDIFebresy 214, Mm &
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rus terrahan di Indonesia. Berdasarkan data dan UNHCR, hingga akhir
Desember 2019, jumlah pengungsi kumularf di Indonesia rercarat hing-
ga 13, 657 orang dari 45 negara dan lebih diri setengah populasi tersebur
darang dari Afghanistan.'” Para pengungsi wersehur diemparkan di riga
belas rumah detensi imigrasi (Rudenim} dan berhagai tempar penam-
pungan lainnya yang ada di beberapa provinsikabuparen/kora di Indo-
mesia, termasuk di Ko Pekanbara dan Kot Madassar,
1. Keberadaan Pengungsi di Kota Pekanbaru

Ko Pekanbary menepakan ibukota dan kota terbesar yang berada
di Provinsi Riau, Indonesia, Kota inl merupakan salah sam sentra cko-
nomi terbesar vang ada di Pulau Sumatera, termasuk sehagai kota de-
ngan tingkar pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang terunggs "
Secara geografis, Ko Pekanbaru memiliki posisi straregis berada pada
palur Lints Timur Sumartr yang rethubung langsung dengan bebera-
pa kota, seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah adminis-
eratif diapit oleh Kabupaten Skak pada bagian uram dan timur, semen-
tara bagian barat dan selaran oleh Kabupaten Kampar,

Kot Pekanbara memiliki 12 kecamatan dari 63 desa dan 63 kelu-
rahan. Ko ini juga memiliki lembaga tingkar desa atan kelurahan
yang terdin atas 2.266 K1 dan 639 RW. Setiap tahun, penduduk di
kota ini terus berambah, pada akhir 2010 mencapal 897.768 fiwa
Setiap kecamatan memiliki jumish penduduk yang berbeda, Keca-
matan [ampan memiliki penduduk terbanyak scbanyak 169,655 ji-
wa. Penduduk di Kecamatan Marpoyan Damai sebanyak 125.697 ji-
wa, Becamaran Tenayan Raya 123.155 jiwa, dan jumbh penduduk
yang sedikit adalah Kecamaran 5ail 21.438 jiwa. Bahasa yang diguna-
kan adalah Indonesia, Melayu, Jawa, Baak, dan Minangkabau,

Mata pencaharian masyarakar di Kota Pekanbaru rerdird aras bebe-
rapa bidang, yaitu pertanian, industri, kontruksi, perdagangan, mans-
portasi dan komunikasi, keuangan, jasa, dan lain-lain. Masyaraka

7 U d indonesia..”
i Darmawnk, “Dielerminas Rigiskaei Pendadcl & Hoby Peanhand”, Terla Rinw, Vol WL No 2{2008] b= 61
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di kot ini memiliki mata pencaharian utama, yain pada bidang per-
tanian sehanyak 4,70%. Mata pencaharian masyarakar di bidang per-
tanian ini terdiri atas pertanian tanaman pangan, perkebunan, peter-
nakan, dan perikanan. Bidang induseri sebanyak 6,56%. Bidang per-
dagangan sehanyak 40,25%, tansporasi dan komunikasi sehanyak
5.48 %0, keuangan 5.97%, jasa sehanyak 26,02%, dan bidang Linnya
sehanyak 1.40%,

Kota Pekanbaru memiliki sarana pendidikan vang terdiri aras seko-
lih neger dan sekolah swasta. Jumlih sarana pendidilan yang wrda-
pat di 12 kecamatan yang berada di Kom Pekanbaru dinilai cubup.
Taman Kanak-kanak sebanyak 300 unit, Sekolah Dasar sehanyak 456
unit, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 300 unit, Sekolah Mene-
ngah Aras dan Kejuruan sebanyak 89 unit, Perguruan Tinggi dan yang
sederajar dengannya terdapar 70 buah. Masyarakar yang berada di
Kabupaten Pekanbaru sebagian besar menganur agama Islam. Tahun
2019, sebanyak B4.80% penganut agama lslam, penganur agama
Kristen (Kamolik dan Provesman) sebanyak 9.60%, penganur agama
Buddha 3.46%., penganut agama Hindu 1,25%, dan lainnya sebanyak
0, 8%%.,

Kota Pekanbaru merupakan salah saru dari 13 ko yang memiliki
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) di Indonesia hingga saat ink
Berdasarkan Pasal | Angha 15 Undang-Undang Nomor 9 tahun 1992
tentang Keimigrasian discbutkan bahwa karantina imigrasi merupa-
kan tempat penampungan sementara bagt orang asing yang dikenakan
proses pengusiran arau deportasi atau tindakan-tindakan keimigrasian
lainnya. Berdasarkan undang-undang tersebur, dikenal isdlah Karan-
tira Imigrasi sebagai swaru bentuk permulaan dari Rumah Deensi
Imigrasi (Rudenim). Seiring dengan meninglkarnya lalu linas lingkup
orang, baik vang keluar maupun yang masuk ke Indonesia, berpotens
menimbulkan permasalahan keimigradan rerhadap kedatangan dan
keberadaan orang asing di Indonesia vang memerlikan upaya penin-
dakan bagi orang asing yang melanggar ketenman perundang-un-
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1]

dangan yang berlaku. Untuk menpefeksifkan dan mengefisienkan pe-
nindikan tersebut, diperlukan adanya bentuk sarana dan prisarana
pendukung seperd Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim), Oleh sehab
i1, berdasarkan Kepurusan Menteri Kehakiman dan HAM Republik
Indonesia Nomor M.OLPR.O7.04 wahun 2004 tentang Organisasi
dan Tara Kerja Rumah Dierensi Imigrasi (Rudenim), maka sejak sast
trulah isdlah amu pun schutan dart Karandna Imigrasi berubah men-
fadi Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim).

Dalam hal inl, migas dar Rumah Derensi Imigrasi (Rudenim) Kot
Pekanbaru adalah melaksanakan sebagian ugas pokok dan fungsi Ke-

mentertan Hukum dan Hak Asast Manusia di bidang pendetensian
orang asing yang melanggar peraturan perundang-undangan dan me-

reka dikenakan tindakan keimigrasian yang telah memperoleh kepu-
rusan pendetensian dalam rangka pemulangan atau deporrasi. Selain
i, Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Kom Pekanbaru juga memi-
liki Pungsi, yairu:
4. Pelaksanaan aras mgas pedetensian, pengisolasian, dan pende-
porasian
b. Pelaksanain atas rugas pemulangan dan pengusulan penangkal-
an
c. Pelabsanuin atas penempatan orang asing ke negara ketiga
d. Pelaksanaan atas pengelolaan tara usaha,

Berdasarkan hastl Kepumsan Menteri Kehakiman dan HAM RI
Nomaor M.O1.PR.O7.04 rahun 2004 rentang Organisasi dan Tana Ker-
ja Rumah Detensi Imigrasi {Rudenim), wilayah kerja Rudenim Pe-
kanbaru terschar di riga provinsi yairu Provins Riaw, Provinsi Suma-
verd Barar, dan Provinsi Jambil, vang mencakup:

i Provins Riau

I} Kantor Imigrasi Kelas | Pelanbana
2) Kantor Imigrasi Kelas 1T Duamai
3) Kantor Imigrasi Kelas 11 Bengkalis
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4) Kantor [migrasi Kelas 1l Tembilahan

51 Kantor Imigrusi Kelas Il Bagin Siapi-Api
6) Kantor [migrasi Kelas Il Selar Panjang
71 Kanror [migrasi Kelas Il Siak

b. Provinsi Sumatera Barar
1) Kanror Imigrasi Kelas [ Padang
2) Kantor Imigrasi Kelas Il Agam

. Provinsi Jambi
1) Kantor Imigrasi Kelas | Jambi
2) Kantor Imigrasi Kelas Il Kuala Tungkal
3 Kanvor lmigrasi Kelas 1l Kerinc

Eksistensi pengungsi di Kota P'ekanbar akan divraikan oleh penu-
lis dengan menjelaskan keberadaan para imigran yang sedang mencar
suaka vang mulai mendominasi di Kot Pekanbaru dari awal keda-
tangannya di tahun 2015 hingga keberadaannya pada tahun 2018. Se-
jak 2015, Provinsi Rian dijadikan scbagai salah saru dacrah penam-
pungan imigran dari berbagai negara. Mereka juga merupakan peng-
ungsi amu pencari suaka yang dischabkan kondisi negaranya yang se-
dang berkecamuk dan sedang tidak aman yang menyehabkan mereka
terpaksa harus berpindah rempar untuk mencarl tempat yang aman,
lumblah mereka tems semakin berrambah dari tahun ke rahun dan se-
makin mudah dijumpai di berbagal sudur Kom Pekanbar. Berdasar-
kan Berita Harian Pekarnbaru edisi Rabu, 11 Februar 2015, yang me-
liput permasalahan tersebur juga memberitakan bahwa pengungsi
yung ada di Kota Pekanbar saat itu berjumlah sekitar 900 orang yang
berasal dari berbagai negar yang didominasi dari negara Timur Te-
ngih."™

Para imigran tersebur rerdin aras 300 orang yang sebelumnya relah
dirempatkan di Rumah Deensd Imigrasi (Rudenim) Pekanbaru dan

' futha Manggsla P Pure. Petanten Menpsoung 00"
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(M} orang lainnya tersebar di babagai tempar dibowah pengawasan
Kantor Imigrasi Kelas | Kot Pekanbaru. Kemudian berlanjut ke ta-
hun 2016, tercarar 1.043 pengungsi yang ringgal di Kot Pekanbaru,
schingga ridak jarang juga menimbulkan keresahan bagi masyarakar.
Apalagi sejak beredar kabar adanya nndak kejahaan atau prosoiusi
yang melibarkan para pengungsi. Dari dara yang dihimpun di Kanor
Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia [Kanwil Ke-
menkum HAM) Provinsi Riau, hingga awal @hun 2016, rendapat
1.043 imigran di Pekanbar. Mereka ditempatkan di delapan lokasi
dan berasal dari 10 negara,

Diagram 5. Jumlah Pengungsi di Kota Pekanbaru

i— ]

Sumber: Berita Harian Pekanbary, edisi Rabu, 11 Febrari 2015,

Lokasi pertama vang dijadikan tempar penampungan para imigran
versebur yakni [DC Pebanbaru. D lokasi rersebut, verdapar 147 orang
imigran asal Afghanistan, 21 orang asal Iran, 21 orang asal Pakistan,
2 orang asal Irak, 4 orang asal Palestina, dan 3 orang asal Bangladesh.
Towml berjumlah 198 orang. Kemudian di Hotel Sarrda terdapar 147
orang imigran asal Afganistan, 14 orang asal Pakistan, % orang asal
lrak, 30 orang asal Palestina, dan 3 orang asal Somalia, schingga rol-
nya berjumlsh 203 orang. Lokasi ketiga di Wisma DV'Cops werdapat
cotal 136 imigran asal Afganistan. Lokasi keempat di Horel Rina rer-
dapar 80 orang asal Afganistan, 3 orang asal Iran, 63 orang usal Irak,
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3) orang asal Palestina dan 3 asal Sudan, schingga votal berjumlah 179
orang. Lokasi kelima di Stk Resort, yaknl terdapar 58 orang asal Af-
ganistan dan 2 asal lran, schingga wralnya 60 orang. D lokasi ke-
enam, Badar Lugina. yakni rerdapar 33 orang asal Alghaniszan dan 8
asal Iran, schingga wmalnya 41 orang. Lokasi kemsjuh di Wisma Panel,
terdapat 70 orang asal Alghanisian. 2 orang asal Iran, % asal Pakisean,
6 asal Somalia, 28 asal Sudan dan 116 orang asal Myanmar. Lokasi
kedelapan di Wisma Novri, yakni erdapar 13 orang asal Afganisman,
4 asal lran, 2 asal Pakistan, 12 orang asal brak, 34 asal Palestina, 5 asal
Somalia, 34 asal Myanmar dan 4 orang asal Srilanka. schingga total-
nya menjadi 108 orang

Secara keseluruhan, jumlah toml imigran berdasarkan negara
asalnya sebagai berikur: asal Afganistan berjumlah 684 orang, lran 40
orang, Pakisman 46 orang, Imk 86 orang, Malestina 98 orang, Somalia
14 orang, Sudan 31 orang, Myanmar 150 orang, Srilanka 4 orang,
dan Bangladesh 3 oring.

Tabel 8. Sebaran Penampungan Pengungsi di Kota Pekanbaru

Hotel Wisma Hotel Siak Bandar Wisma Wisma
Mgaa | HOC | oovia OCops Wine | Rssort Luging Pansl Nowi i 108

Alganistan 4T | W7 136 80 % 3 TO 13 &M

Iran i | . . 3 2 ] 2 4 40
Iratk 2 g . B3 . . . 12 &6
Paesling 4 k| . 3 . . - k| ag
Sudan . . . 3 . - 28 ’ 3
Piakistan 21 I : . . . g 2 44
Bangladesh 3 . . - . . : : 3
Somalia . 3 . - . . ] 5 14
Wyinmar . . 16 M 150
Sriarki 2 . . . 4 4

Total 198 203 1% 173 60 4t £31 106
Sumber: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

(Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Riau, 2016,
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Pada 2017, werdapar 1.176 orang imigran di Pekanbani, vang seki-
gar TO%-nya berstatus pengungsi dan sisanya masih dalam proses
mencari suaka. Mercka paling banyak berasal dari Afghanistan, yakni
mencapai 930 orang. Kemudian ada dari lrak 35 orang. lran 20 orang,
Palestina 5% orang, Sudan 40 orang, Myanmar Rohingnya 40 orang,
Somalia 21 orang, Pakistan 24 orang, Srilanka 3 orang, Bangladesh 2
orang, serta dar Yordania dan Suriah masing-masing 1 orang. Mercka
yang sudah memperoleh stams pengungsi dard UNHUR dan pencari
suaka bermukim di delapan rumah komunicas (commmnity house/CH)
di Ko Pekanbaru. Sebanyak 239 orang pengungsi dan pencari suaka
dari luar negerl, yang berada di Ko Pekanbaru, Riaw, terdin atas
amak-anak yang berumur di bawah 17 tahun.

Diagram 6. Jumlah Imigran di Kota Pekanbaru Tahun 2017

G306

Wi g R e e wiw2 gy wg

[ p— [ 4] L1 [ — Y
b A pmanatan i brak BEAR il Pl =i
B LR PP E ITETET g 1 W Somalia i Aakiztan
o Srifankn il Aangladesh i ¥ oedarin i Suriak

Sumber: Kantor Wilavah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Kanwil Kemenkum HAM) Provinsi Riaw, 2017

Mereka vang sudah memperoleh st pengungst dari UNHCR
dan schagai pencari suaka saat ini bermukim di delapan rumah komu-
nitas (community houselCH) di Kot Pekanbaru. Interaksi mereka de-
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ngan warga Pekanbaru tidak dapar dihindari karena mereka dapar ber-
aktivias di luar ruangan, dan pukul 20,00 WIB harus sudah berada
di CH. Di antara Commrunity Hense yang terdapat di Pekanbiru ialah
Wiesma Panel Rumbai, Horel Sarria, Siak Resort, Hote Rina, [V Cops,
Rudenim, Wisma Indah, Hotel Tasoya, Wisma Novry. Mereka kini
ditemparkan pada delapan community bowre (CH) yang berdokasi di
Kow Pekanbaru dan sam berads di Rudenim. Khusus di Rudenim
Kota Pekanbaru, tercatar ada sekitar 282 orang pengungsi. Mereka
berasal darl delapan negara, vaitu Alghanistn, Bangladesh, lrak, Iran,
Pakistan, Palestina, Somalia, dan Sudan. Negara-negara tersebue dike-
tahui sebaglan mengalami konflik, yang membuar warganya meng-
UngsL.

Sehagian pengungsi juga sudah ridak lagi divempatkan di wilayah
Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) Pekanbari, apalagi sudah terda-
pat banyak dari mereka sudah berkeluarga dan punyak anak. Dengan
jumlbah imigran yang lumayan cukup banyak dan rerus meningkar dar
tahun ke tahun dibandingkan dengan pengadaan Rsilins iempar ting-
gal bagi para pengungsi. pencard suaka, sera imigran yang ingin mem-
peroleh perindungan di Kom Pekanbar dengan jumlah yang sema-
kin bertambah ini, Rumah Detensi lmigrasi (Rudenim) Ko Pekan-
baru, Riau, mengkhawatrhkan adanya penambahan jumlah penghuni
yung dischabkan lahirnya bayi-bayi pengungsi vang tinggal di tempat
iti, Yang paling dikhawatitkan adalah ketidakmampuan daya mam-
pung Rudenim Kom Pekanbaru yang akan semakin over capaciy
mengingat jumlzh para imigran berambah sedap mhunnya, sebagal-
mana yang telah penulis jabarkan dan paparkan pada bab sehelumnya.
Tercatar sejak November 2017 hingga Mei 2018, terdapar 10 kelahir-
an darl WA rersebur, Apabila dibiarkan akan mendatangkan masa-
lah Lain, yaim jumlah populasi dari WNA di Rudenim yang akan trerus
bertambah. Berdasarkan laporan dat vang diperoleh dari 1OM hing-
ga 3 Januari 2018, ada sehanyak 1.174 pengungsi dan pencari suaka.
Pihaknya menjelaskan dar jumlah rersebug 750 jiwa di anmranya
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pengungsi, dan 424 pencari suaka. Dengan jumlah per jenis kelamin
perempuan 339 orang dan laki-laki B35 orang,

Diagram 7. Jumlah Pengungsi dan Pencari Suaka di Pekanbaru
Berdasarkan Jenis Kelamin hingga 31 Januari 2018

JUMLAH JUMLAH
BFENGLUNGS B PEMCAN SLAKA ® LAK)LRE] = PERERPUAN

Peamcart Jauma
€4 {30%)

|'JI-|'||J'.'.|I||'J1|| ¥

B %1

Sumber: International Organization for Migrarion (HOM), 2018

Pihak 10M menjelaskan bahwa karena wilivah Pekanbaru ndak
punya tempar penampungan khusus untuk penpungs, maka Pemda
menunjuk empar khusus dengan menentukan lokasi yang disebur de-
ngan Commmnunity Howe (CH). Berdasarkan data olahan dalam peneli-
tlan ini, hal yvang berkaltin dengan tempat penampungan pengungsi
darl Luar Negeri di Ko Pekanbaru ditetapkan oleh Walikota Pelan-
baru dengan mengeluarkan Surat Keputusan swms rekomendasi dari
Kesbangpol, untk selanjurnya pibak 10M yang akan memfasilitasi
rempat penampungan tersebut dengan menyewa kepads pemilik tem-
pat penginapan.

Hingga saat ini, Indonesia berada pada starus negara yang ridak ver-
ikat pada Konvensi dan Protokol mengenai pengungsi. Akibamya, pe-
nentuan stats para pengungsi wrsebut menjadi kewenangan penuh
UNHCR. Pada masa pemeriniahan Presiden Joko Widodo, pemerin-
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tah mengeluarkan suaty kebijakan mengenai penanganan pengungsi
melalul Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2006 tenting Pena-
nganan Pengungsi dari Luar Negerl atas dasar melaksanakan ketentu-
an khususnya rerdapar dalam Pasal 27 avar (2) Undang-Undang No-
mor 37 Tahun 199 enmng Hubungan Luar Negeri, Pada Pasal 33
sampai Pasal 39 dalam Perareran Presiden rersebur diamr ketenman
mengenal kewenangan pengawasan kelmigrasian oleh rumah derensi-
migrasi. Kewenangan Rudenim ialah melakukan pengawazan keimi-
grasian wrhadap para pengungsi dan pencar suaka yang melipuri: pa-
da saar ditemukan, di tempar penampungan dan di luar tempat pe-
nampungan, diberangkatkan ke negara tujuan, pemulangan sukarela,
dan pendeporntasian. Oleh karena ira, berdasarkan wgas dan fungsi-
nya, maka Rudenim Pekanbaru juga diberi kewenangan untuk mena-
ngani pengungsi yang berada di wilayah kerjanya.

Berdasarkan dam yang diperoleh dari Rudenim Pekanbaru, jumlah
pengungsi yang berada di bawah pengawasan Rudenim Pekanbaru per
29 Juli 2020 yaitu berjumlal 979 orang. Mara pengungsi wrsebur saar
ini rersebar di beberapa tempat penampungan dan berasal dan bebera-
pa negara yaitu Alghanistan, lrak. lran, Myanmar, Palestina, Somalia,
Pakistan, dan Sudan, dengan rincian sehagai berikur:
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Tabel 9. Rekapitulasi Pengungsi di Kota Pekanbaru

per 29 Juli 2020
Kawarganegaraan
No.  Tempal  .rG IRQ RN MMR PLE SOM PAX SON JML
T  Wisma indah 61 1] 0 1] 1] B a 68 105
2 Holel Satria IN AR EE R R R B BE
1 Wisma D'Cops AR RERENE AEEN BE::
4 Hagted Rina 0 1 0 1] (1] 1] i (1] 0
5  Wisma Nown ® | 0|03 |85 2 0 &
8 WismaSakReson 10| 0 0 © [0 0/ 3 0 3
7 Wisma Fanel - IERERERESERE BET
B Rumah Tasqya 5 4 | 210 |90 0] 0 | vl
§ Wisma Orchid 45|18 | 8 o |8 ol ol o | 1m
10 Pengungs Mandri ' ' '
sdak difasiiras e8| 8 | e8] 0]
1M )
TOTAL BN | 22 (12 M H 1|17 B M
Keterangan:
AFG Afganistan PLE :Palestna
IRQ ! Irak SOM  : Somalia
IRM » Iran FAK | Pakistan
MMR | Myanmar oDN | Sudan

Sumber: Rudenim Pekanbaru, 2020

Dhata dalam tabel rersebut di atas menunjukkan bahwa rerdapar da-

ri 979 orang pengungsi yang berada di bawah pengawasan Rudenim

Pekanbaru. Mayonitas di antaranya adalah pengungsi vang berasal dari
Afganistan (829 orang atau sekitar 85% dari keseluruhan jumlah
pengungsi di Pekanbaru). Kemudian jumlah pengungsi asal Myanmar
adalah 34 orang (atau sekitar 3.5%), Sudan 27 orang (atau sckitr

2.8%). lrak 22 orang (atau sekitar 2,2%), Palestina 21 orang (arau

sekitar 2,1%), Pakistan 20 orang (atau sekitar 2%), Somalia sebanyak

14 orang (atau sekitar 1.4%), dan lran sebanyak 12 orang {atau sekitar

1.2%).
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Diagram 8, Pengungsi di Kora Pekanbaru per 29 Juli 2020

34 4%

& Algenistan & Wy anmar ..||.u|:|.;.n

ik & Palestina & Bakistan
& S & lran

Sumber: Rudenim Pekanbam, 2020

Terkair rempar penampungan para pengungsi di Pelanbaru saar
ini, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 ten-
tang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Rudenim Pekanbaru
sudah tidak lagi menampung para pengungsl, Adapun tempat penam-
pungan para pengungsi saat inl ditentukan oleh Pemerintah Kot Pe-
kanbaru, sesual dengan ketentuwan Pasal 26 Ayar (1) Perpres rersebun,
Menurut hasil wawancara dengan Tri Rahayu {sebagai Kepala Sub
Seksi Administrasi dan Pelaporan Rumah Detensi Imigrasi Pekanba-
rul, empat penampungan bagl pengungsi dan luar neger di Kota Pe-
kanbaru dierapkan oleh Walikora Pekanbaru dengan mengeluarkan
Surar Keputusan atas rekomendasi dari Kesbangpol. Selanjutnya, pi-
hak IOM yang memfasilicasi empar penampungan terschur dengan
berkontrak kepada pemilik rempar penglnapan. Saar inl, wempar pe-
nampungan bagi pengungsi dari loar negeri yang berada di bawah
pengawasin Rudenim Pekanbaru ada sembilan lokast, dengan kete-
rangan delapan tempat penampungan terisi dan satu tempat penam-
pungan dikosongkan karena masa kontraknya sudah selesal.

Berdasurkan wmbel di atas, dapat dilihat sembilan tempat penam-
pungan pengungsi dimaksud. yaitu Wisma Indah, Hotel Sarria, Hotel
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Rina, Wisma Fanel, Wisma Novri, Wisma Siak Resort, Rumah Tas-
gya, Wisma D'Cops, dan Wisma Orchid. Sedangkan, unmik peng-
ungsi dengan starus pengungsi mandiri yang ddak difasilivasi oleh
10OM diperbolehkan menyewa wmpar sendiri dengan biaya pribadi,
dengan catatan tetap mengikuri aruran yang berlaku bagi pengungsi
pada umumnya. Penempatan para pengungsi di rempar penampung-
an tersebut umumnys melalud prosedur serah rerima oleh Rudenim
I'ekanbaru kepada para pejabar yang telah divunjuk oleh Pemerintah
Kota Pekanbaru disertal dengan berita acara serah terima pengungsi
dengan melampirkan bukri manda terima barang milik pengungsi de-
ngan pengecualian, sepert dokumen keimigrasian berupa dokumen
perjalanan, dokumen izin tinggal, dan visa.

Dari keseluruhan tempar penampungan yang ditentukan, keselu-
riuhannya berada di wilayah Kom Pekanbam yang berbaur langsung
dengan masyarakar Kora Pekanbaru. Kemudian, dengan adanya sam
bokast yang telah habis masa kontnk amo masa sewanya, maka konse-
kuensinya adalah pengungsi yang berada di tempar tersebut hans ber-
pindah ke lokasi penampungan lainnya yang kondisinya ridak mema-
dai lagi dengan jumlah penghuni yang berlebih dibanding dengan ke-
rersediaan kamar atau ruangan yang ada, Hal ini dapar dilihar dari luar
lokasi penampungan pengungsi. Banyvak dari pengungd dan keluarga-
nya menempa teras-teras penampungan vang diubah menjadi kamar
darurar dengan pembatas sekar-sekar seadanya, schingga lokasi pe-
nampungan pengungsi lebih minp kawasan kumuh yang menganggu
estetibka kota, Hal ini dapar dilikar di beberapa ritik penampungan
yang ada.

Selain berada di tempar penampungan, para pengungsi yang ber-
status sebagal pengungsi mandid yang segala kebunthanmnya ddak di-
ranggung oleh 10OM diperbolehkan ringgal werpisah, dengan mencari
rermpat tinggal sendin, Gambaran rerkait fakror penyebab stamus peng-
ungsi mandin tersebur, penulis akan membagi dalam dua sebab, yakni
status pengungst mandin wersebut aras kemauan sendiri karena mereka
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memiliki kesanggupan secara chonoml, atau karena ketidaksiapan
1OM dalam menanggung kebutithan kesduruhan pengungsi yang
ada. Apabila faktor pertama menjadi penyehabnya, maka hal ini, me-
nuryr penulis, sangar berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan
sosial kepada masyarakat Pekanban pada umumnya. Ini karena kebe-
radasn orang asing yang semakin banyak dan berbaur menjadi saru
dengan hunian masyarakar lokal, yang dalam beberapa penelitan se-
belumnya telah ada remuan berbagai persoalan yang discbabkan oleh
perilaku pengungsi yang tidak dapar menyesuaikan diri dengan ma-
syarakat atau tidak rérdetcksinya latar belakang mercka berada di Kosa
Pekanbaru sebagal pengungsi,

Sampai sejauh im, pemerintah Kota Pekanbarg ddak melihar per-
soalan pembauran hunian pengungsi searus mandiri ini di kawasan pe-
mukiman penduduk sebagai masalah serius yang berpotensi menjadi
konflik sosial, Padahal gejala-gejala yang menunjukkan ketidakberes-
an ity sudah menjadi rahasia umum. Mbalnya, ada kelompok pengaji-
an yang dibuat oleh sckelompok pengungsi mandin dan disinyalir
mengajarkan aliran Syi'ah arau aliran lain vang ddak sesuai ajaran ls-
lam yang dianut sebagian besar masvarakar sekitar.™ Terdapar juga
berbagai fakea prosemsi vang dilakukan eleh pengungsi yang berahan
hidup dengan menjual diri sebagai gigels (pekerja seks komersial laki-
laki} dan pergaulan bebas para pengungsi dengan gadis-gadis seeempat
yang akhimya terjadi perawinan di bawah angin.” Hal inb jelas
membahayakan karena perkawinan di bawah tangan secara hukum
negara tidak memiliks perlindungan hukum dan berisiko. Sayangnya,
masyarakat dak peduli dengan kemungkinan-kemungkinan yang
akan rimbul rersehur karena sebagian masyarakar jusiru melihar imu

* Splac mard e dibeiakan pada meds massa Tnbun Pekanbey pads 78 Obdoter 200 % pang bars hamtae-
m ke maspaakal Pebantery ogar berhal-hok Sengan banpsonya pengangs yeng berdatangan dan dapal &-
prmpa o bovdaga emead umam & Petanbars, sepert & jalan Avead Yani, Poma TG, dan kawasan Masjd Agung
Ar-hiat, agar hdst lemengenh spaya-apiya pendelalan tethades pacs remaa-remam sl yang mash dangial
pematame eya rhadep agama, agar bdak memadi korhon nikal el shimke® kot

N Didugs jadi gigols San setarkan saren Syfah, dama o Feanhar bodcempe membshas mgran kagal

‘Memarise Rin Dulk Peadell” ssifedani com adisd 15 Deseriber 3014
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pduang bisnis yang baik karena mercka dapat menyewakan kamar-
kamar kos atau rumah mereka kepada pengungsd. Bahkan tidak menu-
tup kemungkinan status pengungsi yang memiliki ramah sewa di ka-
wasan hunian rersehut bukan pengungsi mandin, mehinkan peng-
ungsi dalam tanggungan I0M. Mercka setiap hari selalu pergi ke tem-
pat penampungan dan Rudenim Pekanbary dan kemudian mereka
pulang kemball ke rumah sewa mereka.

Kemudian, jika fakeor penyvebabnya adalah ketidaksiapan IOM da-
lam memfasilitasi pengungsi. tentu juga menjadi persoalan ersendiri
atas keberadaan pengungsi dengan starus pengungst mandiri di Kota
Pekanbaru ini. Menurut penulis, seharusnya ada koordinasi yang baik
antara pthak UNHCR dan 10OM sebdum pihak UNHCR menetap-
kan sescorang dengan status pengungsi, kuot anggann [OM mencu-
kupi atau tidak. Jika ddak. maka akan dmbul banyak persoalan seba-
gaimana yang dikemukakan oleh responden di ams. Ini karena dalam
kondisi tidak ada uang dan ridak rersedianya pekerjaan bagh pengung-
si, mercka akan melakukan apa pun untnk dapar bertahan hidup di
wilayah Pekanbaru, rermasuk melakukan perbuatan-perbuatan yang
revcela. Pada sisi yang lain, dengan tempar penampungan yang berbe-
da-beda, akan berdampak pada pengawasan pemerinmh yang ridak
maksimal.

Namun. berbeds dengan penjelasan pihak Rudenim Pekanbaru,
yvang sejaith inl penanganan konflik sosial yang ada di masyarakar ma-
sih dapat dimngani dengan baik baik oleh pihak keamanan, Rudenim
maupun Kesbangpol, Tri Rahayu menjeaskan bahwa keberadaan
pengungsi di Pekanbaru sendin awalnya diolak oleh masyarakar Pe-
kanbaru, terapi karena pengungsi adalah amanar undang-undang vang
hirus diakomodir, maka wakebolder terkait, seperd Imigrasi, Kesbang-
pol, Kepolisian/ TN dan Pemuka Masyarakar sesual Peraturan Presi-
den (PERPRES) Nomor 125 Tihun 2016 Tenmang Penanginan
Pengungsi dari Luar Negeni, Bersama UNHCR dan [OM, mencoba
memben pemahaman kepada masyarakar, sehingga saat ini pengungsi
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dapar berada di Kora Pekanbam. Selain itu, keberadaan pengungsi di
Kot Pekanbaru sendird juga beberapa kall memicu konflik sosial anta-
ra pengungst dengan masyarakat sekivar, tetapl menurur T Rahayu,
konflik-konflik ressebur masih dapar diranggulangi oleh Rudenim dan
Keshangpol. Salah samu contoh konflik yang werjadi adalah kebiasaan
pengungsi vang berbeda dengan kearifan lokal di lingkungan rempar
penampungan. L% malam hari pengungsi masih berkegiatn, sementa-
ra warga sekitar tempat penampungan beristirahat, schingga masyara-
kat merasa terganggu dengan akelvitas pengungsi wersebut. Penangan-
an konflik yang eradi biasanya diseesaikan secara musyawarah. Na-
man, apabila teradi pengulangan, pengungsi akan diberi sanksi, baik
sanksi adminstrarit dan atau sanksi pembinaan werhadap pengungsi
tersebur,

2. Keberadaan Pengungsi di Kota Makassar

Kota Makassar adalah sebuah kotamadya dan juga sekaligus [bu
Kora Provinsi Sulawesi Selaran. Kora Makassar meropakan salah saru
koea rerbesar keempar di Indonesia dan juga verbesar di Kawasan Ti-
mur Indonesia, Sebhagai pusar pelayanan di Kawasan Timur Indonesta
(KT}, Kot Makassar juga berperan penting sebagai pusar perdagang-
an dan jasa, pusat kegiaran indusiri, pusar kegiaran pemerinmhan,
simpul jasa angkutan barang dan penumpang, baik darat, laut, mau-
pun wdara, dan pusat pelayanan pendidikan dan kesehatan. Secara ad-
ministrasi, Kot Makassar memiliki sekimr 14 kecamaran dan 143 ke-
lurahan.~ Kota Makassar mempunyai pesisi strategis karena berbanas-
an langsung dengan Selar Makassar yang rerferak di antara pulaw Kali-
meantan dan Sulawesi di Indonesia. Selar ini juga bardasarkan gambar-
an s menghubunglkan Laut Suliwesi bagian uara dengan Laue
lawa yang ada di bagian selatan.

& Pamgiy Sosel “Profl Kota Makassar, hifpe Veikelpmy go idpagesinie a0, dsises paca tangeal & Jull
A pukad 16.06 'WIE
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Sebagai salah saru kota terbesar di negara Indonesia, Ko Makassar
sudah menjadi salih saru tempar tujuan pesinggahan para pencari su-
aka dan pengungsi di Indonesia. Hal ini terbukd dengan peningkatan
pumlzh pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Kora Ma-
kassar yang cenderung terus menaik seviap tahun, Ada beberapa alas
an penyebab semakin banyak pengungsi yang transit di Kota Makassar
selring perkembangan wakow Pertanna, adanya keterbukaan masyara-
kat lokal din pemerinmh dacrab serempit yang dirasakan oleh peng-
ungsi beberapa mhun belakangan dalam menerima kehadirin peng-
ungsi. Kedi, keberadaan kantor perwakilan UNHCR dan 10M di
Kota Makassar yang menjadi pernmbangan bagl pengungsi dengan
harapan memudahkan mereka ditempatkan ke negara ketiga dengan
bantuan organisasi internasional ersebur. Keriga, sarana penampung-
an pengungsi yang ada di Kom Makassar yang cukup memadal bagi
pilra pengungsi.

Pengungsi yang ada di wilayah Kota Makassar berada di bawah ke-
wenangan pengawsian Rudenim Makassar, Kota Makassar sendiri
adalah salah saru darl 13 ko di Indonesta yang memiliki Rudenim,
yang tugas dan fungsinya sama dengan Rudenim yang ada di Kota Pe-
kanbaru, Berdasarkan Kepurtusan Menteri Kehakiman dan HAM Rl
Nomaor M.0O1.PR.07.04 mhun 2004 rentang Organisasi dan Tam Ker-
fa Rumah Detensi Imigrasi {Rudenim), wilayah kerju Rudenim Ma-
kassar tersehar di empat provinsi, yaitu Provinsi Suliwesi Tenggan,
Provinsi Subiwesl Sclatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku
Utara.

Tahun 2016, jumlsh pengungsi yang berada di Kotz Makassar
1.906 orang. yang terdiri atas 1.330 orang laki-laki, dan 576 orang
perempian. Jumlah rersebut terus mengalami kenaikan dengin ada-
nya pengungs vang ditempatkan ke negara ketiga, dikembalikan ke
negara asalnya, arau kedarangan pengungsi baru di Ko Malkassar,
Hingga periode 31 Oktober 2019, jumlah pengungsi yang ada di Ko
Makassar mencapal 1.724 orang, dengan rinclan sehagai berlku:
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Tabel 10. Rekapitulasi Pengungsi di Kota Makassar Periode 31
Okeober 2019

MNo. Kewarganegaraan Jenis Kelamin s

1
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Perempuan

48 8 e Tou
1;? ?;: @25 215 1.140
g gﬁ 121 | 54 | 1715
:': fg 86 56 142
:"‘:”54'12'55
2 | fi 7 18 5
11' 1; u |18 @
: Ef » | 5| M
E : M 14 | 2
; 1: 6| 8 | =
;: : 5 | 3 |2
g ; 5 | ¢ | B
EREPY Y
g ; 1 ||
3T 137 138 406 1724

Sumber: Data Rumah Detensi Imigrasi Kota Makassar 2019

Tabd di aras menunjukkan bahwa terdapar 1.724 orang pengungsi

yvang ada di bawah pengawasan Rudenim Malassar. Mayoriras di an-

raranya adalah pengungsi yang berasal dari Adganisan dengan wral

(HIR)




Pemargparan Penpnpsl d irglorese

1.140 orang (arau sckitar 66,1%) dar keseluruhan jumlah pengungsi
di Makassar. Kemudian jumlah pengungsi asal Myanmar adalah 175
orang (atau sckitar 10,1%), disusul Somalia 142 orang (8,2%), Sudan
bb orang (3.8%, lran 56 orang (3.2%], Irak 43 orang (21.5%), Pakis-
tan 34 orang (2%), Srilanka 28 orang (1,6%), Ethiopia 25 orang
(1.4%), Palestina B orang (0.3%)], Yaman 5 orang (0.3%). Erirrea |
orang (0,06%), dan Mesir 1 orang (0,06%),

Perihal pengembalian mengenai fungsi Rudenim, Rudenim Ma-
kassar sudah tidak lagi menampung para pengungsi karena Rudenim
dikembalikan lagi ke fungsi awalnya, sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrastan, Berdasarkan isi
surat edaran tersebut dijelaskan babwa surat edaran reesebutr dikeloar-
kan sebagai findak lanjur dari dialog Pemerinah Republik Indonesia
dengan Komite Pedindungan Hak Pekerja Migran dan Anggora Kelu-
arganya di Jenewa, Swiss, pada 0506 Seprember 2017, dan pertemu-
an antara Direkrur Jenderal Imigrasi dengan Delegasi dard 1OM yang
dihadini oleh Chief of Mizon 1OM, Mark Gerchell, dan Senior Pro-
gramnie Cosrdinator, Defan Micevski, pada hari Senin. 25 Juni 2018,
bertempar di ruang kerja Direkeur Jenderal Imigrasi, untuk membica-
ralan tindak lanjur kebijakan pengeratan banman dari negara donor
rerhadap pemanganin pengungsi di Indonesia. Dalam surar edaran rer-
sebut juga dijelaskan bahwa untuk alasan efisicnsi dan penghemamnan
atas anggaran oleh pihak 1OM, menyatakan betharap pengungsi dan
pencari suaka vang saat ini berada dalam Rudenim dapat ditempatkan
di rempar atau wilayah penampungan sementara, Hal tersebut sejalan
dengan isi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 rentang Pena-
nganan Pengungsi dari Luar Negern.

Adapun rempat penampungan para pengungsi saat ini divenukan
oleh Pemerintah Kota Makassar, sesual dengan ketentuan Pasal 26
Ayar (1) Perpres Nomar 125 Tahun 2016. Hingga periode 31 Okto-
ber 201Y pengungs di Kota Makassar tersebar di 25 rempat penam-
pungin pengungsl, valu 155 Guesthouse-A, 155 Guesthouse-B, 155
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Guesthouse-C, 155 Guesthouse-D, Bugis House, D™Win Homestay,
lda Guesthouse 2, Kirani Guesthouse, Pondok Elite-A, Pondok Elite-
B, Pondok Maryam, Pondok Nugraha, Pondok Re-Re, Pondok Resk
laya, Pondok Yaspis, Wisma Bajirupa, Wisma Budi. Wisma Bungaya
(Mustika-1), Wisma D' Khanza, Wisma Favorite, Wisma KPI, Wisma
MSM, Wizsma Maysara, Wisma Mustika 2, dan Wisma Musidla 3.
Adapun satu orang pengungsi asal Afganisean berada di mhanan kan-
tor kepolisian karena rerjerat dengan masalah hukum. Rincan jumlah
pengungsi di masing-masing penampungan pengungsi sebagal beri-
kut:
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Tabel 11. Rekapitulasi Pengungsi di Masing-masing
Penampungan Pengungsi di Kota Makassar

F
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C. Komparasi Pemenuhan Hak Pengungsi di Rumah Detensi Imi-
grasi (Studi di Rudeaim Kota Pckanbaru dan Rudenim Kots Ma-
kassar)

Buku ini mencoba membandingkan implementasi kerentsan hukum
internasional berkaitan dengan hak-hak para pengungsi di tempat peng-
ungsian yang ada di Indonesia. Saar ini verdapar 13 {riga belas) Rudenim
di berbagai kota besar di Indonesia: Jakarra, Medan, Semarang, Surabaya,
Pontianak. Pekanbaru, Tanjung Pinang. Balikpapan, Kupang, Makassar,
Manado, Denpasar, dan Jayapura, Dalam hal ini. penulis mengambil
sampel 2 { 15%) dari 13 populasi Rudenim rersebut dan membandingkan
penerapan perlindungan pengungst di dua kota tersebur yang ada di In-
donesia, yakni Indonesia bagian barae, teparnya di wilayah Ko Pekanba-
ru Provinsi Riau, yang rerlerak di pulau Sumarera, berikumnya di bagian
Indonesia Tengah, yakni di Koa Makassar, Provinsi Sulawsi Selaan.

Penulis relah melakukan peneliian di empat penampungan peng-
ungsi Ko Pekanbaru dan Makassar. Daw yang penulis peraleh menun-
jukkan adanya kemiripan fenomena yang terjadi pada maran penerapan
hak-hak yang harus diberikan kepada pengungsi. Pengungsi yang berada
di Kota 'ekanbaru dan Makassar, meliputi pria, wanita. dan anak-anak,
dengan jumlah yang semakin meninghkar. Di Makassar, mereka ridak
memperoleh beberapa hak, seperti hak memperoleh pendidikan maupun
memperoleh pelierjaan, gerak-gerk mereka yang terbaras dalam berting-
kah laku juga discbablkan karena rasa takur masyarakat atas berbagai ben-
tuk antisipasi adanya kegiatan yang ridak sesuai dengan norma dan keya-
kinan yang berlaku bagi masyarakar. Pada sisl yang lain, muncul persoal-
an baru, dengan semakin banyaknya jumlah pengungsi di Kora Pekanba-
ru maupun Makassar, bahkan melebihi dari kapasitas tempar yang rerse-
dia, juga menimbulkan persoalan sosial,

Ribuan pengungsi yang sckarang berada di Pekanbare dan Malassar
vang tldak jelas baras wakrunya menimbullan kekhawatiran bagl sebagi-
an masyarakat Pekanbaru maupun Makassar, mengingat ruang gerak me-
reka tidak sepenuhnya verkontrol oleh pemerintah. Dalam observasi yang
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dilakukan penulis, sangat erihat fungsi kontrol perugas ridak maksimal,
sehingga memberikan nung gerak yang seluas-luasnyi kepada pengungsi.
Beberapa takia telah diperoleh hahwa terdapat pengungsi pria yang be-
ketja schaga pekena seks komersial, menikah di bawah mngan dengan
penduduk WNI, dan ada pengungsi vang telah berkeluargs memiliki
vemn pat tirggal di luar Rudenim dengan mengontrak rumah di sekiar I'e-
kanbaru. Fenomena lain yang meresahkan masyarakat adalabh merebak-
nya kelompok pengajian yang disinyalir sebagai dakwah yang mengajar-
kan aliran Syi'ah yang sampal saat Ini aliran amu ajaran tersebur masih
dinyatakan sebagai aliran sesat oleh berbagai kalangan maupun wkoh Is-
lam di Indonesia. Fenomena seperd ini terjadi di Kot Pekanbaru dan ju-
ga terjadi di Kota Makassar.

Pemerintah Kota Pekanbaru, sampai saar ini, tidak melihat fenomena
rersebut sebagal sebuah potensi persoalan sosial. Sedanghan di Kom Ma-
kassar, pemerintah welah mulai lebih preventif dalam penanganan berba-
gai persoalan yang muncul, salah samunya adalah velah ada pemisahan
remipat penampungan uniuk para pengungsi yang dinilal bermasalah. Ji-
ka hal yang ridak pada empamya tersebur rerbiarkan berlarut-larut, ma-
ka akan menjadi bom wakiu yang akan rerjadi dikemudian han, meng-
ingat jumiah pengungsi sudah ribuan. Kondisi yang ada di Kota 'ekan-
baru maupun Kota Makassar sangat berbeda dengin penampungan
pengungsi Vietnam yang dulu olch Pemerintah Rl diberikan tempar di
Pulau Galang, di wilavah Kepulivan Riau, Penulis juga relah melakukan
survel dengan observasi laingsung ke Pulin Galang, Batam, Kepuliuan
Riau, Lokasi bekas penampungan pengungsi di Pulau Galang mempu-
nyal wilayah tersendiri dengan segala fasilims umum, baik jalan, peru-
mahan, sekolah bagi anak-anak pengungsi, rumah sakir, bahkan pema-
kaman umum. Dengan biaya kehidupan para pengungst seluruhnya di-
ranggung olch PBB (dalam hal ini dibawah UNHCR). Arinya, dalam
hal penanganan pengungsi, ada faka yang berbeda yang dilakukan oleh
Indonesia pada masa lalu dengan masa sekarang,
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Penulisan buku ini juga dimaksudkan untuk rerdeteksinya keberadaan
pengungsi, kuantitas, sert alasan Indonesta dijadikan tempat pengungsi-
an, khususnya di Kota Pekanbaru dan Kota Makassar, dalam perspekaif
Eonvensi 1951 dan Protokol 1967 renmng starus pengungsi, dan penga-
ruh sosial dalam tatanan kehidupan masyarakar di Kota Pekanbaru dan
kaota Makassar, serea mendalami pengaruran hukum intermasional me-
ngenal status pengungsl, schingga tidak bertentangan dengan sebuah
prinsip kedaulatan yang dijunjung tinggi dalam hukum internasional be-
serta solusi dan kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Pekan-
baru dan Ko Makassar dalam menangani masalah pengungsian. Unruk
itu, dilakukan pengidendfikasian keberadaan, jumlah, alssan para peng-
ungsi menjadikan Kota Pekanbaru dan Kom Makassar sebhagai tempar
pengungsian. Kemudian, juga sdenvifikasi rerhadap interaksi dan dampak
sosial bagi masyarakat Kota Pekanbaru dan Ko Makassar, serta pengeta-
huan mercka tenang hukum inernasional mengenai stams ars peng-
umngsi,

Konvensi 1951 dan Prowkol 1967 yang mengawr para pengungsi
vang pada prinsipnya mengatur ketentuan-kerenman yang hampir sama.
Konvensi dan Protokol tersebur secara umum mengarur tiga hal pokok,
yaine: {a) Pengertian dasar pengungsi yang memang diperlukan sebagai
acuan untuk menentukan atas smius seseorang termasuk golongan para
pengungsi atau bukan, Bagi suatu negara yang sudah meratfikasi Kon-
vensi 1951 danfarau Prowkol 1967, maka penctapan dilakukan eleh
negara tempat orang itu sedang berada, bekerja sama dengan UNHCR_
Sedangkan bagi negara yang belum merarifikasi, penerapan tersebur dila-
kukan aleh Perwakilan UNHCR di negara tersebut; (b} Srarus hukum,
hak, dan kewajiban pengungsi di negara tempar pengungsian: (c) Imple-
mentasi (pelaksanaan) perjanfian, terurama menyangkur adminiserasi
dan hubungan diplomanik, khususnya hal-hal yang menyangkur kerja sa-
ma dengan UNHCR unoik melakukan saaru tugas pengawasan terhadap
negara-negard para pengungst tersebut berada.
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Pengaturan tetkait hak dan kewajiban setiap pengungsi telah diarur
dalam Konvensi 1951 yang menjabarkan beberapa hak-hak pengungsi,

yairu:

Hak unruk vidak diperlakukan secara diskriminarif, Pasal 3 dan 4
Konvensi 1951 menegaskan bahwa negara-negara peserta dalam
konvensi tidak boleh memperkikukan pengungsi berdasarkan poli-
tik dan tindakan amu perlakuan diskriminasi, baik berdasarkan ras,
pegara asal, agama maupun wama kulin

Hak milik, Pasal 13, 14, dan 30 Konvensi 1951 mengatur bahwa
scorang pengungsl mempunyal hak yang sama untuk mempunyai
atau memiliki hak milik, baik bergerak maupun tidak bergerak dan
menyimpannya seperti halnya orang lain. Dy samping im, peng-
ungsi juga dapa mentransfer asernya ke negara dia akan meneap;

. Hak berserikat, negara peserta konvensi harus mengakui kebebasan

pengungsi untuk berserikar dengan mendirikan perkumpulan. wer-

masuk perkumpulan dagang sepanjang perkumpulan i bersifar
non-profit dan non-politis (Pasal 15 Konvensi 1951 );

. Hak berperkara di Pengadilan. Dalam hal pengungsi mengalami

suatu perkars dan ingin menyelesatkannya melalui badan peradil-
an, maka mereka harus dianggap sama dengan warga negara lain-
myi Artinya, mercka memiliki kebebasan untuk mengajukan gu-
gatannya pada pengadilan empar mereka dnggal. Bahkan, bila di-
perluban, mereka dapat memperoleh banman hukum (Pasal 16
Konvensi 1951);

. Hak atas pekerjaan, Konvensl 1951 memberikan hak kepada peng-

ungsi yang telah dicempatkan secara rerap di suaru negara dan elah
diakui menurur hukum unmk memperoleh pekerjaan sera mendi-
rikan suam perusahaan dagang dan pekerjaan bebas liinnya vang
sesual dengan ketenmsan yang berlaku (Pasal 17, 18, dan 19);

EHarayu Khoks Rolsal & Pon Saistyorai, Pedrdengan Hek asas Banisa Pangungsl dan Pencaes Susta di
irdlonesia”, Mmksab-Muksinh ok, JkE 40, No. 2 (gl 20200 him 207
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Hak atas kesejahteraan sosial, Pasal 20 dan 22 Konvensi 1951
mengatur bihwa sedap pengungsi akan dapat menitkmarl hak-hak
atas kesefahteraan sosial, seperti hak unmk bekerja, perumahan,
memperoleh upah dari pekerjaan yang mercka lakukan;

Hak ams pendidikan dan pengajaran, setiap pengungsi berhak
memperoleh perlakuan vang sama dengan warga negara hinnya
untuk memperoleh pendidikan di sekolah dasar, rermasuk hak aras
pembebasan biaya pendidikan rerentu wemasuk juga hak unmk
memperoleh beasiswa (Pasal 22);

Hak kebebasan bergerak, setiop pengungst memiliki kebebasan
yang seluas-luasnya untuk memilih di daerah wmpat mereka akan
menctap, sepanjang pilihan itu masth berada dalam eeritorial ne-
gara ia ditempatkan (Pasal 26 Konvensi 1951);

Hak atas mnda pengenal dan dokumen perjalanan, Pasal 27 dan
28 Konvensi 1951 menentukan babhwa setiap pengungsi berhak
atas surat-surat identitas dan dokumen perjalanan keluar dari reri-
tarial negara dia diempatkan, kecuali karena alasan keamanan dan
kepentingan umum. Dokumen perjalanan yang dikeluarkan ini di-
akui oleh negara peserta Konvensi;

10. Hak new-refoslement, bahwa negara ndak diperbolehkan meng-

usir atau pun mengembalikan pengungsi dengan cara apa pun ke
perbarasan wilayah-wilayah kehidupan amu kebebasannya akan
terancam karena ras, agama, keanggotan pada kelompok sosial
tertenm atay kirena opini poliiknys (Pasal 33 ayar (1) Konvensi
1951);

Hak starus pribadi, berdasarkan Pasal 12 Konvensi 1951, starus
pribadi para pengungsi diavur sesuai dengan hukum empar me-
reka berdomisili. Jika mercka idak mempunyal domisili, sarus
pribadi mercka diarur oleh hukum lokasi mereka diremparkan
(place af residenee), termasuk hak aras stanus pribadi ind adalih hak
vang berkaitan dengan perkawinan.
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Selain hak-hak penpungsi yang disebutkan di aras, konvensi tersebut
juga menganir kewajiban setap pengungsi. schagaimana yang tercinmm
dalam Pasal 2 Konvensi 1951 bahwa ... Every refugee has duties to the co-
seneery in wihich be finels himaelf, which require in particular thae he conform
to ity baws and regulations as well a5 o measures taken for maintenance of
public order..” Artinya, setiap pengungst berkewajiban untuk memamuhi
semua hukum dan peraturan amu kerenman-ketenruan untuk menc pa-
kan ketertiban umum di negara dia ditempatkan. Seperti vang sudah dije-
laskan schelumnya, walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi
1951 beserra Protokaol 1967, rerapi sebagal warga dunia, Indonesia retap
berkewajiban melaksanakan prinsip hukum Hak Asasi Manusia yang ha-
rus dibormari, sepert prinsip kewajiban negara untuk melindungi seriap
arang yang terancam jiwanya dan hak setiap orang unmk memperoleh
perlindungan kemanusiaan di mana pun ia berada. "' Sebagai bangsa vang
menjunjung tinggl HAM, sdama ini Indonesia vetap menerima dan
memberikan perlindungan unmik para pengungsi vang berada di wilayah-
myt. Berikut merupakan komparasi pemenuhan beberapa hak pengungsi
tersehut pada Rudenim Kota Pekanbaru dan Kota Makassar.

1. Komparasi dalam Pemenuhan Hak Pendidikan dan Pengajaran

Pendidikan relah diakui sebagal hak asasi manusia sejak diadopsi-
nya DUHAM pada 1948, Hak awms pendidikan tecermin dalam hu-
m Internasional pada Pasal 26 DUHAM dan Pasal 13 dan 14 dari
ovenan Internasional wentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budiya

(Eknsob). Pasal 26 DUHAM menyatakan:

“Everyour has the right to education. Educarion shall be free, at
least in the elementary and fundamental stages. Elementary educa-
tiaet shatll be compuliary. Technical and profesional education shall

b made generally available and higher educarion shall be equally
accessible to all ow the basis of merit. Education shall be directed to

whe full development of the buman permnality and o the streng-
thening af respect for buwman rights and fundamensal freedoms. It

# Rahayy, Porfisdangan Hak Asysi Monisin " st 207
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shall pramote understanding, levance and friendibip among all
st ons, racial or religions groups, and shall further the activitier af
the United Nations for the muintenance of peace. Parents have a
prior right to choesse the kind of educarion thar shall be given 1o
phetr children,” (Seviap orang berhak memperoleh pendidilan,
Pendidikan harus gratis, setidak-tidaknya untuk ringkar sekalah
rendah dan pendidikan dasar. Pendidikan dasar harus diwajib-
kan. Pendidikan wknis dan profesional secara umum harnus ter-
buka bagi semua orang, dan pendidikan ringgi harus secara adil

dapar diakses oleh semua orang, berdasarkan kepantasan, Pen-
didikan hanss ditujukan ke arah perkembangan pribadi yang se-
luas-luasnya serta memperkokoh rasa penghargaan wrhadap
hak-hak asasi manusia dan kebebasan tundamental, Pendidikan
harus menggalakkan saling pengemian, roferansi dan persaha-
batan di antara semua bangsa, kelompok ras maupun agama,
serta harus memajukan kegtatan PBB dalam memelihara perda-
maian. Orangus mempunyai hak urama untuk memilih jenis

pendidikan yang akan diberikan kepada anak-anak mereka),

Pendidikan jugas relah diadaptasi menjadi UN Convertion on the
Righes of the Chnld atau Konvensi PBB entang Hak Anak 1989
(UNCRC), yang menckankan pada hak anak atas pendidikan yang
didasarkan pada kesempatan yang sama’’ Berdasarkan ketenruan
UNCRC, negara pithak harus memastikan bahwa pendidikan dasar
dan menengah gratis, tersedia dan dapar diaksess oleh semua, dan
mengambil tindikan unmk mendorong kehadiran rutin di sekolah
dan mengurangi inghar purus sekolah (UNCRC Pasal 28). Selain i,
hak aras pendidikan rwlah ditegaskan kembali dalam she 1960
UNESCO Convention Againgg Discrimination in Education, the 1981
Convention an the Elimination of All Forms af Discriminarion Agains
Wanen, the 2006 Convencion on the Rights of Persons with Disabilizies,
dan the African Charrer an Human and Peopler’ Righ. Sejak mhun

5 harm Torslew & Anne Sofe Barsch, 2017, *Flofupes and immigrant Chidres's Right 1o Educadion - & Compara-
irve Aoyl of Edicabon Poioss Gigeing immeagran] Chisdren m B Kondo Countrion”. Coming of Ao in Ele
(CAGE} Polcy Repart 2. im 12
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20006), bidany pendidikan pengungsi telah dimasublan ke dalam bi-
dang pendidikan yang lebih luas dalam keadaan darura (EiE), yang
ridak hanya mencabup pendidikan refgee, tetapi juga pengungsi,
anak-anak non-pengungsi yang hidup dalam konflik danf/amau ling-
kungan yang rentan, dan anak-anak yang terkena bencana alam.*

Selain i, dalam Pacal 22 Konvensi 1951 wenang Starus aras Peng-
ungsi menyatakan bahwa negars penandarangan “harus memberikan
perlakuan yang sama kepada pengungsi seperti yang dibenikan kepada
warga negara berkenaan dengan pendidikan dasar. .. [dan| perlakukan
sehatk mungkin... schubungan dengan pendidikan selain pendidikan
dasar™.” Bahkan di antra negari-negara penandatangan Konvensi
1951, realisasi hak atas pendidikan tersebut bergantung pada undang-
undang, kebijakan, dan prakiik yang berlaku pada wakw sejarah yang
berbeda dan dalam setiap konteks nasional vang berbeda. Misalnya,
sejak 1975, anak-anak pengungsi dari Burundi, Rwanda, dan Zaire di
Tanzanka diinegrasikan ke dalam sistem pendidikan nasional,™ mes-
kipun mereka kemudian dipindahban ke kamp-kamp pengungsi. ™

IN bran, pengungsi Afghanistan dapa menggunakan hak atas pen-
didikan sebelum pemulangan mercka secara sukarela ke Afghanistan
dimulai pada 2002, rewpi kemudian warga Afghanistan yang rersisa
di Iran secara sistemaris ditolak aras akses pendidikan melalui diskri-
minasi dan pemungutan tambahan biaya sckolah ™

Prakilk di Indonesia, walaupun status pengungsi saat ini sudah dia-
komodir melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2016, wapi peraturan
eersebut hingga saar ini belum mengarar aras hak dasar para pengungsi
untuk dapar memiliki akses bersekolah dan bekerja secar serara. Akan
tetapi, sebagai negara yang rerikar pada DUHAM dan relah merarifi-

& Dnwdn-Peirson. &, Aefugoe Edimadios, A Eiobal Bevew |Gonove: Uniled Nabons Higs Commessionor for
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kasi beberapa konvensi vang telah dischurkan sebelumnya, walaupun
belum meratifikasi Konvensi 1951, memilild tunggung jawab moral
sehagal bangsa beradab untuk memenuhi hak-hak pendidikan dan
pengajaran bagi pengungsi yang ada di Indonesia,

Saat ini, anak-anak pengungsi yvang berada di bawah pengawasan
Rudenim Pekanbaru ada yang mengikue sistem pendidikan belajar di
sekolah formal unmk pemenuhan HAM wrhadap anak, yvaiwu hak
anak ata pevndidikan dan segala sesuat yang menyangkur biaya pen-
didikan difasilicasi oleh 10OM bekerja sama dengan pihak Dinas Pendi-
dikan Kota Pekanbani. Kota Pekanbaru sendiri merupakan kot per-
tama di Indonesia yang secara resml mengizinkan anak-anak peng-
ungsi untik mengenvam pendidikan di sekolah-sekolah formal dan
dijadikan schagai daerah perconwohan.” Kebijakan tersebur diambil
setclah Satuan Tugas (Sargas) Penanganan Pengungsi Luar Negeni d
Kementerian Koordinator Polick Hukum dan Keamanan (Kemenko
Polhukam RI) mengadakan rapar membahas penanganan pengungsi
di Pelanbaru pada Agustus 2019 yang lalu, Dalam pertemuan terse-
but disepakari bahwa ada beberapa syarar yang ketenmannya harus di-
penuhi oleh anak-anak pengungsi agar dapar bersekolah di sekolah
formal. Perioma, anak versebur relah memiliki kar pengungsi yang
dikeluarkan oleh UNHCR. Kedus, memperoleh rekomendasi dari
Rudenim sctempat berkoordinasi dengan Kemenkumham. Keriga,
memperoleh surat jaminan dan komimmen atus dukungan biaya pen-
didikan dari lembags yvang mensponsori keberadaan ams kondisi
pengungsi. Keemipar, surat rekomendasi darl lembaga yang menspon-
sori bagi setiap anak para pengungsi yang akan bersckolah.™ Kebijak-
an untuk mengizinkan anak-anak pengungsi bersekolah di sekolah da-
sar negert di Kota Pekanbar vang didasarkan pada surar dard Kemen-
terian Pendidikan dan Kebudayaan dan Dirckrorar Penindakan dan

= “Beainban (hersd Peflasn Mesbolefian Analk Panian Suska Berssinis®’, i Yaniek. himids ool 211908
T ipsaanhans-dmrah: perisma-menbolsban-mob-porcar-suaska - arsebnion dakees pads @ Agustus 2030, puicd
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Pengawasan Keimigrasian Kemenkumham, serta hasil koordinasi Di-
nas Pendidikan Kom Pekanbani.™

Pada Okrober 2019, schanyak 81 anak yang telah memenuhi syarar
sckolah berdasarkan rekomendasi 10M Pekanbary telah mengilouri
pendidilkan di sekolah formal vang ada di Pekanbans. Dan 12 sekaolah
dasar negeri yang disjukan oleh IOM, hanya delapan sekolah vang di-
nyamkan [inas Pendidikan Kom Pekanbaru sanggup menampung
amak-anak pengungsi.™ Sekolah yang menerima anak pengungsi rerse-
bt melipurd SN 141 (delapan anak), SN 7 (tiga anak), SDN 159
(20 anak), SDN 56 (22 anak} serta SDN 170, SDN 48, SDN 190,
dan 30N 182 vang masing-masing menampung mjuh anak imigran,
" Anak-anak pengungsi ini belajar di sekolah-sekolah neger tersebut
dengan bahasa pengantar yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan
menggunakan seragam sekolah yang sama dengan siswa-siswa lokal.
Mata pelajaran pun tidak dibedakan sama sekali, sehingga para anak
pengungsi inf tidak dibedakan dengan siswa-siswa lokal di sekolah ter-
sebur, Hanva saja, para anak pengungsi tersebur ridak dapar diberikan
nomor induk siswa dan Jazah ketika lulus karena unmk memperoleh
hal tersebue harus ada beberapa dokumen, seperti karmu keluarga dan
jugn akta kelahiran Indonesia. Saar lulus nani, para anak pengungsi

ini hanya akan memperoleh Surar Keterangan Kelulusan dari pimpin-
an sckolah. Hal im tddak menjadi masalah karena yang diburuhkan

ileh anak-anak pengungsi sebenamya adalah normalisasi kehidupan
mereka. Mereka perlu memperoleh semangar dan mocivasi lagi unrk

bangun pagi, menggunakan sezagam sckolah, berangkar ke sekolah,
dan belajar bersama di sekolah.
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UNHCR Kota Pekanbaru juga relah melakukan advokasi kepada
perguruan tnggl uniuk memperoleh akses pendidikan dnggi bagh para
pengungsi di kota rersebut. Pada mhun 2019, salah sam universitas
swasta di Ko Pekanbaru, yaitu Universitas Islam Riau {(UIR) sudah
membuka diri untuk mencrima anak-anak pengungsi unmk kulish di
kampus tersebur pasca advokasi yang dilikukan oleh Perwakilan
UNHCR Kota Pekanbaru dengan Rekior UIR. Bahkan, pihak kam-
pus juga bersedia menyediakan beasiswa bagl para pengungsi yang ku-
liah di UIR. Berdasarkan kesepakatan antara UNHCR dengan pihak
kampus, scharusnya beberapa anak pengungsi sudah dapar mulai kuli-
ah di tahun ajaran 2020, weapi karena adanya Pandemi Covid- 19, ak-
hirnya teradi penundaan untuk sementara

Kondisi anak-anak pengungsi di Kon Makassar hampir sama de-
ngin di Kom Pekanbaru, Pemerintzh Koa Makassar selama ini memi-
liki komitmen ringgi rerhadap para pengungsi vang berada di wilayah
Ko Makassar, Anak-anak pengungsi selama ini telah diperbolehkan
dan diberikan kesemparan unwk mengenyam pendidikan di beberapa
sekolah negerl, walaupun status mereka udak sama dengan siswa war-
ga negara [ndonesia karena tidak memiliki nomor induk siswa, sehing-
ga mereka tidak dapar memperoleh ijazah. Namun, paling ridak, me-
reka telah diberd kesempatan untuk memperoleh pembelajaran yvang
sama dengan siswa-siswa lainnya

Kebijakan yving sama vang diterapkan di Kota Pekanbaru yang
mengizinkan anak-anak pengungsi unmik sekolab di sekolah-sekolah
formal kemungkinan besar akan diterapkan juga di Ko Makassar,
mengingat hasil rapar Saruan Tugas (Sargas) Penanganan Pengungsi
Luar Negeri di Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Kea-
manan { Kemenkopolhukam RI) dan isi surar dard Kementerian Pendi-
dikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dimgjukan untuk anak-anak
pengungsi di selurih Indoneda. Hal rersebur juga dibenarkan aleh
UNHCR Pekanbani, Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu
pejabar UNHCR wilayih Pekanbaru didapatkan hasil bahwa akses
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terhadap pendidikan formal untuk anak-anak pengungsi berdasarkan
Surat Edaran Kemendikbud ddak hanya diberdakukan unmk Kota Pe-
kanbaru, tetapi untuk seluruh Indonesia.

Selama ini, selain di sekolah tormal, untuk memenuhi hak aras
pendidikan bagi para anak-anak pengungsi vang berada di wilayah
Kota Makassar. JTOM menjalin hubungan kerja sama dengan LSKT
(Lembaga Studi Kebijakin Publik), salah sap NGO dif Kota Makas-
sar, untuk memberdayakan anak pengungsi tersebur, I1OM dan LSKP
telah sepakat untuk melaksanakan program pendidikan wntuk anak-
anak pengungst vang berusia 6-18 tahun. Akan tetapi, dalam pelaksa-
naannya, ternyaa banyak anak di luar kategon umur tersebut vang ju-
ga ikut hadir dan mengikun pelajaran di dalam kelas, walaupun para
pengajar weap lebih memifokuskan pengajarannya kepada anak-anak
yang masuk kategorl usia tersebur.* Prakiik pelaksanaan pendidikan
non-formal rersebur memisahkan ancara kelas perempuan dengan ke-
las laki-laki yang dikenal dengan kelas Boy Sheleer dan kelas Woman
Sheleer.

Walaupun dua lembaga rersebut velah memberikan fasilivas pendi-
dikan dan pengajaran kepada anak-anak pengungsi, tetapi dalam pe-
laksanaannya ditemukan banyak dari mercka yang malas mengilouti
pelajaran di kelas yang dischabkan berbagai kendala atau kesulian
yang mereka alami. Pertama, anak-anak pengungsi kesulian mema-
hami bihasa Inggris dan bahisa Indoneia, schingga para pengajar ke-
sulitan menyampaikan materi dan anak-anak pengungsi kesulimn me-
mahami materi tersebur. Kedna, anak-amak pengungsi sangar banyak
yang hiperakof yang mengakibatkan fokus mereka rerhadap pelajaran
sangar sedikit. Masalah hiperakoif ini karena anak-anak pengungsi er-
schut telah lama berhenti memperoleh pendidikan sejak meninggal-
kan negara asalnya dan lebih sering bermain selama di tempar penam-
pungin. Keegr, masalah sosial dan emosi yang banyak dialami oleh

& Syrtrd, “Infnmatsasl Pendodiian Mtk burad dan inakndf pads Anak, Pangungsi mamsonal & Kola ek
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anak-anak pengungsi, yvang mudah rerdibat konflik dengan temannya,
bahkan ada yang sampal mencoba mengakhid hidupnya. Mudahnya
terjadi konflik di antara mereka diakibatkan oleh depresi aau peng-
alaman yang retah mercka alami di masing-masing negaranya, Misal-
nya, banyvak di antara mercka yang melihar secara langsung orang rua
dan saudaranya diperkosa dan dibunuh.”

Kurikulum yang diajarkan pada anak-anak pengungsi di sekolah
nen-formal ersebut ridak disamakan dengan kurikulum di sekolah-
sekolah formal vang ada di Indonesla. Pada dasarnya, mereka diberd
materi pembelajaran pelajaran sekolah dasar dan sekolah menengah
pertama, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan anak. Mereka diber
kebebasan memilih maza pelajaran yang mercka senangi. Hal ini dapat
dilihar pada kurikulum hasil rumusan beberapa guru-gura dari LSKP
dan dm dad IOM, yaitu pemilihan mam pelajaran, deskripsi atau pen-
jelasan dari mata pelajaran, dan learning outcome yang akan dicapai
oleh anak-anak pengungsi tersebur dalam pembelajaran, sebagaimana
dapar dilihar pada rabel berikur

Tabel 12. Kurikulum Pendidikan Anak-anak Pengungsi

di Kota Makassar
Mata Deskripsi Mata Pertemusn’ Durasi
" pelajaran  Pelajaran teaming OUICOME  winggu | Wakiu
Mampu  berkominikasi
dengan Bahasa Inggris
Bahasa secara fash; dan seba- 3 kall 2o

' gai bekal dalam menca-  pedamuan  menil

Ingoris |
Defiokuskan pada prak R

U parcakapan dan
rammar parcakaparn gy ==

2 Bghasa dalem Bahasa Indone- 2 kall 180
| Indonesia ia dengan warga Kota pedemuan  menil
Makassar

T T — Difokushan pada mate- Mampu  menghdung 2 kali 180
: matika SD dan SMP, dan mengussai male- pedemuan  menit

“Syshnd, Tnemalisssi Pendidan ", Hm. 3
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120)

I8

Kompuler

Olahe

den dikondsikan ber- mabtka 5D, dan dapat
desarkan kemampuan mengenal malematka
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2. Komparasi dalam Pemenuhan Hak Non-Refoulement

Pada umumnya, pengungsi thdak mempunyai dokumen perjalanan
lengkap. Akibarnya, banyak di antara mereka mengalami perlakuan
sewenang-wenang di negara wijuan arau negara yang mereka singgahi,
seperti perkosaan, diskriminasi, penyiksaan, dan juga pemulangan se-
cara paksa.™ Bahkan, beberapa negara peserta Konvensi Pengungsi
1951 velah mengusir pengungsi untuk tidak masuk ke wilayahnya de-
ngan alasan mercka mengancam lingkup keamanan nasional aau
mengganggu ketertiban umum di negara ersebur.™ Kedatangan para
pengungsi ke suaru wilavah negara, dari sudur pandang negara, memi-
|liki berbagai konsekuensi pada bidang ekonomi, keamanan, dan kese-
imbangan sosial politik di wilayah negara tersebur,® yang kemudian
mengakibatkan penambahan beban bagi pemerintah negam ersebur,
Timbulnya konsckuensi ini mengakibatkan banyak kasus pengusiran
pengungsi di berbagai negara, lika merujuk pada FPasal 33 Konvensi
1951, rindakan pengusiran para pengungsi oleh suaru negara vang ter-
masuk Negara Pihak dalam Konvensi 1951 memupakan suaru pelang-
garan dan berlawanan dengan pasal ersebur.

Adanya pasal vang mengatur larangan melakukan rindakan pengu-
siran werhadap pengungsi yang dikenal dengan istilah prinsip mon-se-
Sfoarlemens merupakan langkah maju dalam hukum internasional dan
merupakan bentuk penghormaran terhadap hak asasi manusia. Pasal
33 konvensi terscbur mengatur bahwa Negara-negara Pihak pada
Konvensi tersebur ridak boleh mengusir amu mengembalikan seorang
pengungsi. dengan cara apa pun, ke perbatasan wilayah Negara l'ihak
yung akan gy ngancam kehidupan maupun kebehasan pengungsi ka-
rena alasan ras, agama, kebangsaan, keanggoraan pada kelompok sostal
rertentu atau pun karena opini politknya. Ketentuan pasal yang me-

§ Sakhanma, | K “Peegungs dan AR, Aemal Hibum rvssinng Fsutas Huten Dnderste Hasamsdaln
Wal 2 We 1 {20731 Rm 188
 Rshayu, Perindungan Fak Aam Wasse. © Hm, 01

| peschar, (5, Beyond Chadly: niemeonal Cooparmionaad the Giobal Relbges Sy [(Ciford: Owdond Univorsiy
Prisse, 1880}
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negaskan prinsip nen-refodement tersebur menjadi bagian dari pasal-
pasal yang tidak dapar direservast, atau dalam kata lain, dipesan dan
secara otomatis Negara-negar Pihak wajib untuk menaati prinsip ter-
sehur, Namun, pertanyaannys kemudian, bagaimana dengan negara
yang bukan merupakan Pihak dalam Konvensi 1951 tersebut, apakah
mecreka juga memiliki kewajiban memarubi dan melaksanakan prinsip
non-refoulement versebur?

Prinsip wewu-refoulement pada kenyataannya elah diakut hingga saan
ini sehagai baglan dari internatronal custornary Low atan hukum kebia-
saan internasional. Artnya, negara-negara vang belum menjadi Phak
dalam Konvensi 1951 etap wajib menghormati prinsip hukum reme-
but® Selain itu, pengaruran rerkait prinsip mov-refonlement sehenar-
oya tidak hanya diatur dalam Konvensi 1951, terapi beberapa konven-
si internasional lain juga mencanmumban pengatran terscbur. baik
implisit maupun eksplisit, Prinsip mon-pefoudemens di antaranya diarur
dalam Pasal 45 Paragraf 4 Konvensi Jenewa IV (Fonrth Geneva Con-
pention) tahun 1949, Pasal 3 Konvensi And Penyiksaan (Convention
Againg Tortwre), Pasal 13 pada Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil
dan Politik (Internasional Covenane on Cioil and Political Righis) 1966,
dan instrumen-instrumen HAM lainnya. Ketentuan-ketentuan yang
diatur dalam Konvensi 1951 dan Protekol 1967 merupakin acuan
utama dalam perlindungan pengungsi, yaim ermasuk:

i Larangan unmuk memulangkan pengungsi dan pencari suaka
vang beresiko menghadapi  penganiayaan saar dipulangkan
(prinsip nen-refoulemens).

b. Persyaratan untuk memperlakukan semua pengungsi dengan
cara yang non diskriminarif.

. Standar perlakuan terhadap pengungsi.

d. Kewajiban pengungsi kepada negam rempainya suaka.

" Jowan Paimogo, “inmducton o nieratosd Reloges Low”. makalah yang Shawakan peds- Ao Low
Conewiy, the ifwnaliona filole of Humantessss Law. San Remd, laky, Seplembar 1595 Alm 10,

¥




lish | | Megerasiasn dan Pedingenga Peguegs 5 mdoneia

e. Tugas negara untuk bekerja sama dengan UNHCR, dalam me-
laksanakan fungsi-fungsinya.

Indonesia yang hingga saar ini sebagai negar yang belum menjadi
Pihak atau pun meratifikasi Konvens: 1951, dalam pelaksanaannya di
lapangan selama ini wlabh konsisten menjalankan komitmennya rerha-
dap penghormatan aras prinsip ersebur. Hal ini rerbukti dengin ke-
nyataan di lapangan yang menunjukkan sikap pemerinmah yang ridak
melakuban pengusiran terhadap pengungsi, terbuka menerima keda-
tangan mereka, dan telah membuar regulasi khusus dalam penangan-
an para pengungst yang ada di Indonesta (Peraturan Presiden No. 125
Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri). T'er-
pres ini mengarur bahwa penanginan para pengungsi diamur atau di-
koordinasikan oleh Menter {vang mengoordinasikan urusan peme-
rintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan). Koordinasi dila-
kukan unnik merumuskan kebijakan meliputi: pengamanan, penam-
pungan, penemuan, dan pengawasan kebmigrasian.

Dalam hal inh, ketenman dalam hal penemuan vang wlah vercan-
tum dalam Perpres 123 Tahun 2016 ini sepatinya tidak menyinggung
rentang penanganan pengungsi vang ditemulkan di perairan imernasi-
onal, tetapi hanva dalam perairan nasional yang jumlahnya memang
cukup signitikan karena Indonesia adalah negara kepulavan dan mari-
tim. Pengungsi vang ditemukan dalam keadaan darurae dan perdu di-
selamatkan karena jiwanya terancam di perairan wilayah Indonesia di-
rangani oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang Pen-
carian dan Perolongan {Pasal 5). Lembaga yang menyelenggarakan
wrusan di bidang Pencarian dan Perolongan melaksanakan operasi
pencarian dan pertolongan verhadap kapal yang diduga berisi peng-
ungsi yang telah melakukan panggilan darurar (Pasal 6). Operasi Pen-
carian dan Pertolongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapa
melibatkan instans) werkait, melipun (Pasal 7): a) Tentara Nasional In-
donesia; b) Repolisiin Negara Republik Indonesta: ¢) Kementerian
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yang menyelenggarakan umsan pemerintahan di bidang perhubung-
am; d} Lembaga yang menyelenggarakan unusan pemerintahan di bi-
dang keamanan dan keselamaran laut atau yang discbur dengan nama
Badan Kemanan Laur arau e} Kementerian/lembaga pemerinmah
non-kementerian terkait lainnya yang melaksanakan rugas di perairan
wilayah Indonesia.

Ketentuan selanjumya pada Pasal 9 Perpres 125 Tahun 2016
mengatur bahwa pengungsi yang ditemukan dalam keadaan darurat
segeri dilakukan tindakan berupa: a) memindahkan pengungsl ke ka-
pil penolong jika kapal akan tenggelam; b) membawa ke pelabuhan
atau daratan rerdekar jika aspek keselamaran nyawa pengungsi dalam
keadaan terancam; ¢} mengidentifikasi pengungs yang memburuhkan
bantuan medis gawar darurar; d) menyerahkan erang asing yang didu-
ga pengungsi kepada Rumah Detenst Imigrasi di pelabuhan amu da-
raran terdekar, Kemudian, di Masal 13 Ayar (2) menyebutkan balwa
petugas Rumah Derensd Imigrasi yang menerima pengungsi untuk se-
lanjurnys melakukan perdaran melalui pemeriksaan berupa: al do-
kumen perfalanan; b} status kelmigrasian: dan ¢) idenritas, Selanjur-
nya, dalam Pasal 20 Ayar (2) mengatur bahwa dalam hal hasil atas pe-
meriksaan yaitu rerdapar orang asing yang menyatakan diri sebagai
pengungsi, perugas Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan
BB melalui kantor Komisariar Tinggi Urusan Pengungsi di Indone-
sl

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11, adapun prosedur pe-
nyerahan pengungsl yang direrapkan dalam hal di pelabuhan atau da-
ratan terdekar belum terdapar Rudenim, penyerahan ams para peng-
ungsi dilakukan kepada Kantor Imigrasi di wilayah serempar. Dan se-
lanjutnya. dalam hal pelabuban aau daraan erdekatr belum erdapan
empat pengungsian atau Rudenim dan Kantor Imigrasi, dan penye-
rahan para pengungsi tersebur dilakukan kepada Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Berdasarkan ketentuan terkait penemuan peng-
ungst yang diatur dalam Perpres 125 Tahun 2016 tersebut, tidak ada
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pengaturan yang melegitimasi adanya ndakan reforlement tethadap
pengungst yang ditemukan di wilayah perairan Indonesia. Begitu pula
dalam hal penampungan. pengamanan, dan pengawasan keimigrasi-
an. ridak ada kerentuan yang membolehkan adanya rindakan refosle-
mrent terhadap pengungsi terschu.

Pelaksanaan penanganan pengungsi di daerah pada umumnya ber-
pedaman pada Perpres 125 Tahun 2016 tersebur. Dalam pelaksanaan
prinsip mon-refonlement di Keda Pekanbaru, Pemerintab Daerah Kow
Pekanbaru selama ini rdak pernah melakukan pengusivan terhadap
para pengungsi, baik pada rahap pengamanan, penemuan, penam-
pungan, maupum pengawasan keimigrastan. Kasus penolakan masya-
rakat terhadap pengungsi pernih terjadi saar awal-awal kedatangan
mereka di Kowa 'ekanbaru karena proses reintegrasi sosial yang belum
cukup baik saar itu karena adanya perbedaan kultur masyarakat setem-
pat dengan para pengungsi. Namun, hal ity dapar diamsi dengan
memberi pemahaman kepada masyarakar, sehingga saar inf pengungsi
dapar berads di Pekanbaru dan dapar berbaur denpan masyarakar,
Rafki Syukn, perwakilan UNHCR di Pekanbaru. jugs memperkuar
pernyataan tersehur, bahwa saar ini masyarakar Pekanbaru telah mie-
nerima keberadaan pengungsi di Kot Mekanbaru,

Sebagal langkah preventil untuk mencegih wradinys konflik sosi-
al antara masyarakat setempar dengan para pengungsi, UNHCR me-
mitliki program edukasi bagi para pengungsi yang diberikan secara ter-
jadwal. Edukasi dimulai sesegera mungkin sejak mereka riba di Indo-
nesia dan juga edukasi bagi masyarakar serempar untuk memberikan
pemahaman kepada mercka. Sebdum Covid-19, Pemerinmh Dacrah,
Keshang, Kepolisian, TINI, UNHCR, dan 1OM relah memiliki dan
melaksanakan fodne Socializacion Programme itan Program Sosialisasi
Gabungan untuk memperkenalkan kulier dan budaya serempat kepa-
da pengungsi sehagal upaya agar para pengungsi dapar beradaprast de-
ngan kultur dan budaya serempar,
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Pelaksanaan prinsip nen-refonlement di Ko Makassar ndak jauh
berbeda pelaksanaanya dengan di Kota Pekanbaru. Pemerinah Kot
Makassar dan warga setempat selama ini tetap menjunjung tinggi
prinsip tersebur dan menerima keberadaaan para pengungsi. Namun,
berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Hamanzah, Kepala Seksi
Keschatan dan Perawatan Rudenim Makassar dari Rudenim Kora
Makassar, keberadaan pengungsi di Keta Makassar beberapa kali me-
resshkan warga sekitar tempat penampungan para pengungsl. Hal ini
karena adanya kasus pemerkosaan, penggunaan narkodka, gigels, so-
domi, perselingkuhan dengan istri warga, penvebaran aliran Syi‘ah,
dan lain-lain, Hal ini berdampak pada adanya kekhawatiran warga se-
kitar terhadap keberadaan pars pengungsi versebur,

Pengungsi yang ada di Kota Makassar jugn hampir setiap tahun
melakukan demonstrasi di depan Kantor UNHCR, 10M, Rudenim,
dan Kamtor Gubemur Sulawesi Selaran.™ Tunmian mercka umum-
nya terkait kejelasan penemparan mereka ke negara keviga, perbaikan
fasilitas, dan pemenuhan hak-hak dasar. Namun, jika memjuk pada
peraturan di Indonesia, demonstrasi oleh warga negara asing Ini rdak
diperbolehkan, sechingga para pengungsi vang melakukan demonstrasi
eersebur relah melanggar Undang-undang Nomaor 9 mhun 1998 1en-
rang Kemerdekain Menyampaikan Pendapat di Muka Umuam. De-
monstrasi tersebut juga kemudian memicu reaksi Gubernur Sulawesi
Selatan, Syahrul Yasin Limpo, pada tahun 2017, Saat divawancami
walah samu wanawan, yang meminta responsnya terkait demonscrasi
pengungsi di depan Kantor Rudenim Makassar, dia menyarakan kexi-
daksukaannys terhadap keberadaan pengungsi di Kora Makassar. Dia
bahkan menyatakan akan lebib senang jika para pengungsi rersebur
pindah dari Ko Makassar (Kabar News, 2017; Radar, 2017}, Hal ini
kemudian memicu konrroversi di masyarakar. Banyak yang mengin-

& parde Trwoga & i 280 “Tuniul Kepelasan Mawb, imgan Rotegyn Deeso Gubsmur Suss™ oo feww
el oo et sonal J6d P2 fendi g piesan -naibs imgran-mhng ya-demo-pubemur-nse, does pada
Howereber 2000 Pulnd 18. 08 WIB
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terpretasikan pernyaman tersebut sebagai bentuk pengusiran para
pengungsi yang ada di Kot Makassar. Namun, pernyataan tersebi
kemudian diklarifikasi oleh Syahmul. la menyarakan bahwa pemerin-
rah Sulawesi Selaran ridak menolak keberadaan dan kedarangan peng-
ungsi di Kom Makassar. Pernyaraan sebdumnya, menuramya, diruje-
kan terhadap tindakan pengungsi yang melakukan konmk fisik de-
ngan aparat keamanan sar menggelar demonstrasi di depan Gedung
Besowa tempat Kanror UNHCR dan Kangor [OM berada. ™!

3. Komparasi dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Bergerak

Pasal 26 Konvenst 1951 dan Protokel tentng Status Pengunggsd
mengatur bahwa negara sebagai man rumah memberikan pengungsi
“right to choose their place of residence to move freely within its tervitary”
atau “hak untuk memilib tempat tinggal mereka unmk bergerak bebas
di dalam wilayahnya". Hak bergerak secara bebas merupakan salah sa-
tu hak asasi manusia yang fundamental yang telah diakui dan dilin-
dungi dalam UDHR Pasal 132) UDHR tersebur menyehutkan
“lelveryone has the right 1o leave any country, tncluding bis own.” Kemu-
dian, Kovenan Hak 5ipil dan Politik rahun 1966 (ICCPR) juga meng-
arur mengenal hak setiap omang untuk meninggalkan swar negara, Pa-
sal 12(2) berbunyi * Everyone shall be free o leave any country, including
fis o™ . Ketenouan dalam Pasal 26 Konvensi 1951 dan Protokol ten-
tang Status Penpungsi tidak dapar diberlakukan kepada Indonesia ka-
rena bukan Negara Pihak, rerapi Indonesia tetap terikar pada ketenru-
an UDHR dan kovenan Hak Sipil dan Politik 1964,

Berdasarkan kerentuan Pasal 24 Perpres 125 Tahun 2016, peng-
ungsi yang herada di Indonesia ditampung di rempar penampungan
atau akomodasi sementam vang diteapkan oleh bupad/walilion. Me-
nurut Tri Rahayu, Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pelaporan Ru-
mah Detensi Imigrasi Pekanbaru, empat penampungan bagi peng-

“ Hanahan 5L Soal Tudngas Tolk Peagungs Rohingya”, Wi dyulewsion romrutss)tania han- sl
Fedfrigan-inksb-pengungi-mingya’, diakoss fada B Novwember XG0 pud 3130 Wi
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uregsi dari luar negeri di Kot Pekanbam diterapkan oleh Walikosa Pe-
kanbaru dengan mengeluarkan Surar Keputesan atas rekomendasi da-
ri Keshangpol, selanjutnya pihak 10M yang membasilitasi tempat pe-
nampungan tersebur dengan berkonrrak kepada pemilik empar peng-
inapan. Selama di tempat penampungan rerscbut, seluruh keburuhan
pengunpsi juga selurubnya difasilitasi oleh TOM. Sedangkan peng-
ungsi yang tidak berada di bawah banouan lembags internasional ataun
disebur pengungsi mandirl umumnya mencar empart tinggal sendiri
dengan blaya mandinl {Feing fndependen). Prakik vang sama juga di-
cerapkan di Kota Makassar, teempat Walikota Makassar velah melaku-
kan penandaanganan Nota Kesepahaman (MOU} dengan [OM me-
ngenai penanganan pengungsi yvang ada di Kom Makassar pada 23
Seprember 2015.

Terkait hak kebehasan bergerak, Pemerintah Kota Pekanbaru dan
Kora Makassar selama ini memberikan kebebasan bergerak bagi para
pengungsi untuk bepergtan dan berbaur dengan masyarakar umum
selama masih berada di wilayah Indonesia. Akan weapi, khusus peng-
ungst di tempat penampungan, pada Pasal 25 huruth Perpres 125 Ta-
hun 2016 diatur adanya wata rertib yang mengikat para pengungsi er-
sebur, yang dalam pelaksanaannya va rertib yang dibuar baik di Ko
Pekanbaru maupun di Kot Makassar salah satu isinya yaitu adanya
pemberlakuan jam malam. Artinya, ada bams wakiu bagi pengungsi
untuk meninggallan tempat penampungan yang ada di dua kota rer-
sebur. Arumnnya yaimu hingga pukul 21.00 wakou serempat.

Pelanggaran terhadap aturan jam malam tersebur akan dikenakan
sanksi secara bermhap. Pelanggaran pertama akan dikenai reguran li-
san, pelanggaran kedmiakan diberikan reguran vervulis, dan pelanggar-
an yang kesge akan dikenakan dndakan pendisiplinan dengan me-
mindahkan sementara pengungsi rersebut ke Rudenim. Selain i, pa-
ra pengungsl juga tidak diperbolehkan mengendarii kendaraan ber-
motor, seperti motor dan mobil, karena mereka tidak memiliki surat
izin mengemudi di wilayah Indonesia. Dalam hal pengawasan para
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pengungsi. di Ko Pekanbaru dan Kota Makassar pelaksana peng-
awisan terhadap para pengungsi berada pada kewenangan Rudenim
kedua kota tersebur. Kewajiban yang dibertkan kepada para pengungsi
dalam rangka pengawasan ialah wajib lapor din seriap bulan kepada
Kepala Rudenim setempat unruk memperaleh stempel pada kartu
identitas khusus mercka pada saa berada di vempar penampungan.
Adapun bagi pengungsi yang tidak melaporkan din selama 3 (dga) ka-
[t berturut-rurut mnpa slasan yang dapar diverima, akan dirempatkan
sementara di Rudenim sesual ketentuan Pasal 36 Perpres 125 Tahun
2016.

4. Komparasi Pemenuhan Hak atas Pekerjaan

Pasal 17, 18, dan 19 Konvensi 1951 memberikan hak kepada
pengungsi yang ditempatkan secara tetap di suatu negara dan telah di-
akui berdasarkan hukum untuk memperoleh pekerjaan serea mendiri-
kan suatu perusahaan dagang dan pekerfain bebas lainnya yang harus
sesuai dengankerenmuan hukum araw smran yang berlaku. Akan rerapi,
oleh karena fakranya Indonesia belum melakukan ratifikasi Konvens
1951 hingga saar ini, maka Indonesia udak memiliki kewajiban unmk
menyediakan lingkup lapangan pekerjaan bagi para pengungsi. Parma
pengungsi pada dasarnya juga perfu mencarl nafkah unmk mende-
kung penghidupan mercka, terutama mengingar mercka velah kehi-
lingan sebagian besar atau bahkin seluruh aser produkiif mercka sete-
lah meninggalkan negar asalnya. Namun, selama ini, pekerjaan mie-
rupakan salah sam permasalahan atau antangan yang paling banyak
dikeluhkan olch para pengungsiyang tinggal Indonesia. Mereka hidup
di rempar penampungan hanya makan, vidur, dan berakrivitas sesuai
program yang sudih disediakan pihak imigrasi dan JOM. Selain jeu,
pengungsi mandiri yang hidup di luar penampungan harus berjuang
untitk bertahan hidup dan blasinya mercka rerganming dart kiriman
wung dan saudaranya vang telah terlebih dabuly menerima suaka di

negara ketiga.
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Terkair hak atas pekerjaan hagi penpgungsi belum dianur dalam Per-
pres 125 Tahun 2016. pengungsi vang ada di Ko Makassar masih
belum diperbolehkan oleh Pemerintah untuk memperoleh akses pe-
kerjaan. Hal yang berbeda disampaikan oleh Rafki Syukri, perwakilan
UNHCR di Pekanbaru, Menururnya, tidak ada aturan yang melarang
dan ridak ada aruran juga yang membolehkan pengungsi bekerja di
Indonesiz, Dalam prakiik selama ini, para pengungsi tersebur akan
rerkendala dokumen-dokumen yang dipersyaratkan oleh perusahaan,

Bahwa pengungsi di Pekanbaru ridak diperbolehkan bekerfa, baik
di lingkup pekerjaan sektor formal maupun pekerjaan non-formal, La-
rangan bekerja bagl para pengungsi sebenarnya relah ercantum dalam
“Sarat Pernyataan Pengungsi” yang wajib dimndatangani oleh setiap
pengungsi yang relah berserifikar UNHCR yang menunjukkan stams
mereka sedang menunggu proses penempatan ke negara ketiga, seba-
gaimana yang vercantum dalam Lampiran Peramran Divekrur Jende-
ril Imigrasi Nomor IMI-0352.GR.02.07 Tahun 2016 tertanggal 19
April 2016, Pada pain 4 Lampiran Peramran disebutkan babwa peng-
ungsi harus taa pada peraturan yang berlaku di Indonesta, rermasuk
di antaranya, yaitu tidak boleh melakukan kegiatan vang berhubung-
an dengan memperoleh upah, mengendaral kendaraan npa Sura
lrin Mengemudi, mencar] pekerjaan, serta menjags ketertiban ling-
kungan sekitamya. Inilsh yang menjadi dasar akhimya para pengungsi
di Kota Pekanbaru maupun di Kota Makassar tidak dapat mencari pe-
kerjaan,

5. Hak aras Layanan Keschatan

Kesehatan lalah salah saru kebutuhan dasar bagi manusia. Begin
pentingnya keschatan ini, schingga sering dikarakan bahwa kescharan
bukan segala-galanya. terapi tanpa keseharan segala-galanya tidak ber-
makna. PBB pada 1948 relah menetapkan UDHR, yang di dalamnya

mengatur hak aras keschatan, khususnya yang tercanum dalam Pasal
25 berikut:
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"Setiap orang berhak atas taraf hidup yang menjamin kescharan
dan kesejahteraan unruk dirinya dan keluarganya, termasuk pa-
ngan, pakai@n, perumahan dan perawaran keschamn...”

Selain iru, dalam kevenmuan Constinsion of The Warld Health Chr-
panization 1948 juga telah mengamir bahwa keschatan merupakan ba-
gian dari hak asasi seriap manusia yang konteksnya harms dipenuhi de-
ngan menyatakan babwa * The enjoyment of the bighent attainable stand-
ared of bealth is one of the fundamesal rights of every human being with-
eur distinction of race. religion, polivical belief, reonemic or soclal condi-
phem.” lstilah yang digunakan dalam konstimusi wesebut bukan ®buman
rights”, tetapi “fundamental right”, yang jika diterjemahkan ke bahasa
Indonesia artinya menjadi “hak-hak dasar®, schingga hak rersebut o-
dak dapat dihilangkan dari setiap orang dan harus dipenuhi oleh nega-
ra, terlepas mercka adalah warga negara arau bukan.

Sementara i, dalam Hukum Internasional velah dikembangkan
juga berbagai instrumen mengenai hak asssi manusia, antara lain Ko-
venan Internasional remang Hak-hak Ekonomi, Sesial, dan Budaya
(fnternational Covenant on Eronome, Social and Cultural Rights) yang
dircrapkan pada 19%6, khususnya dalam Pasal 12 Ayar (1) kovenan
rersebut dinyatakan bahwa “setiap orang mempunyal hak untuk me-
nikmati standar tercinggi vang dapat dicapai ams kesehatan fisik dan
mental”. Kovenan tersebur relah dirardfikasi olch Indonesia melalui
Undang-undang Nomaor 12 Tahun 2005, sehinggra pemerintah me-
miliki tanggung jawab untuk memenubhi isi ketenman rersebur,

Pemenuhan layanan keschatan bagh pengungsi yang ada di Indone-
sia sudah disrur dalam Perpres 125 Tahun 2016, Pasal 26 Perpres «
gie mengarur bahwa rempar penampungan para pengungsi dapar di-
Fasilitasi oleh 1OM melalui kementerian yang menyelenggambkan unas-
an pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia serelah ber-
koordinasi dengan menteri. Fasilitas oleh organisasi intemasional, se-
bagaimana yang telah dimaksud tersebur, berupa fasilias kebunihan
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dasar hagi pengungsi di wmpat penampungan, seperti fasilits kebu-
rithan dasar meliputi penvediaan atas air bersih, pelayanian keschatan
dan kehersihan, pemenuhan keburuhan makan, minum, dan pakaian,
dan fasilitas ibadah,

Prakiik yang dilaksanakan di Ko Pelanbaru dan Kota Makassar
menunjukkan bahwa setiap pengungsi telah disiapkan akses terhadap
lavanan Keschamn, [OM di dua ko versebut welah bekerja sama de-
ngan Dinas Keschatan, Puskesmas, dan rumah saki-rumah sakic rer-
dekat darl rempat penampungan para pengungst, Selurub blaya layan-
an keschatan ditanggung 10OM. Jaminan tersebut juga diberikan di lu-
ar dart mnjangan bulanan yang jumlahnya ridak seberapa vang diberi-
kan oleh 1OM kepada para pengungsi tap bulannya, Meskipun demi-
kian, pengungsi juga tetap harus membayar sendiri biaya perjalanan-
nya untuk mengakses pengobatan. Apabila mercka rawat di Rumah
Sakit, seluruh biaya akan dimnggung oleh TOM. Akan wewapi, jika para
pengungsi ingin memperoleh pengobatan dari Puskesmas atau penye-
dia layanan medis lainnya yang ridak bekerjasama dengan [OM, maka
pengungs: tersebut diwajiblan membayarkan sendin blaya pengobar-
an tersebut,
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Bab 3
Perlindungan Pengungsi

dalam Perspektit Hukum
Internasional

Dalam bab sebelumnya, penulis telah memaparkan bahwa sampal de-
ngan detik ini Indonesia bukan pihak dart pejanjian Internasional vang
mengatur rentang pengungsi sehagaimana diater dalam Konvensi 1951
dan Protokol Tambahan 1967 tentang Stams Pengungsi. Perjanjiin in-
wmasional tersebut merupakan hukum internasional {freary).

reaty dibagi menjadi dua macam, yain:

. Law making oreaty adalah perjanjian inwernasional yang bersifar
universal, sechingga suaru negara sehagai bagian dari masyarakar in-
rernasional mau tidak mau harus menjadi pthak atau mengindah-
kannya, kecuali dalam perjanjian intemasional rersebun (kenoena)

I I:!'I:I'ﬁi.l.'l WF WnLANE Feserivdine,

| g

Freaty contract adalah perjanjian internasional vang sifarnya dapar
bilateral (dilaikukan oleh dua negaral st pun muliilaeral yang di-

lakukan oleh beberapa negara, schingga perjanjian tersebur hanya
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mengikar bagi negara-negara yang menjadi pihak dalam perjanjian
rersebur,’

Dari ruang lingkup ini, dapar dikaakan bahwa Konvensi Jencwa 1951
dan Prowkol Tambahan 1967 tenmng Stamus Pengungsi masuk dalam
kazegori hukum internasional yang bersitar G muaking ereary.

Ratifikasi atau pengesahan suatu perfanjian internasional adalab rahap
yang paling penting dalam sreaty muking process. Sebab pada tahap imulah
sebuah negara memberikan perserujuannya untuk ditkat secara definisfee,
Rarifikasi juga berarti penyerahan sedikit kedaulatannya kepada suans
perfanjian internasional. Sikap Indonesia yvang belum mernrifikasi pro-
duk hukum internasional entang Status Pengungsi tersebur dapar ds-
maklumi sehab proses ravifikasi bulanlah hal yang mudah karena me-
nyangkut berbagai aspek kehidupan bangsa. Scbagaimana disampaikan
oleh Syafrinaldi, dalam pemaparannya pada kuliah umum hukum iner-
nasional rentang Rarifikasi pada Perjanjianjian Internasional rentang Hu-
kum Udara dan Ruang Anghkasa (AAU-Yogyakarma, 19 Okiober 2014),
bahwa ratifikasl merupakan pernyaraan dan suatu negam werhadap per-
janjtan internasional babwa negara tersebut bersedia menjadi pihak da-
lam suaru perfanjian internasional. Dalam hal ini, Indonesia melakukan
stkap hati-had dalam melakukin ratifikasi rerhadap konvensi-konvensi
internasional, termasuk Konvensi 1951 dan Protokel Tambahan 1976,
Hal inl tidak lepas dari masalah kepentingan nasional yang melatarbela-
kangi.

Adapun berbagai masalah vang blasa dihadapi oleh berbagai negara
dalam melakukan proses ratifikasi rersebur melipuric a) masalah subsan-
siz b) masalah prioritas; ¢) masalah sosialisasi; d) masalah birokrast; ¢] ma-
salah sumber daya manusiz; dan Omasalah kevangan. Rarifikasi suan
perjanjian internasional adalah saru hal, dan implementasinya adalah hal

yvang lain Ligi. Rarifikasi adalah permulaan dan proses vang panjang dan

! Fithnatus Smbar, Porprjian Koga Waktu Terdanty [P¥WT] datam Hubungan Kera dalam Perspakd SAN
LA Liwi liseiny’ 5ol 01, Mo 03 008dcher 2017, s 140,
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memakan waki lama. Suatu perfanjian internasional pada umumnya di-
rumuskan unnik diberlakukan secar universal atau paling ridak olch se-
bagian besar negara di dunia. (leh karena perjanjian internasional i
diwujudkan untuk berlakou universal, ren tidak dapar menampung aspi-
rusi dan kepentingan semua negara. Oleh karena it negam-negan pikak
harus mengambil langkah-langkah unmk penyesusian, pencocokan, dan
membuat ketentuan-kerentuan baru maupun menghapuskan ketenmnan
vang tidak sesuai agar dapar melaksanakan konvensi yang telah diterima,

Efekiifitas pelaksanaan suaru perangkar Imernadonal dalam domain
st negara dipengaruhi oleh sefauh mana kesadaran, pengetahuan, dan
pemahaman atas peranghkat tersebut. Mada kenvamannya, soslalisasi juga
sangat perlu diberikan aparat pemerinmhan pada instans terkair, Sosiali-
sasi juga penting diberikan kepada lembaga swadayva masyarakar (LSM)
karema. pada kenvataannya, LSM turur berperan dalam memajukan dan
mengawasi implemenmsi hak-hak yang erkandung dalam setiap konven-
si, Selama ini, sosialisasi lebih banyak dilakukan sewelah dirarifikasinya su-
aru konvensi. Padahal akan lebih efelif apabila sosialisasi dilakukan sebe-
lum rarifikasi dilakukan. Proses sostalisast merupakan keglatan yang perlu
dilakukan terus meneresdan efekrifitasnya harus dievaluasi secara berka-
ta. Walaupun ridak dapar dipungkiri bahwa masalah birokrasi juga mem-
pedambat ratifikas konvensi vang relah disepakati menjadi sebuah pro-
duk hukum internasional yang sifatnya universal_

Dalam kaitannya dengan Konvensi Jenewa 1951 dan Protekol Tam-
hahan 1967, jika dicllik dari sifarnya sesuai dengan penjabaran penulis di
atas, maka masuk dalam kavegori Lo miaking rreaty, Oleh karena i, ide-
alnya, sehagai salah satu negara anggo PBB, Indonesia mestinya merari-
fikasi konvensi rersebur. Namun, mengingar [ndonesia pada dasarnya bu-
kan negara mjuan dard pengungsi dan hanya merupakan negara eransiy,
maka sampai sejauh ini Indonesia belum merasa berkepentingan unwuk
meratifikast konvensi emebur. Namun demikian, sebagal bagian darl
masyarakat internasional, Indonesia sejaub ini wlah menunjukkan tkrikar
balk dalam menghoman ketentuan perindungan terhadap pengungsi
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yang telah menjadi hubum dunia ine. Hal ini eelah dibukrikan oleh Indo-
nesta dad puluhan ahun yang lalu saar Indonesia menampung pengungsi
yang terdampar di wilayah perairan NKRI dan memberikan lokasi khu-
sus, yakni Pulau Galang, Kepulauan Riau, kepada para pengungsi rerse-
but sampai mereka betul-berul siap unruk dikembalikan ke negaranya

Penampungan pengungsi di Pulan Galang, menurnse penulis, adalah
salah saru seraregl paling baik vang dilakukan pemerintah Indonesia pada
wakm i dalam memberikan penampungan kepada para pengungsi,
meskipun Indonesia tddak menjadi pihak dalam konwvensi internasional
rentang status pengungsi. Pulan Galang secara geografis terpisah jauh dari
pemukiman masyarakar. Lokasi yang terpisah rersebut dioprimalkin un-
ruk memberikan perdindungan kepada pengungsi dengan membenkan
berbagai fasilitas dan laivanan yang lavak sebagaimana diperinmhkan oleh
konvensi. Pemerinmh hanya memberkan tempat penampungan dan
BB yang berranggung jawab terhadap penyediaan sarana dan prasarana
yvang dibutshkan, Akses jalan aspal menuju lokasi penampungan masth
bagues kondisinya sampai saar ini, walaupun kawaan tersebur sudah ridak
lagh dibiuni. Ada bekas rumah sakiv, bekas rumah-rumah penampungan,
bekas bangunan sekolah vang diperuntukkan untuk anak-anak pengung-
si, dan bekas pos keamanan. Penulis juga melihar ada bekas penjara bagi
pengungsi pelaku kejahaman di lokasi penampungan. Pengawasan dilaku-
kan sangar ketar, baik dari PBB maupun dari pemerintah Indonesia, Para
teniaga medls manpun enaga pendidikan yang berada di Pulau Galang
bermugas atas nama PBB, Semua berjalan dengan baik hingga para peng-
ungsi dipulangkan kembali ke negaranya pada saar situasi keamanan di
negara mercka relah aman.

P'ola perlindungan yang pernah dilakukan oleh pemerintah Indonesia
dalam penanganan pengungsi di masa lalu ddak pernah terjadi lagi pada
masa sekarang, Padahal. menurut penulis, model penanganan seperri di
P'ulau Galang sangar efekell unmk menghindari berbagai persoalan sosial
yang ada. Lokasi yang jauh terpisah dari pemukiman penduduk me-
mungkinkan proses pengawasan terhadap pengungsd lebih mudah dila-
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kukan. Persoalan para pengungsi tersebut hanya bersifat transie di bebera-
pa kota di Indonesia selama ini sehenamya tidak dapar dijadikan alasan
untuk tidak memberikan lokasi penampungan khusus yang terpisah dari
pemukiman penduduk serempar. Fakranya, para pengungsi beserta kelu-
arganya tidak hanya sebentar berada di kom-kora yang menjadi tempat
penampungan sementara, termasuk di Kora Pelanban maupun Makas-
sar. Bahkan bagl yang tidak memiliki sk arau profesi rertentu, mercka
sampal bertahun-tahun ranpa kejelasan berada di tempat penampungan,
Sementira pegari penerima menolak mereka dan mempriorivaskan peng-
ungsi dengan latar belakang memiliki keahlian.

Tentu saja, ribuan pengungsi yang berada di berbagai kova-kota besar
di tanah air, yang bermhun-wbun belum dapar kepastian wak dibe-
ranghkatkan ke negara tujuan, dapar dipastikan mercka adalsh pars peng-
ungsi wnskill persen. Hal ini juga menjadi salah saru sehab sulitnya perlin-
dungan terhadiap mereka apabila Indonesia harus memamhi semua ke-
wentuan yang ada dalam konvensi wemang stamus pengungsi dalam hal
pemberian hak memperoleh pekerjaan untuk keberlangsungan hidup
pengungsi dan keluarganya. Sedangkan angkatan kerja di Indonesta sen-
diri masih banyak yang membumhkan pekerjaan dengan minimnya ke-
ersediaan kesemparan kerja.

Berbagal persoalan sosial yang dmbul dari semakin banyaknya peng-
ungsi vang berdamngan di berbagai kot besar di Indonesia adalah gejala
vang patut diseriusi oleh pemerintah dilam melakukan penanganannya
ke depan. Peraturan Presiden yang mengatur tenrang penanganan peng-
ungsi dari luar negeri, menurur Tri Rahayu, belum cukup memadal kare-
na tidak mengarur rentang aruran wrunanmya, schingga teknis pelaksana-
annya juga masih rerdapar banyak kendala. Apabila ke depan kondisi di
berbagal daerah di Indonesia semakin ramal menjadi wjuan transic para
pengungsi dari berbagal negara, menurut penulis, baik pemeriniah dae-
rah serempat maupun Kanwilkumham yang membawahi Rudenim su-
dah saatnya memikirkan pola perlindungan dengan medel penanganin
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vang lebih baik agar tidak berpotensi menimbulkan konflik sosial di ma-
syarakat,

Penulis melihat pola penanganan pengungsi dengan lokasi penam-
pungan rerpisah seperti yang dilakukan pemerintah Indonesia di Pulau
Cialang jauh lebih efekeit dalam mengoptimalkan perlindungan terhadap
pengungsi maupun dalam hal pengawasannya. Tenru saja, PBB sehagai
badan yang paling berranggung jawab mengenal hal ini harus siap penda-
naan dan penyedizan sarana maupun prasarana yvang diburuhkan para
pengungsi selama mereka berada di rempar pengungsian. Pemerintah da-
erah hanya perlu menyediakan tempat terpisah yang jauh darl pemukim-
an penduduk lokal. Artinya kesediaan permeringah daerah dan kesanggup-
an PBB dalam hal pendanaan dalam menvediakan segala lasilicas yang ds-
buruhkan menjadi kunci urama dalam pola penanganan pengungsi rerse-
but. Sebab pola vang dijalani saat ini relah banvak menimbulkan persoal-
an sosial di masyarakar,

Bagaimanapun, hal yang telah dilakukan oleh pemerinmah Indonesia
selama ini dalam memberikan perlindungan dan penanganan rerhadap
pengungsi patut dibargal. Sebagal negara yang bukan menjadi pithak dari
konvensi wentang status pengungsi, Indonesia relah menjalankan fungsi-
nya sebagai bagian dari masyarakar dunia dalam pelaksanaan misi kema-
nusiaan PBB dalam hal perdindungan pengungsi. Kesedinan pemerinmah
dacrah di berbagai kora besar di mnah air dalam menerima kedamangan
pengumngsi juga hanes dibarengi dengin pengawasan yang memadai untuk
memperkedl persoalan yang mungkin timbul. Namun, dalam konwehs
Indonesia sehagal negara berdaular, apabila ada kondist yang membaha-
yakan stabilitas nasional dengan keberadaan pengungsi yang semakin ba-
nyak berdarangan, maka timbul pertanyaan, apakah keraatan suatn nega-
ra terhadap ketentuan hukum inemasional harus mengabaikan kepen-
vingan nasional? Menurut penulis, negara berhak melakukan penolakan
verhadap arus pengungs apabila memang kondisi di ranah air sudah ddak
memadai lagi unmk digunakan sebagal tempat penampungan. Misalnva,
kipasitis tempat penampungan vang sudah penuh, seperti yang terjadi
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saat ini rermasuk di Kota Pekanbaru dan Kom Makassar, negara harus
mengutamakin kepentingan nasional dilam membuat kebijakan, erma-
suk dalam penecrimaan pengungsi. UNHCR sehagal kepanjangan tangan
BB harus melihar realitas sosial yang ada dan menghormad setiap sikap
pemenntah dalam mengutamakan perlindungan kepada warga negara-
nya sendiri. [ setiap daerah di Indonesia pasti memiliki kearifan bokal,
Dhalam persoalan pengungsi, maka pemerintah dacrah sehatknya juga me-
libatkan para wkoh masyarakar atau wenik mameak (okoh-rokob adar) di
setiap daerah dalam penanganan pengungsi di masyarakar,
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Bab 4
Penanganan dan

Perlindungan Pengungsi
di Indonesia

A. Dasar Hukum Penanganan dan Perlindungan Pengungsi di Indo-
nesia sebagai Negara Transit sebelum Peraturan Presiden RI No-
mor 125 Tahun 2016
Saat Ini, Indonesia telah memiliki peraturan unmk menangani peng-

ungsi yang datang ke Indonesia, yaitu Peraturan Presiden Republik Indo-

nesia Nomor 125 Tahun 2006, Namun, sebelum peramiran tersebu
muncul, Indonesia telah lama dan sering menangani pengungsi. Artinya,
keheradaan pengungsi di Indonesia bukanlah hal baru, verapi elah werjadi
pada kurun wakm mhun 1975 hingga 1980 dengan adanya pengungsi
dari Viemam yang ditempatkan di Pulan Galang, Provinsi Riou,'
Penempitan pengungsi di Pulau Galang merupakan upaya repar da-
lam penanganan pengungsi ke Indonesia, model penemparan Pulay Ga-

lang memberikan dampak posivil. di antaranya:

Remmawali “Perdndusges Terhadeg PeegengssPuncas Buska & ledonesa (Sehage Megaa Tram) Menunil
Korseees: 1551 dan Projohol 5567, el lima Huium Uneafan S Kuals, Velume 17, Koeor 3 20081 him
2
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® Menghindar konflik sosial yvang terjadi di tengah masyarakar atas
hadirnya pengungsi dari negara lain

® Pemerinth dapae lebih fokus dalam penanganan dan melakukan
upaya perlindungan bagi pengungsi, seperti pemenuhan atas Hak
Asasi Manusia

® Lengkapnya fasilitas yang memadai, sepertl rumah sakit, penjara
bagi vang melakukan dndakan kriminal

Berdasarkan perspekif Hukum Internasional, Indonesia memiliki hak
sebagal negara vang mendeka, vaitu unmk menerapkan kedaularannya
dan menenmukan berkenan arau tidaknya mencrima pengungsi yang ma-
sk ke wilayah Indonesia, Hal ini karena Indonesia bukan negara yang
meratifikasi Konvensi Mengungsi 1951 dan Prowkol Pengungsd 1967,
Kedaulatan tersebur merupakan rindakan yang dapar dianggap sebagai
langkah preventf dan sebagai bentuk pertahanan negara dark gangguan
asing, demi melindungi dan menjaga stabilitas dhonomi dun politik nega-
ra, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang.”

Sebelum Perpres tahun 2016 erbit, Indonesia saar i belum memiliki
dasar hukum mengenai pengaruran aras pengungsi. adapun perlindungan
dan pengaturan pengungsi atiu pencari suakadi Indonesia saat itn berda-
sarkan perangkat hukum vang berasaskan atas HAM, sepeni:
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Ko UUD dan Peraturan Rumusan yang terkandung
Perundang-undangan
1 UUD 1845 Pazal 28 G{2) “Sedap Orang berhak unluk bebas dan penyik-
saan atau perlakuan yang merencahkan dera-
jat martabat manusia dan berhak mampemieh
suaka politik dari negara lain,”

2 UU No. 5 Tahun 1988 Ten- "Tidak Bolah ada negam yang menolak, me-
tang Pengesahan korvensi ngembalikan atau mengeksirads sesecrang
menemang penyiksaan dan ke negam yang mana lerdapat keyakinan'alas-
pariakuan lain yang kejam, -an yang kuat bahwa da akan berbahaya kare-
lidak manusiawl atau me- na menjadi sasaran penyiksaan.”
rendahkan manusaa (UL
CAT) [Ratifkasi) Pazal 3

3 UUNo 39 Tahun 1999 Tan- “Seliap orang berhak mencan suaka untuk
\ang Hak Asasi Manusia ler- mempercieh perindungan poliik dan negara
dapat dalam pasal Z8 (1) lain"
yang berburyi

4 Perawran Dren Imigrasi "Bahwa dalam perkembangannya kedatangan
Nomor IMI-1439.UM.08.05 dan keberadaan orang asing sebagal imigran
Tatun 2010 tentang Pena- llegal yang kemudian menyatakan dirinya seba-
nganan imigran llegal gai pencan suaka dan pengungs:, il peraturan

Dinen tersebut manyangkul penanganan pen-

Cari suaka dan pengungs:
& Tap MPR No. XVIMPR' Mengakui keberadaan Deklarast Universal Hak
1998 Asasi Manusia (DUHAM) yang dalam pasal 24

mengatur bahwa “setiap orang berhak mencan

suaka untuk memperoleh pedindungan poitk
dari negara lain”,

Drari tabel rersebut dapar dilihar, bahwa walsupun ddak memiliki per-
amuran perundang-undangan yang spesifik menganir mengenal pengung-
si, tetapi Indoncsia masih memberikan ruang bagi pencan suaka yang
berasal dari luar negerd, sepertd halnya yang rerdapar juga dalam UL Ne,
37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negen, khususnya terdapar da-
lam Pasal 27 ayar | vang menyebutkan “Pengungsi dari Luar Negeri”™ ber-
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beda dengan pengungsi dalam neger {fntermally Displaced persons-1DP.
Secara garls besar, UU Keimigrasian menganggap babwa pencari suaka
dan pengungsi sckaligus schagai korban penyelundupan dan perdagangan
manusia, Namun, Indonesia masih rerap mengakui keberadaan para pen-
cari suaka dan memberikan perlindungan atas hak asasi manusia mereka.

B. Dasar Hukum Penanganan dan Perlindungan Pengungsi di Indo-
nesia sebagai Negara Transit Setelah Peraturan Presiden Rl No-
mor 125 Tahun 2016
Berdasarkan standarisasi peraturan Hukum internasional, masalah

pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol Peng-

ungsi 19537, Pada konvensi dan protokol tersebur terdapat kerentuan bagi
megara-negara yang meratifikasings, yakni kewajiban menerapkan anur-
an-aturan yang terkandung dalam konvensi rersebut. Indonesia belum
meratifikasi dua instrumen hukom intemasional versebut, etapi payung
hukum tentang pengungsi adalah Peramuran Presiden RI Nomor 125 Ta-
hun 2016, Payung hukum ind diharapkan dapar menjadi pijakan dalam
memangani pengungsi dan pencari suaka yang masuk ke wilayah Indone-

i,

Bila dalam UU Keimigrasian pencari suaka dan pengungsi didefinisi-
kan secara garis besar sehagal korban penyelundupan dan perdagangan
manusia, mika dalam Perpres tahun 2016 memberi pengertian lebih jelas
tentang pengungsi, yakni orang asing yang berada di wilayah Negira Ke-
satuan Republik Indonesia (NKRI) yang dischabkan oleh ketakutan yang
beralasan akan adanys persekusi dengan alasan ras, suku. agama, kebang-
saan, keanggoraan kelompok sosial wrentu, din pendapar politik yang
berbeda, serta ridak menginginkan perlindungan dari negara asalnya dan/
atau vedah memperoleh status pencar suaka arau status pengungsi dari
PBE melalui UNHCR di Indonesia®

* Fira, Peranganan Percan Senia dan Pengungsd di indormsia’ Oilena Peraluras Salengaf Ha® dolam W
Suselyo, Ralisgeye Sosvas Einig penp Ticah Sokdy Borsearn [Jakara PAHAM dan PARA, 2073 him #0114
i Picksl 1, Parprea Mo 125 Tahun 2013 entang Perssgenen Pengungsd dar Lunt Megar
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Perpres No, 125 Tahun 2016 kemudian diterapkannya secara nasio-
nal. Namun, dalam kebijakan remebut hal-hal kontroversial. Salah saru-
nya adalah para pencari suaka dan pengungsi yang datang ke Indonesia
diternpatkan dalam Rumah Derensi Migrasi {(Rudenim). Dalam Perpres
Mo. 125 Tahun 2016 bagian ketiga, khususnya yang terdapar pada pasal
24, disebutkan bahwa para pencari suaka dan pengungsi akan divempar-
kan di Rudenim yang berkoordinast dengan pemerinmh daerah kabupa-
ren/koda serempat. Jika ddak erdapar penampungan, maka pemerintah
daerah, yaliu bupad/walikosa, harus menyediakan rempat penam pungan
gkomodasl sementara untuk pam pengungsi. Menempatkan pengungsi
di Rudenim mempakan hal yang melanggar hukum internasional. Kon-
disi Rudemim yang memprihatinkan, seperd penjara. Walaupun bukan
penjara, tapi kondisinya mirip dengan penjar Akeivitas di dalam ruang-
an sangat rerbatas dan tidak manusiawi.

Perpres tersebur juga mengarur fasilitas bagi para pengungsi dan pen-
cari suaka di rumah penampungan. Tempar penampungan bagl pam
pengungsi dan pencari suaka diarur dalam pasal 26 ayar 3 yang berbunyi:

“Tempat penampungan sebagiimana dimaksud pada ayar (1) da-
pat difasilirasi cleh organisasi internasional di bidang urusan mig-
rasi mielalui kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerin-
tahan di bidang hukum dan hak asasi manusia setelah berkoordi-

nasi dengan menten.”

Berdasarkan penjabaran di atas, pemenuhan ats fasilicas dasar untuk
pengungsi di rempar penampungan juga dapar dilakukan oleh organisasi
internasional di bidang migrasi, seperd UNHCR, 10OM, PBB, maupun
ofganisasi internasional lainnva vang ada terkait dengan perlindungan
dan pemenuhan hak asasl manusia, vang harus atas koordinasi Kemen-
kumham (setelah sebelumnva berkoordinasi dengan Menkopolkuham).
Fasilicas-fasilivas keburuhan dasar yang dimaksud dalam pasal 26 ayar 4

Pl 26 et 7 Pprpies Wo 125 Tabun 2016 lerang Dermngaems Pangunges San Lusr Mageni

145




Pemargaran Penpmpel 4 irtrisa

yaitu terdiri dari penyedian air bersih, pemenuhan keburuhan pokok, se-
perti makan, minum, dan pakalan, pelayanan keschatan dan kebersihan,
serta fasilitas tempat ibadah,* dan juga disediakannya fasilicas bagi para
pengungsi yang berkeburuhan khusus, Sedangkan pengungsi yang berke-
butuhan khusus, dalam Perpres ini, lah pengungsi yang sedang hamil,
sakit, anak-anak. pengungsi lanjur usiz, dan pengungsi yang menyandang
disabilivas.”

Perlindungan atas pengungsi yang datang ke Indonesia, menurut Per-
pres, dilakukan sejak awal kedatangannya. Penanganannya juga diasur
hingga penyelamatannya, seperti pengungsi yang datang menggunakan
kapal-kapal menuju Indonesia. Diterapkan juga operasi pencarian dan
pertolongan pengungsi vang melibatkan berbagai pihak, sepern THNI,
Polri, Kemenhub, dan badan keamanan laur unmuk melakukan pena-
nganan, penvelimatan dan perlindungan para pengungsi.” Pemulangan
pengungsi ke negara asalnya juga diatur dalam Perpres ini, yakni diarur
dalam Pasal 38. Dan hal ini tidak bertentangan dengan asas nor-refoule-
ment yang menjadi asas dasar Konvensi 1951, Pemulangan sukarela ke
negara asalnva dilakukan berdasarkan kemanuan pengungsd sendin dan
secara sukarela berbeda hal dengan won-refoslemens.”

" Pacal 28 Apal & Perpres Mo O Tahun 21718 leniang Pesamganan Pengungs dar Luar egen
"Passl 1T Ayal 3 Papres Mo 025 Tabun 2016 lentang Penssganan Pangungsl dan Lunf Megen
#Pasal T Perpros ko 125 Tohun 203 lentang Penangaran Pangungsi dan Lus Megen

* Fitsa, *Parbrdurgan Hooom Bagl Péngungsl o Megata Kolge”, Padpiess Juma! Py Houm Wol, 3 Kol
[215)
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mudian melanjutkan pendidikan di SMPN 014

Tanjung Redeb Berau dengan tahun kelulusan
2014. Pendidikan SMA-nya ia rempuh di SMA N 5 Balikpapan hingga
lulus tahun 2017, Saar ind, i masih menempuh pendidikan sebagai ma-
hasiswa Fakultas Huokum angkatan 2017 di Universitas Ahmad Diahlan,
Beberapa kegutin non-akademik yang pernah dijalaninya antara lain se-
bagai Participant di 4 SHIELD International Conference di Universitas
Negeri Lampung (UNILA) mhon 20019 di Bandar Lampung dan Presen-
ter di International Conference on Law Reform (INCLAR) Universitas
Muhammadiyah Malang pada mhun yang sama.

Enumerator 2—Ayu Purwaningsih

Ayu lahir di Kebumen, 4 Okrober 1998, 13 meru-
pakan putrl pertama dari Mundirl Al Basir dan
Sutari. Ayu menempuh pendidikan di SDN 3
Mrenwl dan lulus pada 2010, Ta kemudian me-
lanjutlein di SMPN 1 Prembun hingga lulus ta-

hun 2013, Kemudian, b menamatkan pendidik-
an di SMAN 1 Prembun pada 2006, Saat ini fa
masih berstarus sehagai mahasiswa Fakulms Hubum Universitas Ahmad
Lyahlan anghkatan 2017,

Beberapa kegiatan non-akademik yang pernah dilakukannya antara lain
Pelatihan Jumalis On Line i-Campus Indonesia pada tahun 2017 dan se-
bagal presenter di fneernational Conference on Law Reform (INCLAR)

Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2009,
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Pergrgpmnan Pengparged o Frresis

Keterlibatannya dalam organisasi antara lain sehagai Volunteer Milad Fa-
kultas Hukum 2017, Anggota BEM Fakulms Hukum Universits Ah-
mad Dahlan Divisi Politik Jaringan 2018/20019, Sekretaris 1 Lamtern Lau
Compmunity Fakulms Hukum Universitas Ahmad Dahlan 20182019,
dan Sekretaris Umum Lawtern Law Community Fakuolmas Hukum Univer-
sitas Ahmad Dahlan 201972020,
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